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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16/PRT/M/2019
TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang

a.

bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam
penyelenggaraan komunikasi tulis dan elektronik yang
meliputi pengaturan  jenis, format, penyiapan,
pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan
naskah dinas serta media yang digunakan dalam
komunikasi kedinasan pada setiap organisasi, unit kerja,
atau satuan kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, perlu disusun pedoman tata naskah
dinas pada Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;

bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan mengatur terkait tata naskah dinas ditetapkan
oleh pimpinan pencipta arsip dan berdasarkan Pasal 3
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokasi Nomor 06 Tahun 2011 tentang
Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di

Lingkungan Instansi Pemerintah mengatur pedoman
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Mengingat

umum mengenai petunjuk pelaksanaan tata naskah
dinas elektronik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 249);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011
tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik
di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817)
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
05/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 107);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH
DINAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Naskah Dinas yang selanjutnya disingkat TND
adalah penyelenggaraan komunikasi tulis yang meliputi
pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan,
pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan naskah
dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi
kedinasan.

2. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat
komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.

3. Surat dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas

pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan
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10.

berupa  pemberitahuan, pernyataan, permintaan,
penyampaian naskah dinas atau barang, atau hal
kedinasan lainnya kepada pihak lain di dalam maupun
luar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan
diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah,
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi publik,
organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang
terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan,
terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik
lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan
autentikasi.

Format adalah susunan dan bentuk naskah yang
menggambarkan tata letak dan redaksional, serta
penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas.

Logo Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat adalah gambar atau huruf sebagai identitas
sebagai tanda pengenal berupa simbol atau huruf bersifat
tetap dan resmi digunakan untuk kop/kepala surat,
untuk naskah dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.

Disposisi adalah catatan yang berisi perintah atau
permintaan atau informasi dari pimpinan dalam rangka
proses penyelenggaraan suatu naskah.

Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam
dalam media elektronik sebagai alat komunikasi
kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/
pimpinan yang berwenang di lingkungan kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat

TNDE adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik
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dengan memanfaatkan  teknologi informasi dan
komunikasi.

Sistem TNDE adalah kesisteman pengelolaan naskah
dinas secara elektronik yang meliputi aplikasi perangkat
lunak dan databasenya yang terhubung dengan jaringan
serta dapat diakses oleh semua pengguna.

Aplikasi TNDE adalah perangkat Ilunak beserta
databasenya yang digunakan untuk pengelolaan naskah
dinas secara elektronik.

Templat adalah format surat baku yang disusun secara
elektronik.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan

penyelenggaraan tata naskah dinas pada setiap unit

organisasi/unit kerja/satuan kerja.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk :

a. menciptakan tertib administrasi tata naskah dinas;

b. menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang
efektif dan efisien;

c. mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan
penandatanganan;

d. mendinamiskan penyelenggaraan naskah dinas
sebagai suatu sistem yang komprehensif dan
terpadu;

e. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam
pengelolaan dan penanganan surat masuk dan/atau
surat keluar; dan

f.  menciptakan keseragaman dalam penerapan tata
naskah dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat.
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BAB II
PEMBINA TATA NASKAH DINAS

Pasal 3
Pembina pelaksanaan Tata Naskah Dinas dilakukan oleh Biro

Umum Sekretariat Jenderal.

Pasal 4
Pembina Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Lingkup Direktorat
Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan-Badan dilakukan oleh

Bagian yang menangani urusan tata usaha dan umum.

BAB III
JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS

Pasal 5
Jenis Naskah Dinas terdiri atas :
a. naskah dinas arahan;
b. naskah dinas korespondensi; dan

c. naskah dinas khusus.

Pasal 6

(1) Naskah dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf a terdiri atas:
a. peraturan Menteri
b. surat edaran;
c. keputusan;
d. instruksi; dan
e. surat perintah

(2) Naskah dinas arahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pembentukan produk
hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat.
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Pasal 7

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
a. Naskah Dinas korespondensi intern terdiri atas:

1. memo dinas; dan

2. nota dinas;
b. Naskah Dinas korespondensi ekstern terdiri atas:

1. surat dinas; dan

2. surat undangan ekstern;
c. Kartu undangan; dan
d. Surat tugas terdiri atas:

1. surat tugas berdasarkan pelaksanaan tugas

dan fungsi; dan

2. surat tugas melakukan perjalanan kedinasan.
Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
angka 2 disusun sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang keuangan.

Pasal 8

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c

terdiri atas:

a.

o

a 0

5 =

B

surat kuasa;

berita acara;

surat keterangan;

surat pernyataan

surat pengantar;

pengumuman;

laporan;

telaahan staf;

formulir;

naskah serah terima jabatan;

surat pernyataan menduduki jabatan;
surat pernyataan melaksanakan tugas;
surat pernyataan pelantikan; dan

sertifikat.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

BAB IV
TNDE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9
Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dapat dilakukan dalam bentuk Naskah Dinas elektronik;
Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup Persuratan elektronik, dokumentasi
elektronik, transaksi elektronik, serta Naskah Dinas
elektronik lainnya,;
TNDE meliputi:
a. sistem TNDE;
b. unsur pendukung sistem TNDE;
c. pengguna TNDE;
d. pengelola TNDE; dan
e. petunjuk pengoperasian aplikasi TNDE.

Bagian Kedua

Sistem TNDE

Pasal 10
Sistem TNDE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(3) huruf a terhubung dengan jaringan komputer
keseluruh unit organisasi, unit kerja, atau unit satuan
kerja-
Cakupan Sistem TNDE sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (3) huruf a terdiri atas:

a. komunikasi eksternal;

b. komunikasi internal;

c. disposisi;

d. pembuatan naskah dinas arahan dengan templat;
e. penggunaan penelusuran surat;

f. agenda harian pimpinan; dan

g. petunjuk pengoperasian aplikasi TNDE.
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Bagian Ketiga
Unsur Pendukung Sistem TNDE

Pasal 11
Unit organisasi, unit kerja, atau unit satuan kerja harus
menyediakan Unsur pendukung Sistem TNDE sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b yang terdiri atas:
a. jaringan komputer;
b. perangkat keras; dan

c. perangkat lunak.

Bagian Keempat

Pengguna TNDE

Pasal 12

(1) Pengguna TNDE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (3) huruf c yaitu seluruh pejabat dan pegawai yang
dilengkapi dengan nama pengguna dan kata sandi sesuai
dengan kewenangan masing-masing.

(2) Dalam menggunakan TNDE, pejabat struktural
menggunakan kode akses tersendiri dan pegawai
menggunakan nomor induk pegawai.

(3) Laman TNDE dapat diakses melalui
http:/ /intranet.pu.go.id atau http:/ /eoffice.pu.go.id

Bagian Kelima

Pengelola TNDE

Pasal 13
(1) Pengelola TNDE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (3) huruf d yaitu Biro Umum.
(2) Pengelola pelaksanaan TNDE sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memiliki tugas:
a. pengembangan Konsep Sistem TNDE;
b. pembinaan teknik operasional TNDE; dan

c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan TNDE.
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(2)

(1)
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Pasal 14

Pembina teknik sistem TNDE yaitu Pusat Data dan
Teknologi Informasi.

Pembina teknik sistem TNDE sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memiliki tugas untuk memberikan supervisi
terkait:

a. pengembangan infrastruktur dan jaringan sistem

TNDE,;
b. pengelolaan infrastruktur jaringan sistem TNDE; dan

c. keamanan data pada aplikasi sistem TNDE.

Bagian Keenam

Pengelola Data Pejabat atau Pegawai

Pasal 15
Pengelola data pejabat atau pegawai dalam penerapan
TNDE yaitu Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata
Laksana.
Pengelola data pejabat atau pegawai dalam penerapan
TNDE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
mengelola dan memutakhirkan database sistem informasi

kepegawaian (e-HRM).

Bagian Ketujuh
Pengelola TNDE Unit Organisasi

Pasal 16

Pengelola sistem TNDE unit organisasi yaitu Sekretariat
Inspektorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal,
Sekretariat Badan, dan Biro Umum

pengelola sistem TNDE di unit organisasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat Inspektorat
Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat
Badan, dan Biro Umum memiliki tugas:

a. melakukan koordinasi penyelenggaraan TNDE pada

lingkup unit organisasi;
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b. memfasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan
pelayanan penyelenggaraan TNDE lingkup unit
organisasi; dan

c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan

TNDE pada lingkup unit organisasi.

Bagian Kedelapan

Administrator TNDE Kementerian

Pasal 17

Administrator TNDE yaitu:

a.

(1)

(2)

Biro Umum sebagai administrator utama tingkat
kementerian;

Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat
Jenderal, Sekretariat Badan, atau Biro Umum sebagai
administrator tingkat unit organisasi yaitu;

bagian tata usaha/umum sebagai administrator balai
setingkat unit kerja; dan

sub bagian tata usaha/umum sebagai administrator balai

setingkat Eselon III.

Bagian Kesembilan

Petunjuk Pengoperasian Aplikasi TNDE

Pasal 18
Petunjuk Pengoperasian Aplikasi TNDE sebagaimana
dimaksud Pasal 9 ayat 3 huruf e digunakan sebagai
acuan bagi unit organisasi/unit Kerja dalam
mengoperasikan Aplikasi TNDE.
Petunjuk Pengoperasian Aplikasi TNDE meliputi
petunjuk:

a. menjalankan aplikasi;

b. login sistem;

c. username dan password;
d. pengaturan;

e. fitur TNDE;

f. surat masuk;
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disposisi;

h. tindak lanjut;

surat keluar;

agenda;

k. Templat Naskah Dinas; dan

keluar aplikasi.

BAB YV
TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Tata naskah dinas dapat ditandatangani secara elektronik

oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

(1)

(2)

(3)

Pasal 20
Tanda Tangan elektronik berfungsi sebagai alat
autentikasi dan verifikasi atas:
a. identitas Penanda Tangan; dan
b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.
Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Elektronik
merupakan persetujuan Penandatangan atas Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
ditandatangani dengan tanda tangan elektronik
tersebut.
Dalam hal terjadi penyalahgunaan Tanda Tangan
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh
pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab
pembuktian penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik
dibebankan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik di

unit organisasi dan/atau unit kerja.
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Pasal 21

Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam Transaksi

Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)

merupakan jenis tanda tangan elektronik tersertifikasi dengan

mengunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik dan

dibuktikan dengan sertifikat elektronik.

(1)

(2)

(1)

(2)

Bagian Kedua

Pengelola Tanda Tangan Elektronk

Pasal 22
Pengelola tanda tangan elektronik yaitu Pusat data dan
Teknologi Informasi
dalam melaksanakan tugasnya Pengelola tanda tangan
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
melakukan koordinasi dengan Instansi pemerintah yang
mempunyai tugas dan fungsi terkait keamanan siber dan

sandi negara

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tangung Jawab Pemilik atau Pengguna
Sertifikat Elektronik

Pasal 23

Pengguna atau pemilik sertifikat elektronik harus
memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi
kunci privat serta menyetujui ketentuan penggunaan
sertifikat  elektronik sebelum  sertifikat elektronik
diterbitkan.

Pengguna atau pemilik sertifikat elektronik bertanggung
jawab terhadap pengelolaan pasangan kunci kriptografi
dan telah menyetujui untuk menggunakan kunci
kriptografi dan sertifikat elektronik sesuai dengan

kebijakan Balai Sertifikasi Elektronik.
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Pasal 24

Pengguna atau Pemilik sertifikat elektronik memiliki

kewajiban sebagai berikut:

a.

(1)

(2)

(3)

(4)

memastikan kebenaran semua data/informasi yang
diberikan kepada BSrE;

melindungi sertifikat elektronik agar tidak digunakan
oleh pihak lain;

tidak menyerahkan penggunaan sertifikat elektronik
kepada pihak lain;

melindungi kerahasiaan kunci privat, passphrase atau
hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci
privat;

tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan
reverse engineering dan tidak membocorkan sistem
layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara
sertifikat elektronik; dan

bertanggungjawab atas penggunaan, penyimpanan,
pembaruan, dan pemusnahan sertifikat elektronik dan

kunci privat.

BAB VI
PERUBAHAN, PENCABUTAN, PEMBATALAN, DAN
RALAT NASKAH DINAS

Pasal 25
Perubahan Naskah Dinas dilakukan dengan mengubah,
menyempurnakan, dan/atau menyisipkan sebagian dari
suatu naskah dinas.
Pencabutan merupakan pernyataan tidak berlaku lagi
suatu Naskah Dinas terhitung mulai saat ditetapkan
dalam pencabutan tersebut.
Dalam hal Naskah Dinas yang bersifat mengatur diubah,
dicabut, dan/atau dibatalkan, harus dilakukan dengan
Naskah Dinas yang sama jenisnya.
Kewenangan perubahan, pencabutan, dan/atau
pembatalan Naskah Dinas dilakukan oleh pejabat yang

menandatangani Naskah Dinas tersebut atau pejabat lain
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yang jabatannya  sederajat atau lebih  tinggi
kedudukannya.

Ralat yang bersifat kekeliruan kecil seperti salah ketik,
dikeluarkan oleh pejabat yang menandatangani naskah

dinas tersebut atau pejabat setingkat lebih rendah.

Pasal 26

Format Naskah Dinas dan Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah

Dinas Elektronik tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
06/PRT/M/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata
Naskah Dinas Elektronik Kementerian Pekerjaan umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
866); dan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 07/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 347) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat 34/PRT/M/2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 07/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1705) yang mengatur terkait tata
naskah dinas korespondensi dan tata naskah dinas

khusus,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 28
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2019

MENTERI PEKERJAAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M.BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 16/PRT/M/2019

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
07/PRT/M/2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan perlu disesuaikan dan disempurnakan.

Asas

Asas-asas vang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan tata naskah

dinas meliputi:

1. asas efektif dan efisien bahwa penyelenggaraan tata naskah dinas
perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan,
penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi,
serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan
lugas;

2. asas pembakuan bahwa naskah dinas diproses dan disusun menurut
tata cara dan bentuk yang telah dibakukan;

3. asas pertanggungjawaban bahwa penyelenggaraan tata naskah dinas
dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur,

kewenangan, dan keabsahan;
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4. asas keterkaitan bahwa kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas
dilakukan dalam satu kesatuan sistem administrasi umum;

5. asas kecepatan dan ketepatan bahwa naskah dinas harus dapat
diselesaikan secara tepat waktu dan tepat sasaran dalam
redaksional, prosedural, dan terdistribusi; dan

6. asas keamanan bahwa tata naskah dinas harus aman dalam
penyusunan, klasifikasi, penyvampaian kepada vyang berhak,

pemberkasan, kearsipan, dan terdistribusi.

C. Ruang Lingkup
Raung Lingkup Tata Naskah Dinas meliputi:
1 jenis dan format naskah dinas;
penyusunan naskah dinas;

kewenangan penandatanganan naskah dinas;

AW N

penggunaan lambang negara, logo, kop, cap, map, sampul dan papan
nama instansi;

pengendalian naskah dinas;

pembina tata naskah dinas;

tata naskah dinas elektronik; dan

N ~N O L

perubahan, pencabutan, pembatalan, ralat naskah dinas.
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BAB1I
JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS

A. Naskah Dinas Arahan

1. Naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan

pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan

dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap

instansi pemerintah yang berupa produk hukum dan bersifat

pengaturan, serta penctapan.

2. Bentuk dan format produk hukum sebagaimana dimaksud dalam

angka 1 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.Naskah Dinas Korespondensi

1. Naskah Dinas Korespondensi Intern

a) Memo Dinas

1)

2)

3)

Pengertian

Meme Dinas adalah naskah dinas internal yang bersifat
mengingatkan suatu masalah, menvampaikan arahan,
peringatan, saran, dan pendapat kedinasan dalam satu unit
organisasi.

Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Memo Dinas dibuat oleh pejabat di lingkungan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan tugas,
wewenang, dan tanggung jawab.

Susunan

a) Kepala

Bagian kepala Memo Dinas terdiri dari:

(1) kop naskah dinas, ditulis secara simetris di tengah atas;
kecuali memo dinas vang ditandatangani oleh
Menteri/pejabat Negara, kop naskah dinas menggunakan
lambang negara;

(2) kata memo dinas, ditulis di tengah dengan huruf kapital;

(3) kata nomor, ditulis di bawah kata memo dinas dengan
huruf kapital, diikuti dengan titik dua (:);

(#) kata Yth., ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti tanda
baca titik dua (:);
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(9) kata Dari, ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti tanda
baca titik dua (:);

(6) kataHal, ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti tanda
baca titik dua (:);

(7) kataTanggal, ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti
tanda baca titik dua (:);

(8) garis pemisah horisontal bawah dengan pandang sama
dengan lebar ruang penulisan nota dinas dengan ukuran
tebal 3/4 pt.

b) Batang Tubuh
Batang tubuh memo dinas terdiri dari alinea pembuka,
alinea isi, dan alinea penutup vang singkat, padat, dan jelas.
c) Kaki

Bagian kaki memo dinas terdiri dari tanda tangan, nama

pejabat, NIP, untuk tembusandiikuti tanda baca titik dua

(:)jiika diperlukan.

4) Hal Yang Perlu Diperhatikan
a) Memo dinas tidak dibubuhi cap jabatan/instansi;
b) Tembusan memo dinas berlakua di lingkungan unit
organisasi,
c¢) Penomoran memo dinas dilakukan dengan mencantumkan
nemor urut memo dinas, kode naskah dinas, kode

identifikasi, dan tahun terbit.

Format Memo Dinas dapat dilihat pada Contoh 1A, 1B, dan 1C.
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CONTOH 1A
FORMAT MEMO DINAS

2019, No.1312

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MEMO DINAS
NOMOR: ...[...[ ..f ...

Yth.

Dari

Hal

Tanggal

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,
tandatangan
NAMA LENGKAP

Tembusan :

Lambang Negara
berwarna kuning emas
dan nama jabatan yang
telah dicetak

Penomoran yang
berurutan dalam satu
tahun takwin

™\

Memuat materi yang
bersifat mengingatkan
suatu masalah atau
menyampaikan arahan,
peringatan,
saran/pendapat
kedinasan

Nama jabatanh, nama
lengkap ditulis dengan
huruf kapital, dan
tidak dibubuhi cap
dinas instansi
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CONTOH 1B

FORMAT MEMO DINAS PIMPINAN TINGGI MADYA

J KEMENTERIAN PEKERJAAM UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL
vy Praatticnin e Blermer 20, Baboagonm Boau, Jubee b 129980, Teabapen o Fabusirnili oL
ME MO DIHAS
MOMOR: L d
th.
Drari
Hal
Tangoal
Sekretaris Jenderal,
Tandatangan
Mams L enakian
MIP
Tembuszan:
1..
2.

Logn dan Maras
Inctansi

Penomomn yang
berimtan dalamo
saty taluan talorin

IEroust roaterd yang
bamifat

e ngirgmtlan samtn
moamlah ataa

menyarapailan
arahan, peringatan,
saran|peodapat

hredinmomr

Nama jabatan, nama
lenghap, ditulis
dengan huruf awal
kzpital MIP, dan tidak
dibubuhi cap inctarnsi
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CONTOH 1C

2019, No.1312

FORMAT ME MO DINAS PIMPINAN TINGGI PRATAMA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN FAKNYAT

DIREKTORAT JENDERAL
DIREKTORAT. ...

TEIEPON v

MEMO DIFAS
MOMSE: ) .00

Yth.
Dari
Hal
Tanggal
Direktur ............. ,
Tandatangan
Mama Lendgkap
MIP .
Tembusan :
T
2

Logo dan Hama
hstansi

Penomoran yang
berunstan dalam satu
tahun taowin

hiermuat maen yang
bersifa mergingathan
sugtu masalah atau
menyanpakan
aahan, peringatan,
saranfendapat
kedinasan

Hama jabaan, nama
lengkap, diulis
dengan huruf anal
lapitd ,MIP, dan tidak
dibubuhi cap instansi
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b) Nota Dinas
1) Pengertian
Nota Dinas adalah naskah dinas internal yang dibuat oleh pejabat
dalam melaksanakan tugas guna menyampaikan laporan,
pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau penyampaian
kepada pejabat lain dalam satu unit kerja. Nota Dinas memuat
hal yang bersifat rutin, berupa catatan ringkas tidak memerlukan
penjelasan yang panjang, dan dapat langsung dijawab dengan

disposisi oleh pejabat yang dituju.

2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan
Nota Dinas dibuat oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang,

dan tanggung jawabnya.

3) Susunan
a) Kepala

Bagian Kepala Nota Dinas terdiri dari:

(1) kop naskah dinas, ditulis secara simetris di tengah atas;

(2) kata nota dinas, ditulis dengan huruf kapital secara
simetris;

(3) kata nomor, ditulis dengan huruf kapital secara simetris,
diikuti dengan tanda baca titik ();

(4) kata Yth, ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti
dengan tanda baca titik ();

(9) kata dari, ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti
dengan tanda baca titik (:);

(6) katahal, ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti dengan
tanda baca titik (:);

(7) katatanggal, ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti
dengan tanda baca titik ();

(8) garis pemisah horisontal bawah dengan panJang sama
dengan lebar ruang penulisan nota dinas dengan ukuran

tebal 3/4 pt.

www.peraturan.go.id



5. 2019, No.1312

b) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh nota dinas terdiri dari alinea pembuka,
isi, dan penutup yang singkat, padat, dan jelas.

c) Kaki
Bagian kaki nota dinas terdiri dari nama jabatan, nama
pejabat, NIP, tanda tangan, dan tembusan diikuti tanda baca

titik dua (2) (jika perlu).

4) Hal Yang Perlu Diperhatikan

a) Nota Dinas tidak dibubuhi cap jabatan/instansi.

b) Tembusan Nota Dinas berlaku di lingkungan intern unit
organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.

c¢) Penomoran Nota Dinas dilakukan dengan mencantumkan
nomor urut nota dinas, kode naskah dinas, kode identifikasi,

dan tahun terbit.

Format Nota Dinas dapat dilihat pada Contoh 2A dan2B.
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CONTOH 2A

FORMAT NOTA DINAS PIMPINAN TINGGI MADYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7247564, Faksimili (021) 7260856

A

NOTA DINAS
NOMOR: /.. 1.

Yth.
Dari
Hal
Tanggal @
Sekretaris Jenderal,
Tandatangan
Nama Lengkap
NIP .
Tembusan :
T
2

Logo, alamat, dan
nama instansi

-

Penomoran yang
berurutan dalam
satu tahun takwin

Memuat laporan
pemberitahuan,
pernyataan, atau
permintaan yang
sifatnya rutin,
berupa catatan
ringkas

I
J

Nama jabatan,
nama lengkap
ditulis dengan
huruf awal kapital,
NIP dan tidak
dibubuhi cap dinas
instansi
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CONTOH 2B

2019, No.1312

FORMAT NOTA DINAS PIMPINAN TINGGI PRATAMA

KEMENTERIAN PEKERJAAN LIMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL ... ...

THREETORAT
BB fvaserimeist masinsiom s geis sigiisre i rsne Doy iy g g s e m i leieporn e ARsImIl

HOTA DIHAS
MOMOR: 0T

th
Crari
Hal
Tanggal
Direktur ................ ,
Tandatangan
Mama Lendgkap
Tembusan :

Laga, alanat, dan nama
instans

Penomoran vang
berunsan ddam sau
tahtun @hwin

hemua laporan
pembertahuan,
permyataan, atal
permintaan wanyg sitna
nitin, berupa caatan
rnghas

Mama jabatan, nama

lenghkap diulis dengan
huruf anal kapial, MIP
dan tidak dibubuhi cap
dinas irstansi
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2. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern

a. Surat Dinas

Jenis naskah dinas korespondensi ekstern hanya ada satu macam,

yaitu surat dinas.

1)

Pengertian

Surat Dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas pejabat
dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa
pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penvampaian naskah
dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak

lain di luar unit organisasi dan diluar Kementerian.

2) Wewenang Penandatanganan

3)

Surat dinas ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas,
fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.

Susunan

a) Kepala

Bagian Kepala Surat Dinas terdiri dari:

(1) kop Surat Dinas, ditulis secara simetris;

(2) mnomor, sifat, lampiran, dan hal, diketik dengan huruf
awal kapital di sebelah kiri di bawah kop surat dinas,
diikuti tanda baca titik dua (:);

(3) tempat dan tanggal pembuatan surat, diketik di
sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor;

(4) kata Yth, ditulis di bawah hal, diikuti tanda baca titik
dua ()Jdan diikuti dengan nama jabatan yang dikirimi
surat;

(9) alamat surat, ditulis di bawah Yth.;

(b} Batang Tubuh
Bagian batang tubuh surat dinas terdiri dari alinea
pembuka, isi, dan penutup.

(a) Kaki

Bagian kaki surat dinas terdiri dari:

(1) nama jabatan, ditulis dengan huruf awal kapital,
diakhiri tanda baca koma;

(2) tanda tangan pejabat;

(3) mnama lengkap penanda tangan, ditulis dengan huruf
awal kapital;

(4) cap jabatan, vang digunakan sesuai dengan ketentuan;
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(9) mnomor induk pegawai (NIP)
(6) tembusandiikuti tanda baca titik dua (), yang memuat

nama jabatan pejabat penerima (jika ada).

4) Distribusi

Surat dinas disampaikan kepada penerima yang berhak.

5) Hal Yang Perlu Diperhatikan
a) Kop Surat Dinas hanya digunakan pada halaman pertama surat
dinas;
b) Jika surat dinas disertai lampiran, pada kolom Lampiran
dicantumkan jumlahnya;
c) Hal berisi pokok surat sesingkat mungkin yvang ditulis dengan
huruf awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa diakhiri tanda

baca.

Format Surat Dinas dapat dilihat pada Contoh 3A, 3B, dan 3C.
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CONTOH 3A

FORMAT SURAT DINAS
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Lambang Negara
berwarna kuning
emas dan nama
jabatan yang telah
dic etak

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Tempat dan tanggal

N_omor PP ...(Tempat)..., (Tgl.,BIn.,Thn.) pembuatan surat dan
Sifat P Penomoran surat
Lampiran . dinas menggunakan
Hal . Klasifikasi Arsip (KA)
Ythe o

Alamat tujuan yang
ditulis di bagian kiri

........................................ (Alinea Pembuka).................oco =~
........................................ (Alineallsi)....................
Isi surat: pembuka,
..................................................................................................................... : ! i, dan pomutup
........................................ (Alinea Penutup).........cooiiiii
..................................................................................................................... /

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Nama jabatan dan
nama lengkap yang

(Tanda Tangan dan Cap Jabatan) ditulis huruf Kapital

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

Tembusan :
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CONTOH 3B

2019, No.1312

FORMAT SURAT DINAS PIMPINAN TINGGI MADYA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Momor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon {021) 7247564, Faksimili {021) 7260856

L KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Nomor e ...{Tempat)..., (Tgl,.BIn,Thn)
Sifat U
Lampiran PR
Hal e

Sekretaris Jenderal,

(Tanda Tangan dan Cap Instansi)

Nama Lengkap
NIP.

Tembusan :

\

] Alamat tujuan yang

Kop surat dinas
berupa logo, nama
instansi, dan alamat
lengkap instansi

Tempat dan tanggal
pembuatan surat
serta penomoran
surat dinas
menggunakan
Klasifikasi Arsip (KA)

ditulis di bagian kiri

>ﬁ

Isi surat: pembuka,
isi, dan penutup

Nama jabatan, nama
lengkap ditulis
dengan huruf awal
kapital, NIP, dan
dibubuhi cap instansi
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CONTOH 3C

FORMAT SURAT DINAS PIMPINAN TINGGI PRATAMA

KEMENTERIAN PEKERJAAN LIMUM DAN FERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL.....covveevvieeneenn Kop surat dinas

DIRERKTORAT berupa lage, nama
2N RERTT RN, i it vt v e o o e M iristansi, dan dama
ElEn Lo e Telepenn o Faksimili

lengkap instansi

Mam or e e e LATempat)..., (Tal. Bin. Thn.

it . ¢ pat)..., (T ) —_}_ Tempat dan anggal
_ e e pembuatan surst

Latm piran Serta penomoran

Hal e e e surat dinas

menggunaian

Klasiikas Arsip (K&

| Aamat tujuan yang
dituli= di bagian kiri

e BlinEa Pembukal. oo ™

O Y [141- - T - R
e et e e eee s een e eseen s s een s ees e e s e e e e e e Isi surat: pembuka,
izi, dan penutup

e e EBlIREE PEnUURL . L

Harra jaatan, nama
(Tanda Tangan dan Cap Instansii lengkap ditulis
dengan hurafawa
kapial, MIP, dan
dbubuhi cap instansi

Mama L endkap
MIP .

Tembusan :
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b. Surat Undangan

1)

2)

3)

4)

Pengertian
Surat undangan adalah surat dinas yang memuat undangan kepada
pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk
menghadiri suatu acara kedinasan tertentu, seperti rapat, upacara,
dan pertemuan.
Kewenangan
Surat undangan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas,
fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.
Susunan
a) Kepala
Bagian Kepala Surat Undangan terdiri dari:
(1) kop surat dinas, ditulis secara simetris di tengah atas;
(2) nomor, sifat, lampiran, dan hal, diketik di sebelah kiri di
bawah kop surat dinas, diikuti tanda baca titik dua (:);
(3) tempat dan tanggal pembuatan surat, diketik di sebelah
kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor;
(4) kata Yth., vang ditulis di atas haldiikuti tanda baca titik dua
() dan diikuti dengan nama jabatan, dan alamat yang
dikirimi surat (jika diperlukanj.
b) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh Surat Undangan terdiri dari
(1) alinea pembuka;
(2) isi undangan, yang meliputi hari, tanggal, waktu, tempat,
dan acara;
(3) alinea penutup.
c¢) Kaki
Bagian kaki surat undangan terdiri dari nama jabatan yang
ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, dan nama
pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital. Dan tembusan
diikuti tanda baca titik dua (:).
Hal Yang Perlu Diperhatikan
a) Format surat undangan sama dengan format surat dinas;
bedanya adalah bahwa pihak vang dikirimi surat pada surat
undangan dapat ditulis pada lampiran;
b) Surat undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk

kartu.
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Format Surat Undangan dapat dilihat pada Contoh 4A, 4B,4C, 4D, dan

4E.

CONTOH 4A

FORMAT SURAT UNDANGAN

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Nomor @ .. ... (Tempat)...(Tgl,Bln,Thn]
Sifat
Lampiran @ .
Hal Undangan........
Yth. oo,
v v [Alinea Pembuka dan alinea isi)...... oo v
.pada
Hari/tanggal
Waktu pukul ...
Tempat
Acara
e [Alinea Penutup)... i
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,
{Tanda Tangan dan Cap Jabatan)
NAMA LENGEKAP TANPA GELAR
Tembusan :
1.
2.

Lambang Negara
berwarna kuning
emas dan nama
jabatan yang telah
dicetak

Tempat dan tanggal
pembuatan surat

Alamat tujuan yang
ditulis di bagian kiri

In

Nama jabatan, dan
nama lengkap ditulis
dengan huruf kapital
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CONTOH 4B

2019, No.1312

FORMAT SURAT UNDANGAN PEJABAT PIMPINAN MADYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Momor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon {(021) 7247564, Faksimili (021) 7260856

Nomor ...{Tempat)...(Tgl,Bln, Thn)

Sifat:
Lampiran
Hal

........................ (Alinea Pembuka dan alinea isi).............;heeeeeeeieiiiiininnns
.. .padas

Hariftanggal P

Waktu Copukul L

Tempat P

ACAIE

............................................. (Alinea Penutup)..........ocooi

Sekretaris Jenderal,

(Tanda Tangan dan Cap Instansi)

Nama Lengkap

Tembusan :

Kop surat berupa
logo, nama instansi,
dan alamat lengkap

}\M

Tempat dan tanggal
pembuatan surat

Alamat tujuan yang
ditulis di bagian kiri

Nama jabatan, dan
nama lengkap ditulis
dengan huruf awal
kapital, NIP dan
dibubuhi cap instansi
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CONTOH 4C

FORMAT SURAT UNDANGAN FEJABAT PIMPINAN PRATAMA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL........ccceov e vemaneee
DIREKTORAT. ...
[ ===l

Marm ar SRR LTempat).. (Tl BIn,Thn)
Sifat:

Lampiran e

Hal o Undangan........

ih.

oo LAlInEa Pembuka dan alinea isid..

Haritanggal

Wiaktu C UKL
Tem pat e e e
Acara

e e WAlIREE Penutup .

Direktur ... ,

(Tanda Tangan dan Cap Instansi)

Mama L endgkap

Tembusan :

Kop sura berupa
laga, namainstans,
dan alamat lenghap

Tempa dan anggal
pembuatan surat

Aarmat tujuan yang
dituli= di bagian ki

Mama jabatan, dan
nama lengkap ditulis
dengan huruf awal
kapital, NIP dan di
bubuhi cap instansi

www.peraturan.go.id



-37-

CONTOH 4D

FORMAT LAMPIRAN SURAT UNDANGAN

2019, No.1312

Lampiran Surat ........
Nomor ...,
Tanggal : ..o oo ee v

DAFTAR PEJABAT /PEGAWAI YANG DIUNDANG

www.peraturan.go.id
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CONTOH 4E

FORMAT KARTU UNDANGAN

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUELIK INDONESIA

Mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapak/ Ibuf Saudara

pada acara

e Harap hadir 30 menit sebelum Pakaian
acara dimulai dan undangan Laki-laki
dibawa Perempuan

o Konfirmasi:

www.peraturan.go.id
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¢. Surat Tugas
1) Pengertian
Surat tugas adalah naskah dinas dari atasan atau pejabat vang
berwenang vang ditujukan kepada bawahan atau pegawai lainnya
vang berisi penugasan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan tugas dan fungsi.
2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan
Surat tugas dibuat dan ditandatangani oleh atasan atau pejabat
vang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan
tanggung jawabnya.
3) Susunan
a) Kepala
Bagian Kepala Surat Tugas terdiri dari:
(1) kop naskah dinas, ditulis dengan huruf awal kapital secara
simetris;
(2) kata surat tugas, yang ditulis dengan huruf kapital secara
simetris;

(3) mnomor, yang berada di bawah tulisan surat tugas.

b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat tugas terdiri dari:

(1) Konsiderans meliputi pertimbangan dan/atau dasar;
pertimbangan memuat alasan ditetapkannya surat tugas;
dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan
ditetapkannya surat perintah tersebut.

(2) Diktum dimulai dengan kata memberi tugas, vang ditulis
dengan huruf kapital dicantumkan secara simetris, diikuti
kata kepada di tepi kiri serta nama dan jabatan pegawai
vang mendapat tugas. Di bawah kata kepada ditulis kata
untuk disertai tugas-tugas yang harus dilaksanakan.

c) Kaki

Bagian kaki surat tugas terdiri dari:

(1) tempat dan tanggal surat tugas;

(2) nama jabatan pejabat yvang menandatangani, vang ditulis

dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya, dan
diakhiri dengan tanda baca koma,;

(3) tanda tangan pejabat yang menugasi;
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(1) nama lengkap pejabat yang menandatangani surat perintah,
yvang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal
unsurnya;

(9) NIP (nomor induk pegawai) kecuali Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;

(6) cap jabatan/instansi.

4) Distribusi dan Tembusan
a) Surat tugas disampaikan kepada yang mendapat perintah.
b) Tembusan diikuti tanda baca titik dua () yang disampaikan

kepada pejabat/instansi yang terkait.

5) Hal Yang Perlu Diperhatikan

a) Bagian konsiderans memuat pertimbangan atau dasar.

b) Jika tugas merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang
ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran vang terdiri dari kolom
nomor urut, nama, pangkat, NIP, jabatan, dan keterangan.

c) Surat tugas tidak berlaku lagi setelah tugas yang termuat selesai

dilaksanakan.

Format Surat Tugas dapat dilihat pada Contoh 3A, 3B, dan 5C.
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CONTOH 5A

FORMAT SURAT TUGAS
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Lambang Negara
berwarna kuning

emas dan nama
jabatan yang telah

dicetak
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA Penomoran yang
berurutan dalam satu
tahun takwin

SURAT TUGAS ;/
NOMOR: .../ ...f...]... Nama jabatan yang

menandatangani

Memuat alasan
tentang perlu
ditetapkannya Surat
Tugas

Menimbang :  a. bahwa........

Dasar

Memuat

MEMBERI TUGAS peraturan/ dasar
ditetapkan Surat

Kepada S T PP TP PP PR H

Daftar pejabat yang
menerima tugas

Untuk

C e e e e e e L e e e e e ae s e e M Memuat substansi
. dan seterusnya. arahan yang
ditugaskan

D~—

MENTERI PEKERJAAN UMUM Kota sesuai alamat

DAN PERUMAHAN RAKYAT, instansi dan tanggal
penandatangan

(Tanda Tangan dan Cap Jabatan) ‘%

NAMA LENGKAP TANPA GELAR Nama jabatan dan
nama lengkap ditulis
dengan huruf kapital
Tembusan : dan dibubuhi cap
instansi

Nama Tempat, Tanggal ...
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CONTOH 5B

FORMAT SURAT TUGASPEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA

Logo dan naman

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT e e totals
SEKRETARIAT JENDERAL dicetak

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebavoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7247564, Faksimili (021) 7260856

Penomoran yang
berurutan dalam satu

SURAT TUGAS }4 tahun talavin

NOMOR: ...J ...} .. ...

Nama jabatan yang
menandatangani

Menimbang - T oY 1 VPN ; Memuat alasan
’ tentang perlu
. ditetapkannya Surat

j Tugas

Memuat

peraturanf dasar
MEMBERI TUGAS ditetapkan Surat

Tugas

Dasar

Kepada

.. Daftar pejabat yang
. dan seterusnya. menerima tugas

Untuk Memuat substansi
arahan yang

ditugaskan

Kota sesuai alamat
Nama Tempat, Tanggal ...................... instansi dan tanggal

penandatangan

Sekretaris Jenderal,

Nama jabatan dan
(Tanda Tangan dan Cap Instansi) nama lengkap ditulis
dengan huruf awal
kapital, NIP dan di

nama lengka bubuhi cap instansi

NIP. ...

Tembusan :
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CONTOH 5C

FORMAT SURAT TUGAS
FPEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL.....cccccveeeneeee et
dalan Tekepon Faksim

Logo dan naroan
mstand yanm telkh
dicetalc

Fenorsoran yany
beraratan dalaro sata
tahun talamn

SUTRAT TR
HODESE: .00

Maroa jabatan yany
renatdatangani

Dleroaat alcan
tentang perha

dite taplmnnym Surmat
Tagms

Lragar

DE rooaat
peratarandasar
ditetaplean Surat
Tagms

Kepada 1.

Y ;
4. dan seteruamoya,

Laftar pejabat yang
menenmos taigas

MEroaat substand
amban yang

ditagmsiean

Untalc 1.

3

.................................................................................................................. ;

4 d=n seteruonym.

Fota sesani slweast
mstand dan tangeal
peoandatargan

T sl sl &

Marna jabatan dan
mama koglep ditalic
dengan huraf 2]
lmpital, MIPdandi
tububi cap motansi
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3. Naskah Dinas Khusus
a. Surat Kuasa
1) Pengertian
Surat kuasa adalah naskah dinas yang berisi pemberian wewenang
kepada badan hukum/kelompok orang/perseorangan atau pihak
lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan
tertentu dalam rangka kedinasan.
2) Susunan
a) Kepala
Bagian kepala surat kuasa terdiri dari:
(1) kop naskah dinas, vang diletakkan secara simetris dan
ditulis dengan huruf kapital;
(2) judul surat kuasa;

(3) nomor surat kuasa.

b) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh surat kuasa memuat materi yang
dikuasakan.

c) Kaki
Bagian kaki surat kuasa memuat keterangan tempat, tanggal,
bulan dan tahun pembuatan serta nama dan tanda tangan
para pihak yang berkepentingan, dan dibubuhi materai sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Khususnyva untuk

Surat Kuasa dalam bahasa Inggris tidak menggunakan materai.

Format Surat Kuasa dapat dilihat pada Contoh 6.
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CONTOH 6

FORMAT SURAT KUASA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT . .
Logo, nama instansi,
SEKRETARIAT JENDERAL dan alamat lengkap

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7247564, Faksimili (021) 7260856

Penomoran

SURAT KUASA mengilcut.i aturan
NOMOR: .../ i/ eif vas E}ajll:ll; dinas

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama Memuat Identitas
yang memberikan

NIFP kuasa

jabatan

alamat

memberi kuasa kepada

nama
Memuat identitas
NIP yang menerima
. kuasa
jabatan
alamat
untuk Memuat pernyataan

tentang pemberian
wewenang kepada
pihak lainuntuk
melakukan sesuatu

Surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. L
tindakan tertentu

Kota sesuai dengan
alamat Instansi dan

i~ M N Nl

tanggal
Jakarta, ..o penandatanganan
Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa,
Nama jabatan, nama
; lengkap ditulis
Tanda Tangan Materai dan Tanda Tangan demsom bt sval
kapital, NIP dan di
bubui cap instansi
Nama Lengkap Nama Lengkap
NIP. oo, NIP. oo
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b. Berita Acara
1) Pengertian
Berita Acara adalah naskah dinas vang berisi uraian tentang
proses pelaksanaan suatu kegiatan yang harus ditandatangani
oleh para pihak dan para saksi apabila diperlukan.
2) Susunan
a) Kepala
Bagian kepala berita acara terdiri dari:
(1) kop naskah dinas, diletakkan secara simetris dan ditulis
dengan huruf kapital,
(2) judul Berita Acara;
(3) mnomor Berita Acara.
b) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh berita acara terdiri dari:
(1) tulisan hari, tanggal, dan tahun, serta nama dan
jabatan para pihak yang membuat berita acara;
(2) substansi berita acara.
c) Kaki
Bagian kaki berita acara memuat tempat pelaksanaan
penandatanganan nama jabatan/pejabat dan tanda tangan

para pihak dan para saksi.

Format Berita Acara dapat dilihat pada Contoh 7.
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CONTOH 7

FORMAT BERITA ACARA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7247584, Faksimili (021) 7260856

BERITA ACARA
NOMOR: ../BA/Sj/....

Pada hari ini, ...... , tanggal ...... , bulan....... , tahun...... , kami masing-masing:
............... (nama pejabat), ............(NIP dan jabatan), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
dan
.................. [pihak lain)........c.....ccoceevviieen oo oo., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, telah
melaksanakan

b. dan seterusnya.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Dibuatdi ....
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Tanda Tangan Tanda Tangan
Nama Lengkap Nama Lengkap
MengetahuifMengesahkan

Nama Jabatan,
Tanda Tangan

Nama Lengkap

2019, No.1312

Logo, nama
instansi, dan
alamat lengkap

Penomoran
mengikuti aturan
naskah dinas
khusus

Memuat identitas
para pihak yang
melaksanalcan
kegiatan

S i

Memuat kegiatan
yang dilaksanakan

Kota sesuai dengan
alamat instansi

G

Tanda tangan para
pihak dan para
salksi
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2019, No.1312

-48-

¢. Surat Keterangan

1)

2)

3)

Pengertian
Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi informasi hal
atau seseorang untuk kepentingan kedinasan.
Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan
Surat keterangan dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yvang
sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
Susunan
a) Kepala
Bagian kepala surat keterangan terdiri dari:
(1) kop naskah dinas, diletakkan secara simetris dan ditulis
dengan huruf kapital;
(2) judul surat keterangan;
(3) nomor surat keterangan.
b) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh surat keterangan memuat pejabat yvang
menerangkan dan pegawai vang diterangkan serta maksud
dan tujuan diterbitkannya surat keterangan.
c) Kaki
Bagian kaki surat keterangan memuat keterangan tempat,
tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, tanda tangan, dan nama
pejabat yang membuat surat keterangan tersebut. Posisi

bagian kaki terletak pada bagian kanan bawah.

Format surat keterangan dapat dilihat pada Contoh 8.
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CONTOH 8
FORMAT SURAT KETERANGAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kehayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7247564, Faksimili (021) 7260856

Logo, nama
instansi, dan
alamat lengkap

Penomoran
mengikut aturan
naskah dinas

khusus

SURAT EETERANGAN
NOMOR: .../...[ ... ...

Yang bertanda tangan di bawah ini.

nama e e e e e s Memtlat
NIP e e e e e s identitasyangmem
jabatan L e e e e e e e e e e e berikan

dengan ini menerangkan bahwa

Memuat identitas

yvang diberi
i g keterangan

Memuat informasi
mengenai suati
hal atan
seseorang untuk
kepentingan
kedinasan

nama
NIP HE
Pangkat/golongan : .
jabatan :

Kota sesuai
dengan alamat
instansi dan
tanggal

JAkarta, oo oo ee e penandatangan

) Nama jabatan,

Pejabat Pembuat Keterangan, nama lengkap
ditulis dengan

. huruf awal
Tanda Tangan dan Cap Instansi Iapital, NIP dan
di bubuhi cap
instansi
Nama Lengkap
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d. Surat Pernyataan
1) Pengertian
Surat Pernyataan adalah naskah dinas vang berisi informasi hal
atau seseorang untuk kepentingan kedinasan.
2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan
Surat pernyataan dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang
sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
3) Susunan
a) Kepala
Bagian kepala surat pernyataan terdiri dari:
(4) kop naskah dinas, diletakkan secara simetris dan ditulis
dengan huruf kapital;
(5) judul surat pernyataan;
(6) nomor surat pernyataan.
b) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh surat pernyataan memuat pejabat yang
menyatakan dan pegawai yang dinyatakan serta maksud dan
tujuan diterbitkannya surat pernyvataan.
c) Kaki
Bagian kaki surat pernyataan memuat pernyataan tempat,
tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, tanda tangan, dan nama
pejabat yang membuat surat pernyataan tersebut. Posisi

bagian kaki terletak pada bagian kanan bawah.

Format surat pernyataan dapat dilihat pada Contoh 9.
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CONTOH 9

FORMAT SURAT PERNYATAAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Momeor 20, Kehayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 72475684 Faksimili (021) 7260858

Logo, nama
instansi, dan
alamat lengkap

Penomoran

SURAT PERNYATAAN mengikuti aturan

naskah dinas
NOMOR: .../... ... ... }'ﬁ khusus

Yang bertanda tangan di bawah ini.

nama e e e e e s Memuat
NIP PR identitasyangmem
jabatan L e e e e e e e e e e e berikan

dengan ini menerangkan bahwa

Memuat identitas
nama
NIP

S PR UN yang diberi

P : keterangan
Pangkat/golongarn @ ... s
jabatan T e e e e e e s
Memuat informasi
mengenai suatu
hal atau
seseorang untuk

kepentingan
kedinasan

Kota sesuai
dengan alamat
instansi dan
tanggal

penandatangan

Pejabat Pembuat Pernyataan,

Nama jabatan,
nama lengkap

Tanda Tangan dan Cap Instansi

ditulis dengan
huruf awal
Nama Lengkap kapital, NIP dan
NIP. o e di bubuhi cap

instansi
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e. Surat Pengantar
1) Pengertian
Surat pengantar adalah naskah dinas vang digunakan untuk
mengantar/menyampaikan barang atau naskah.
2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan
Surat pengantar dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai
dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
3) Susunan
a) Kepala
Bagian kepala Surat Pengantar terdiri dari: tempat/tanggal;
(1) Kop naskah dinasdiletakkan secara simetris dan ditulis
dengan huruf kapital;
(2) nama jabatan/alamat vang dituju;
(3) tulisan surat pengantardiletakkan secara simetris dan
nomor pengantar dicantumkan di bawahnya.
b) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh surat pengantar dalam bentuk kolom

terdiri dari:

(1) nomor urut;
(2) jenis yang dikirim;
(3) banyaknya naskah/batang;
(4) keterangan.
c) Kaki

Bagian kaki surat pengantar terdiri dari:
(1) pengirim yang berada di sebelah kanan, meliputi:
(a) nama jabatan pembuat pengantar;
(b) tanda tangan;
(c) nama dan NIP;
(d) cap jabatan/instansi.
(2) penerima yang berada di sebelah kiri, meliputi:
(a) nama jabatan penerima;
(b) tanda tangan;
(c) mnama dan NIP;
(d) cap instansi;
(e) mnomor telepon/faksimili;

(f) tanggal penerimaan.
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4) Hal Yang Perlu Diperhatikan
Surat pengantar dikirim dalam dua rangkap: lembar pertama
untuk penerima dan lembar kedua untuk pengirim.

5) Penomoran
Penomoran surat pengantar sama dengan penomoran Naskah

Dinas Khusus.

Format Surat Pengantar dapat dilihat pada Contoh 10.
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CONTOH 10

FORMAT SURAT PENGANTAR

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Logo, U?Isﬂ
t ,
SEKRETARIAT JENDERAL alamart longkep
Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7247564, Faksimili (021) 7260856
Tempat dan tanggal
..... (Tempat)... .(Tgl,Bln, Thn) pembuatan surat
Yth, oo
Alamat tujuan yang
dapat ditulis
dibagian kiri
SURAT PENGANTAR
NOMOR: .../ e/ veifoun
No. Naskah Dinas yang Dikirimkan Banyaknya Keterangan
Nama jabatan,
Kepala .......... ’ nama lengkap
ditulis dalam huruf
Tanda tangan dan Cap Instansi awal kapital, dan
NIP dengan
dibubuhi cap
Nama Lengkap instansi
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Pengumuman

1) Pengertian
Pengumuman adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan
yang ditujukan kepada semua pejabat/pegawai dalam instansi

atau perseorangan dan golongan di dalam atau di luar instansi.

2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan
Pengumuman dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang

mengumumkan atau pejabat lain yang ditunjuk.

3) Susunan
a) Kepala
Bagian kepala Pengumuman terdiri dari:
(1) kop naskah dinas, ditulis dengan huruf kapital secara
simetris;
(2) tulisan pengumuman dicantumkan di bawah logo
instansi, vang ditulis dengan huruf kapital secara
simetris dan nomor pengumuman dicantumkan di
bawahnya;
(3) kata tentang, yvang dicantumkan di bawah pengumuman
ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(4) rumusan judul pengumuman, yang ditulis dengan huruf
kapital secara simetris di bawah tentang.
b) Batang Tubuh
Batang tubuh pengumuman hendaknya memuat
(1) alasan tentang perlunyva dibuat pengumuman;
(2) peraturan yang menjadi dasar pembuatan pengumuman;
(3) pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap
mendesak.
c) Kaki
Bagian kaki pengumuman terdiri dari:
(1) tempat dan tanggal penetapan;
(2) nama jabatan pejabat yvang menetapkan, ditulis dengan
huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma;,

(3) tanda tangan pejabat yang menetapkan;
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4) Hal Yang Perlu Diperhatikan

a)

b)

Pengumuman  bersifat

dengan huruf awal kapital,;

nomor induk pegawai (NIP);cap dinas.

kepada kelompok/golongan tertentu.

menyampaikan

memuat cara pelaksanaan teknis suatu peraturan.

Format Pengumuman dapat dilihat pada Contoh 11.

CONTOH

11

FORMAT PENGUMUMAN

nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis

Pengumuman tidak memuat alamat, kecuali yang ditujukan

informasi, tidak

A

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7247564, Faksimili (021) 7260856

PENGUMUMAN
NOMOR: .../...J...J...

TENTANG

Dikelunarkan di .............co e

pada tanggal

Sekretaris Jenderal,

(Tanda tangan dan Cap Dinas)

Logo, nama
instansi, dan
alamat lengkap

Penomoran
mengikuti atura

naskah dinas
I P :l khusus

Judul
Pengumuman
yang ditulis

dengan huruf
kapital

Memuat alasan,
peraturan yang
menjadi dasar,
dan
pemberitahuan
tentang hal
tertentu yang
dianggap
mendesak

Kota sesuai
dengan alamat
instansi dan
tanggal
penandatangan

Nama jabatan,
nama lengkap
ditulis dengan
huruf awal

kapital, NIP, dat
dibubuhi cap

instansi
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g. Laporan
1) Pengertian
Laporan adalah naskah dinas vang memuat pemberitahuan tentang

pelaksanaan suatu kegiatan/kejadian.

2) Wewenang Pembuatan dan Penandatangan

Laporan ditandatangani oleh pejabat yvang diserahi tugas.

3) Susunan
a) Kepala
Bagian kepala laporan memuat judul laporan yvang ditulis dalam
huruf kapital dan diletakkan secara simetris.
b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Laporan terdiri dari:

(1) Pendahuluan, memuat penjelasan umum, maksud dan
tujuan, serta ruang lingkup dan sistematika Laporan;

(2) Materi Laporan, terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan,
faktor yang mempengaruhi, hasil pelaksanaan kegiatan,
hambatan yang dihadapi, dan hal lain yang perlu dilaporkan,;

(3) Simpulan dan saran, sebagai bahan pertimbangan;

(4) Penutup, yang merupakan akhir laporan.

c) Kaki

Bagian kaki laporan terdiri dari

(1) tempat dan tanggal pembuatan laporan,;

(2) nama jabatan pejabat pembuat laporan, ditulis dengan

huruf awal kapital;

(3) nama lengkap, ditulis dengan huruf awal kapital;
(4) nomor induk pegawai (NIP);

(9) tanda tangan;

(6) cap dinas.

Format Laporan dapat dilihat pada Contoh 12.
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CONTOH 12

FORMAT LAPORAN

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Momor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon {021) 7247564, Faksimili (021) 7260356

L KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

A. Pendahuluan
1. Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Dasar

C. Hasil yang Dicapai
D. Kesimpulan dan saran

E. Penutup

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

LAPORAN
TENTANG

Dikeluarkan di .......... .o ceovvn v
pada tanggal

Sekretaris Jenderal,

Tanda tangan dan Cap Instansi

Nama Lengkap

Logo, nama
instansi, dan
alamat lengkap

Judul Laporan
ditulis dengan
huruf kapital

Memuat Laporan
tentang
pelaksanaan tugas
ke dinasan

i

Kota sesual
dengan alamat
instansi dan
tanggal
penandatangan

Nama jabatan.
nama lengkap
ditulis dengan
huruf awal kapital,
dan NIP dengan
dibubuli cap
instansi
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h. Telaahan Staf
1) Pengertian
Telaahan Staf adalah bentuk uraian vang disampaikan oleh pejabat
atau staf yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu
perscalan dengan memberikan jalan keluar/pemecahan yang

disarankan.

2) Susunan
1) Kepala
Bagian kepala telahaan staf terdiri dari:
a) judul telaahan staf diletakkan secara simetris di tengah
atas,;

b) uraian singkat tentang permasalahan.

2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh telaahan staf terdiri dari:

a) Persoalan, yang memuat pernyataan singkat dan jelas
tentang persoalan vang akan dipecahkan;

b) Praanggapan, yang memuat dugaan yang beralasan,
berdasarkan data yang ada, saling berhubungan sesuai
dengan situasi yang dihadapi, dan merupakan kemungkinan
kejadian di masa yang akan datang;

c) Fakta yang mempengaruhi, memuat fakta yvang merupakan
landasan analisis dan pemecahan persoalan;

d) Analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap
persoalan dan akibatnya, hambatan serta keuntungan dan
kerugiannya, pemecahan atau cara bertindak yang mungkin
atau dapat dilakukan,;

e) Kesimpulan, yang memuat intisari hasil diskusi, yang
merupakan pilihan cara bertindak atau jalan keluar;

f) Tindakan yang disarankan, yang memuat secara ringkas dan
jelas saran atau usul tindakan untuk mengatasi persoalan
yang dihadapi.

3) Kaki
Bagian kaki telaahan staf terdiri dari:
a) nama jabatan pembuat telaahan staf, yang ditulis dengan

huruf awal kapital,
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b) tanda tangan;

c) nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan
huruf awal kapital,

d) nomor induk pegawai (NIP);

e) daftar lampiran.

Format Telaahaan Staf dapat dilihat pada Contoh 13.

CONTOH 13

FORMAT TELAAHAN STAF

TELAAHAN STAF
TENTANG

A. Persoalan
Bagian persoalan memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan
vang akan dipecahkan.

B. Praanggapan
Praanggapan memuat dugaan vang beralasan berdasarkan data dan saling
berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi dan merupakan
kemungkinan kejadian dimasa mendatang.

C. Fakta yang Mempengaruhi
Bagian fakta yang mempengaruhi memuat fakta yang merupakan landasan
analisis dan pemecahan persoalan.

D. Analisis
Bagian ini memuat analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap
persoalan serta akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya,
serta pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan.

E. Kesimpulan
Bagian kesimpulan memuat intisari hasil diskusi dan pilihan dan satu cara
bertindak atau jalan keluar sebagai pemecahan persoalan yang dihadapi.

F. Saran

Bagian saran memuat secara ringkas dan jelas tentang saran tindakan
untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.

Nama Jabatan Pembuat Telaahan Staf

Tanda Tangan

Nama Lengkap
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Formulir
Formulir adalah bentuk pengaturan alokasi ruang atau lembar naskah
untuk mencatat berbagai data dan informasi. Formulir dibuat dalam

bentuk kartu atau lembaran tercetak dengan judul tertentu berisi

keterangan vang diperlukan.

Formulir Berita Pengiriman Faksimili dapat dilihat pada Contoh 14A.
Formulir Berita Penerimaan Telepon dapat dilihat pada Contoh 14B.
Formulir Permohonan Waktu dapat dilihat pada Contoh 14C.

Formulir Permohonan Informasi dapat dilihat pada Contoh 14D.

CONTOH 14A
FORMAT FORMULIR BERITA PENGIRIMAN FAKSIMILI

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7247564, Faksimili (021) 7260856

BERITA FAKSIMILI

Klasifikasi Kecepatan Penyampaian : O Amat Segera O Segera O Biasa
Klasifikasi Tingkat Keamanan 0 Sangat Rahasia O rahasia [ Terbatas OBiasa

Informasi Surat

Nomor R
Tanggal D
Perihal P

Kepada Yth.
Unit Organmisasi

Dari P
Unit Organisasi D

Data Penerima Faksimili
Nomor Faks T Jumlah halaman : ... lembar (termasuk formulir)
Nomor Telepon T Tanggal kirim L (tgl). [ bulan). . (tahun). ..

Petugas Pengirim

Nama : ...nama lengkap...
Jabatan N
Tanggal T
Pukul D [(WIB)..........
Catatan:

Mengetahu,
Kepala Subbagian Tata Usaha

(tanda tangan)

Nama Lengkap
WD

www.peraturan.go.id



2019, No.1312 _60-

CONTOH 14B
FORMAT FORMULIR BERITA PENERIMAAN TELEPON

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7247564, Faksimili (021) 7260856

BERITA TELEPON
Klasifikasi Kecepatan Penyampaian : OJ Amat Segera O Segera O Biasa
Klasifikasi Tingkat Keamanan : DSangat Rahasia []Rahasia DTerba‘ras Opiasa
Kepada Yth. T,
Unit Organisasi ..o
Dari D
Unit Organisasi @ .....oocooveeieeinnenne
Informasi Penerimaan Telepon Nomor Telepon:
Hari N
Tanggal 1 (tgl). . (bulan)...(tahun)...
Pukul T, [(WIB)..oiiiins
Isi Berita

Petugas Penerima Telepon

Nama e
Jabatan T
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CONTOH 14C
FORMAT FORMULIR PERMOHONAN WAKTU

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7247564, Faksimili (021) 7260856

PERMOHONAN WAKTU

Nama
Jabatan
Instansi
Alamat

Yang Dapat Dihubungi

Nomor Telepon TP

Maksud KUIJUNZATL  © i s i e e s e s e

Tanggal Kunjungan PP
Catatan

...(Tempat), (Tgl., Bln., Thn)...
Yang hersangkutan dapat diterima pada:
(tanda tangan)
Hari
Tanggal
Pukul

: Nama Lengkap
Didampingi oleh :
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CONTOH 14D
FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7247564, Faksimili (021) 7260856

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
(RANGKAP DUA)
No. Pendaftaran (diisi petugas)*: ...............

Nama
Alamat

Nomor Telepon [ E-mail e e
Rincian Informasi yang Dibutuhkan e
Tujuan Penggunaan Informasi e e e e e e
Cara Memperoleh Informasi ' Melihat{ Membaca/ Mendengarkanf Mencatat
O Mendapatkan salinan informasi
(hardeopy / softcopy)

Cara Mendapatkan Salinan Informasi*** [] Mengambil langsung (| Faksimih
[ Kurir (| E-mail
O Pos

...(Tempat), (Tgl., Bln., Thn.)...

Petugas Pelayanan Informasi Pemochon Infomasi

(Penerima Pemchonan)

Keterangan:

*  Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik
#* Pilih salah satu dengan memberi tanda (V)

***  Coret yang tidak perlu
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j- Naskah Serah Terima Jabatan
1) Pengertian
Naskah Serah Terima Jabatan adalah naskah yang digunakan pada
saat pelaksanaan pergantian jabatan yang ditandatangani oleh
pihak vang menerima dan menyerahkan jabatan dengan disaksikan
oleh pejabat di atasnya yang memiliki kedudukan lebih tinggi.
Naskah serah terima jabatan ditandatangani pada saat pelaksanaan
pelantikan atau serah terima jabatan dari pejabat lama kepada

pejabat baru.

2) Susunan
a) Kepala

Bagian kepala naskah serah terima jabatan terdiri dari:

(1) judul naskah serah terima jabatan ditulis dengan huruf
kapital secara simetris;

(2) nama jabatan yang diserahterimakan ditulis dengan huruf
kapital secara simetris;

(3) nama unit organisasi di atasnya ditulis dengan huruf kapital
secara simetris;

(4) nomor ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh naskah serah terima jabatan terdiri dari:

(1) alinea pembuka yang berisi tanggal, waktu, dan tempat
pelaksanaan serah terima jabatan;

(2) alinea isi memuat nama pejabat dan keputusan yang
menyatakan pengangkatan pejabat tersebut sebagai pejabat
lama dan pejabat baru, disertai dengan pernyataan
penyerahan wewenang dan tanggung jawab jabatan yang
diserahterimakan;

(3) alinea penutup menyatakan pengukuhan naskah serah
terima jabatan dengan pembubuhan tanda tangan pejabat
lama dan pejabat baru.

c¢) Kaki
Bagian kaki naskah serah terima jabatan terdiri dari:

(1) tempat dan tanggal pembuatan naskah serah terima jabatan;
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(2) nama lengkap pejabat baru sebagai pihak yang menerima
jabatan dan pejabat lama sebagai pihak yang menyerahkan
jabatan ditulis sejajar serta ditulis huruf awal kapital, tanpa
diberi tanda baca, dan dibawahnya ditulis NIP tanpa tanda
baca titik;

(3) nama jabatan pihak yang menyaksikan pelaksanaan serah
terima jabatan ditulis secara simetris dan diakhiri dengan
tanda baca koma;

(4) nama lengkap pejabat vang menyaksikan pelaksanaan serah
terima jabatan, ditulis dengan huruf awal kapital, tanpa
diberi tanda baca apa pun, dan dibawahnya ditulis NIP tanpa
tanda baca titik.

Format Naskah Serah Terima Jabatan untuk Pimpinan Tinggi Madya

dapat dilihat pada Contoh 15A.

Format Naskah Serah Terima Jabatan untuk Pimpinan Tinggi Pratama

dapat dilihat pada Contoh 15B.
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CONTOH 15A

FORMAT NASKAH SERAH TERIMA JABATAN
PIMPINAN TINGGI MADYA

NASKAH SERAH TERIMA JABATAN
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: ...{...L.I..

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ..., pukul ... WIB, bertempat di ruang ...................
Sekretariat Jenderal, Gedung Menteri lantai | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat, Jalan Pattimura Nomor 20 Jakarta, masing-masing yang tersebut di bawah ini:

(nama pejabat)

selaku
........ (hama jabatan)..............yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor ....................... tanggal ..., selanjutnya disebut Pejabat Baru.
telah melangsungkan serah terima jabatan ............. (nama jabatan)................ Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat.

Pejabat Lama menyerahkan dan Pejabat Baru menerima penyerahan wewenang dan
tanggung jawab ... (hama jabatan) ... Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.

Sejak dilangsungkannya serah terima jabatan ini, maka wewenang serta tanggung jawab
jabatan ... (nama jabatan) ... Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat beralih dari Pejabat Lama kepada Pejabat Baru.

Sebagai pengukuhan Naskah Serah Terima Jabatan ini para pihak membubuhkan tanda

tangannya masing-masing di hadapan dan disaksikan oleh............. (hama
jabatan)................. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Dibuat di ..o
padatanggal ...............
Pejabat Baru Pejabat Lama
Pihak yang Menerima, Pihak yang Menyerahkan,
(tanda tangan) (tanda tangan)
Nama Pejabat Nama Pejabat
NIP. NIP. .
Menyaksikan:

Nama Jabatan,

(tanda tangan)

Nama Pejabat
NiP. ..

www.peraturan.go.id



2019, No.1312 68

CONTOH 15B

FORMAT NASKAH SERAH TERIMA JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA

NASKAH SERAH TERIMA JABATAN
KEPALA BIRO............ccvnenenns
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: ...J....A1....L...

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ..., pukul ... WIB, bertempat di ruang ................
Sekretariat Jenderal, Gedung Menteri lantai | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat, Jalan Pattimura Nomor 20 Jakarta, masing-masing yang tersebut di bawabh ini:

(nama pejabat)

selaku
........ (nama jabatan)..............yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor ...................... tanggal ..., selanjutnya disebut Pejabat Baru.
telah melangsungkan serah terima jabatan .............. (nama jabatan)................ Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat.

Pejabat Lama menyerahkan dan Pejabat Baru menerima penyerahan wewenang dan
tanggung jawab ... (nama jabatan) ... Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.

Sejak dilangsungkannya serah terima jabatan ini, maka wewenang serta tanggung jawab
jabatan ... (nama jabatan) .............. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat beralih dari Pejabat Lama kepada Pejabat Baru.

Sebagai pengukuhan Naskah Serah Terima Jabatan ini para pihak membubuhkan tanda

tangannya masing-masing di hadapan dan disaksikan oleh................ (nama
jabatan)................... Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dibuat di ..o

pada tanggal ................
Pejabat Baru Pejabat Lama
Pihak yang Menerima, Pihak yang Menyerahkan,
(tanda tangan) (tanda tangan)
Nama Pejabat Nama Pejabat
NIP. NIP.

Menyaksikan:

Nama Jabatan,

(tanda tangan)

Nama Pejabat
NIP. .,
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k. Naskah suratpernyataan telah menduduki jabatan, surat pernyataan

pelantikan dan surat pernyataan melaksanakan tugas.

1) Pengertian
Naskah pernyataan telah menduduki jabatan, surat pernyataan
pelantikan dan surat pernyataan melaksanakan tugas adalah naskah
yvang digunakan pada saat pelaksanaan pergantian jabatan yang
ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Madya/Pimpinan Tinggi
Pratama. Surat pernyataan telah menduduki jabatan, surat
pernyvataan pelantikan dan surat pernyataan melaksanakan tugas
diserahkan pada saat pelaksanaan pelantikan, dan menyerahkan

jabatan dengan disaksikan oleh pejabat di atasnya dan pejabat lama.

2) Susunan
a) Kepala

Bagian kepala naskah surat pernyataan telah menduduki

jabatan, surat pernyvataan pelantikan dan surat pernyataan

melaksanakan tugasterdiri dari:

(1) Kop surat pernvataan telah menduduki jabatan, surat
pernyataan pelantikan dan surat pernyataan melaksanakan
tugasyang berisi logo dan penamaan kementerian diletakkan
secara simertris dan di tulis dengan huruf kapital;

(2) judul surat pernvataan telah menduduki jabatan, surat
pernvataan pelantikan dan surat pernyvataan melaksanakan
tugas ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

(3) nomor ditulis dengan huruf kapital secara simetris diikuti

dengan tanda titik dua ().

b) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh surat pernyataan telah menduduki jabatan,
surat pernyataan pelantikan dan surat pernyataan melaksanakan
tugasmemuat nama, nip, pangkat dan jabatan pimpinan yang
bertandatangan, serta pegawai yang menduduki jabatan sesuai

dengan surat Keputusan Pengangkatan jabatan.
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c) Kaki
Bagian kaki naskah surat pernvataan telah menduduki jabatan,
surat pernyataan pelantikan dan surat pernyataan melaksanakan
tugasmemuat keterangan tempat, tanggal, bulan, tahun, nama
jabatan, tanda tangan dan nama pejabat yvang membuat surat

pernvataan. Posisi bagian kaki terletak pada bagian kanan bawah
Format surat pernvataan telah menduduki jabatan, surat pernyataan

pelantikan dan surat pernyataan melaksanakan tugasdapat dilihat

pada contoh 16A dan 16B dan 17A dan 17B serta 18A dan 18B.
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CONTOH 16A

FORMAT NASKAH SURAT PERNYATAAN TELAH MENDUDUKI JABATAN

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN TELAH MENDUDUKI JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama

Jabatan
telah menduduki jabatan ...(nama jabatan)....., Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, berdasarkan Keputusan ..... Nomor.....,
tanggal ....

Demikian surat pernyataan menduduki jabatan ini saya buat dengan
sesungguhnya, dengan ini mengingat sumpah jabatan dan apabila di
kemudian hari surat pernyataan menduduki jabatan ini ternyata tidak
benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia
menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta

Jakarta,
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

ttd
NAMA LENGKAP TANPA GELAR

Tembusan :

Kepala Badan Kepegawaian Negara,

Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Pembuat Daftar Gaji

Pejabat yang bersangkutan

FW=
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CONTOH 16B

FORMAT NASKAH SURAT PERNYATAAN TELAH MENDUDUKI JABATAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7247564, Faksimili (021) 7260856

SURAT PERNYATAAN TELAH MENDUDUKI JABATAN

NOMOR: .../ .o/ eeuiefuens

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NIP

Pangkat / Gol
Jabatan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama

NIP
Pangkat/Gol
Jabatan

telah menduduki jabatan ...(nama jabatan) ..., Bagian ... Biro ...(unit kerja) ...
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
berdasarkan Keputusan ..... Nomor... .. tanggal ....

Demikian surat pernyvataan menduduki jabatan ini saya buat dengan
sesungguhnya, dengan ini mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian
hari surat pernyataan menduduki jabatan ini ternyata tidak benar yang
mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung
kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta

Jakarta, ....
Sekretaris Jenderal ....

Nama dan Gelar
NIP. ...
Tembusan :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara,
2. Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
3. Pembuat Daftar Gaji
4. Pejabat yang bersangkutan
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CONTOH 17A

FORMAT NASKAH SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

NOMOR: .../eec/eeeef e

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NIP

Pangkat /Gol
Jabatan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama

NIP

Pangkat/Gol

Jabatan
Berdasarkan Keputusan ..... Nomor....., tanggal ......., telah diangkat sebagai
Jabatan ...(kelas jabatan).. dalam Jabatan ..(nama Jabatan).., Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan telah nyata melaksanakan tugas
sebagai ...(nama jabatan)..., Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat, dan berhak menerima tunjangan jabatan sebesar ....... (........) setiap

bulan terhitung mulai tanggal ..........

Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini sava buat dengan
sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari
isi surat penyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap
Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta

Jakarta, ...........
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

ttd

NAMA LENGKAP TANPA GELAR
Tembusan :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara,
2. Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
3. Pembuat Daftar Gaji
4. Pejabat yang bersangkutan
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CONTOH 17B
FORMAT NASKAH SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7247564, Faksimili (021) 7260856

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOR: .../ ....foeeeef e,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
NIP
Pangkat/ Gol

Jabatan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama

NIP

Pangkat/Gol

Jabatan
Berdasarkan Keputusan ..... Nomor... .., tanggal ......., telah diangkat sebagai Jabatan
...(klas Jabatan) .. dalam Jabatan ..., (nama jabatan) .. Biro ...(unit kerja)...,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan telah nyata melaksanakan
tugas sebagai ..(nama jabatan).. Biro...(unit kerja).., Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan berhak menerima
tunjangan jabatan sebesar ....... (........) setiap bulan terhitung mulai tanggal ..........

Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya,
dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat penyataan
ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia
menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta

Jakarta, ...
Sekretaris Jenderal

Nama dan Gelar

NIP. .............
Tembusan :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara,
2. Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
3. Pembuat Daftar Gaji
4. Pejabat yang bersangkutan
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Contoh 18A

SURAT PELANTIKAN

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

NOMOR: .../ccc./veurefeens

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NIP
Pangkat/ Gol
Jabatan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama

NIP
Pangkat/Gol
Jabatan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Nomor: ....., tanggal ......., telah diangkat sebagai Jabatan ...(kelas jabatan)..
dalam Jabatan ..(nama Jabatan).., Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat dan telah nyata melaksanakan tugas sebagai ...(nama
jabatan)..., Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan telah
dilantik oleh ....... Pada tanggal ..........

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya,
dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat
penyataan pelantikan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian
terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta

Jakarta, ...........
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

ttd

NAMA LENGKAP TANPA GELAR
Tembusan:
Kepala Badan Kepegawaian Negara,
Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Pembuat Daftar Gaji
Pejabat yang bersangkutan

H W=
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Contoh 18B

Surat Pelantikan

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7247564, Faksimili (021) 7260856

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

NOMOR: .../ vecefueueef e

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NIP
Pangkat/Gol
Jabatan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama

NIP

Pangkat/Gol

Jabatan
Berdasarkan Keputusan ..... (Pimpinan Tingi Madya), Nomor: ....., tanggal .......,
telah diangkat sebagai Jabatan ...(kelas jabatan).. dalam Jabatan ...(nama
Jabatan).., Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan telah
nyata melaksanakan tugas sebagai ...(nama jabatan)..., Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, dan telah dilantik oleh ....... Pada tanggal

Demikian surat pernyvataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnyva,
dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat
penyvataan pelantikan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian
terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta

Jakarta, ....
Sekretaris Jenderal

Nama dan Gelar
NIP. .............

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara,

Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Pembuat Daftar Gaji

Pejabat yang bersangkutan

R
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Surat Keterangan Pelatihan (Sertifikat)

Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di susun guna menyeragamkan bentuk dan
ketentuan di dalam pembuatan Surat Keterangan Pelatihan vang
penetapannya diberikan oleh unit organisasi terhadap jabatan pegawai
aparatur sipil negera untuk menunjukkan bahwa pegawai tersebut
mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik dalam
bentuk Sertifikat

1) Pengertian

Sertifikat adalah surat pernyataan absah yang menerangkan

bahwa pemiliknya telah menyelesaikan keseluruhan program

Pelatihan:

a) penambahan pengetahuan dan pemantapan yang
mempersyaratkan pencapaian kompetensi tertentu melalui
evaluasi program pelatihan; atau

b) penambahan pengetahuan, pemantapan, dan/atau
penyegaran tanpa mempersyaratkan kelulusan melalui

evaluasi program pelatihan

2) Peserta
Sertifikat diberikan kepada peserta Pelatihan yang telah berhasil
dengan baik dalam menyelesaikan keseluruhan program Pelatihan

yvang dinyvatakan dengan keterangan “Kelulusan”

Sertifikat ini tandatangani oleh Pejabat Pimpinan Madya vang di
paraf oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Unit Kerja
Penyelenggaraan Pelatihan.Format Surat Keterangan Pelatihan

(Sertifikat) dapat dilihat pada contoh 19.
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Contoh 19.

Surat Keterangan Pelatihan (Sertifikat)

Contoh 18 - Format Surat Keterangan Pelatihan (Sertifikat)

Bom

25Cm

I 13Cm

Dicetak timbul n
model logo spor =
g

Jenis Huruf Times New Roman
Ukuran 18

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKRYAT

s

LY

o 34 INORTIOR: & s seanssimessasan s msiendns
Badan bang: DayaM: iaberdasarkanUndang-UndangN : 5Tahun 2014tentangAp Sipil Negara,
sertaketentuanpel va, menvatakanbahwa:

New Romanukuran 16

Pas photo warna
ax6

Latar belakang
warna merah

Pakaian Pria/Wanita
Baju putih berdasi

padakegiatanpelatihan(...diisi nama program Pelatihan
i x

: (...diisi dengan NI® peserta...)
© (...diisi nama Kota/ tanggal bulan takun. . .)
. .diisi dengan pangkat /golongan/ruang. ..)

Tempat/Tanggal Lahir
Pangkat/Golongan/Ruang

Jabatan .diisi dengan jabatan sesuai formasi jabatan. ..)
Instansi diisi dengan instansi asal peserta. ..)
LULYUS
Kualifikasi . (...dhis sesuainilas/Kfasifikasifasifpelatifian. .) | Jenis Huruf Times New RomanUkuran 14 |

... )Angkatan (..di isi dengan angka romawi...) Y Tahun (..diisi tahun
/ ; diisimulai P

pem an...) yang d
sampaiDengan(..diisic

h (...diisi nama balaip

g laksanaan...)

khirtanggalpelaks ) di(... diisi lokasipen le iggarapelatihan ...) yang meliputi (... diisi Jam Pelajaran....) jam
pelatihan
...diisi nama kota, tanggal bulan tahun ..
BadanP b SumberDayaM:
Jenis Huruf Times New Roman | Kepala,
Ukuran 16
3
Tanda Tangan dan Siempel Basah
NAMA JELAS BESERTA GELAR
Jenis Huruf
Times New
Roman
DAFTAR MATA PELAJARAN4— Ukuran 18 R
Times New
JAM |
i - Ukuran 16
NO. MATA PELAJARAN PELAJARAN
1.
2
3. Jenis Huruf
4, Times New
3 Roman
. Ukuran 14
6.
7.
8.
9.
R Jenis Huruf
JUMLAH JAM PELAJARAN ] Times New
Roman
Ukuran 16
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FORMULIR KONSEP, PENAMAAN INSTANSI (NOMENKLATUR) DAN

PENYEBUTAN (TITELATUR)

A. Formulir Konsep Naskah Dinas

Penggunaan formulir naskah dinas merupakan bagian terpenting dalam

pembuatan naskah dinas korespondensi dan

naskah dinas khusus.

Penggunaan formulir naskah dinas tersebut sebaiknya dilakukan sesuai

dengan prosedur dan ketentuan berlaku dengan materinya menyangkut

lintas satunan organisasi. Penyampaian formulir naskah dinas harus

melalui koordinasi pejabat yang terkait.

Contoh Formulir Konsep Surat:

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
1_1 PERUMAHAN RAKYAT

FORMULIR KONSEP SURAT

Konsep ini setelah Konfirmasi/Parap Pemeriksa akhir
suratnya dikirim harap Parap & Tanggal
dikemnbalikan kepada! 1

Supaya digjukan lagi tanggal

Ditetapkan

Jumlah
Lembar

No. . .
Kode Klasifikasi
Konsep dari :

Penulis Redaksi

Pemeriksa Naskah

Ciketik oleh

Ciperiksa oleh

Cikirim tanggal
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Keterangan:
No Uraian Diisi
1. Konsep ini setelah Nama unit kerja TU Pengolah yang
suratnya dikirim harap | membuat konsep naskah tersebut.
dikembalikan kepada

2. Jumlah lembar Jumlah banyak lembar dari
konsep naskah tersebut.

3. Nomor dan Kode Nomor mnaskah dinas dan kode

Klasifikasi klasifikasi  berdasarkan  sistem
penomoran naskah dinas yang
berlaku.

4. Konsep dari Nama unit pemraskasa pembuat
konsep naskah dinas.

D. Penulis Redaksi Nama jabatan dan nama pejabat
vang membuat konsep naskah
dinas.

6. Pemeriksa Naskah Nama jabatan dan nama pejabat
vang melakukan pengecekan atau
pemeriksa konsep naskah dinas.

7. Diketik Oleh Nama jabatan dan nama
pejabat/staf  yang melakukan
pengetikan konsep naskah dinas.

8. Diperiksa Oleh Nama jabatan dan nama pejabat
vang melakukan koreksi terhadap
konsep naskah tersebut.

9. Dikirim Tanggal Tanggal konsep surat pengiriman.

10. Konfirmasi/Paraf Nama jabatan pihak yang terkait
dengan substansi konsep naskah
vang perlu memberikan konfirmasi
persetujuan dengan paraf.

11. Pemeriksa Akhir Paraf | Nama jabatan dan nama pejabat

dan Tanggal vang berwenang melakukan
koreksi akhir sebelum konsep
disampaikan kepada pejabat yang
berwenang serta dilengkapi dengan
tanggal.

12. Supaya diajukan lagi Tanggal pengembalian  konsep

tanggal surat apabila ada perbaikan
konsep.

13. Ditetapkan Pejabat vang berwenang
menetapkan konsep naskah dinas.

B. Penamaan Instansi (Nomenklatur) dan Penyebutan Jabatan (Instansi)

Dalam memudahkan komunikasi tulis kedinasan, maka disusunnya
penamaan instansi (nomenklatur) dan penyebutan jabatan (titelatur) pada
masing-masing unit organisasi/unit kerja tingkat Pimpinan Tinggi Madya
dan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR
Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 96) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negera

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107) sebagai berikut:

SINGKATAN / AKRONIM SEHARI-HARI

NO UNIT ORGANISASI / UNIT NAMA UNIT PIMPINAN INSTANSI
KERJA ORGANISASI/UNIT
KERJA
Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian PUPR Menteri PUPR
dan Perumahan Rakyat
I Pimpinan Tinggi Madya
1 | Sekretariat Jenderal Setjen Sekjen
2 | Direktorat Jenderal Sumber Daya | Ditjen SDA Dirjen SDA
Air
3 | Direktorat Jenderal Bina Marga Ditjen BM Dirjen BM
4 | Direktorat Jenderal Cipta Karva Ditjen CK Dirjen CK
5 | Direktorat Jenderal Penyediaan | Ditjen Penyediaan Dirjen PnP
Perumahan Perumahan
6 | Direktorat Jenderal Bina Ditjen BK Dirjen BK
Konstruksi
7 | Direktorat Jenderal Pembiayaan Ditjen PI Dirjen PI
Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan
8 | Inspektorat Jenderal Itjen Irien
9 | Badan Pengembangan BPIW Kepala BPIW
Infrastruktur Wilayah
10 | Badan Penelitian dan Balitbang Kepala Badan Lithang
Pengembangan
11 | Badan Pengembangan Sumber BPSDM Kepala BPSDM
Daya Manusia
12 | Staf Ahli Bidang Keterpaduan Kementerian PUPR Staf Ahli |
Pembangunan
13 | Staf Ahli Ekonomi dan Investasi Kementerian PUPR Staf Ahli 11
14 | Staf Ahli Bidang Sosial Budaya Kementerian PUPR Staf Ahli 111
dan Peran Masyarakat
15 | Staf Ahli Bidang Hubungan Antar | Kementerian PUPR Staf Ahli IV
Lembaga
16 | Staf Ahli Bidang Teknologi, Kementerian PUPR Staf Ahli V
Industri, dan Lingkungan
II | Pimpinan Tinggi Pratama
Sekretariat Jenderal
1 | Biro Perencanaan Anggaran dan Biro PAKLN Karc PAKLN
Kerja Sama Luar Negeri
2 | Biro Kepegawaian, Organisasi, BKO Kepala BKO
dan Tata Laksana
3 | Biro Keuangan Biro Keuangan Karc Keuangan
4 | Biro Umum Biro Umum Karo Umum
5 | Biro Hukum Biro Hukum Karc Hukum
6 | Biro Pengelolaan BMN Biro PBMN Karo PBMN
7 | Biro Komunikasi Publik Birkompu Karo Kompu
8 | Pusat Data dan Teknologi Pusdatin Kapus. Datin

Informasi
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SINGKATAN / AKRONIM SEHARI-HARI
NO UNIT ORGANISASI / UNIT NAMA UNIT PIMPINAN INSTANSI
KERJA ORGANISASI/UNIT
KERJA
9 | Pusat Fasilitasi Infrastruktur | Pusat FID Kapus. FID
Dacrah
Direktorat Jenderal Sumber
Daya Air
1 | Sekretariat Direktorat Jenderal Set.Ditjen SDA Ses.Ditjen SDA
2 | Direktorat Bina Penatagunaan Dit. BPSDA Dir. BPSDA
Sumber Daya Air
3 | Direktorat Pengembangan Dit. PISDA Dir.PJSDA
Jaringan SDA
4 | Direktorat Sungai dan Pantai Dit. SUPAN Dir. SUPAN
5 [ Direktorat Irigasi dan Rawa Dit.Irwa Dir.Irwa
6 | Direktorat Bina Operasi dan Dit. Bina OP Dir.Bina OP
Pemeliharaan
7 | Pusat Bendungan Pusben Ka. Pushen
8 [ Pusat Air Tanah dan Air Baku Pusatab Ka. Pusatab
9 | Pusat Pengendalian Lumpur PPLS Ka. PPLS
Sidoarjo
10 | Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Sumatera VIII Kepala BBWS Sumatera
Sumatera VIII Palembang VIII
11 | Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Citarum Kepala BBWS Citarum
Citarum
12 | Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Cimanuk Kepala BBWS Cimanuk
Cimanuk Cisanggarung Cisanggarung Cisanggarung
13 | Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Pemali Juana Kepala BBWS Pemali
Pemali Juana Juana
14 | Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Sclo | Kepala BBWS Bengawan
Bengawan Solo Solo
15 | Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Brantas Kepala BBWS Brantas
Brantas
16 | Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Pompengan Kepala BBWS
Pompengan Jencberang Jeneberang Pompengan Jeneberang
17 | Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Serayu Opak Kepala BBWS Serayu
Serayu Opak Opak
18 | Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Mesuji Kepala BBEWS Mesuji
Mesuji Sekampung Sekampung Sekampung
19 | Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Ciliwung Kepala BBWS Ciliwung
Ciliwung Cisadane Cisadane Cisadane
20 | Balai Besar Wilayah Sungai BBWS C3 Kepala BBWS C3
Cidanau, Ciujung, Cidurian
21 | Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Citanduy BBWS Citanduy
Citanduy
22 | Balai Bendungan Balai Bendungan Kepala Balai Bendungan
23 | Balai Wilayah Sungai Sumateral | BWS Sumatera | Kepala BWS Sumatera |
Banda Aceh
24 | Balai Wilayah Sungai Sumatera II | BWS Sumatera II Kepala BWS Sumatera 11
Medan
25 | Balai Wilayah Sungai Sumatera BWS Sumatera III Kepala BWS Sumatera
Il Pekanbaru 111
26 | Balai Wilayah Sungai Sumatera BWS Sumatera [V Kepala BWS Sumatera
[V Batam [V
27 | Balai Wilayah Sungai Sumatera V | BWS Sumatera V Kepala BWS Sumatera V
Padang
28 | Balai Wilayah Sungai Sumatera BWS Sumatera VI Kepala BWS Sumatera
VI Jambi VI
29 | Balai Wilayah Sungai Sumatera BWS Sumatera VII Kepala BWS Sumatera
VII Bengkulu VIl
30 | Balai Wilayah Sungai Kalimantan | BWS Kalimantan [ Kepala BWS Kalimantan
I Pontianak I
31 | Balai Wilayah Sungai Kalimantan | BWS Kalimantan II Kepala BWS Kalimantan
II Kuala Kapua II
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SINGKATAN / AKRONIM SEHARI-HARI

NO UNIT ORGANISASI / UNIT NAMA UNIT PIMPINAN INSTANSI
KERJA ORGANISASI/UNIT
KERJA
32 | Balai Wilayah Sungai Kalimantan | BWS Kalimantan III Kepala BWS Kalimantan
1T Samarinda 111
33 | Balai Wilayah Sungai Sulawesi | BWS Sulawesi [ Kepala BWS Sulawesi [
Manado
34 | Balai Wilayah Sungai Sulawesi [l | BWS Sulawesi [T Kepala BWS Sulawesi 11
Gorontalo
35 | Balai Wilayah Sungai Sulawesi [I1 | BWS Sulawesi I1I Kepala BWS Sulawesi I11
Palu
36 | Balai Wilayah Sungai Sulawesi [V | BWS Sulawesi [V Kepala BWS Sulawesi [V
Kendari
37 | Balai Wilayah Sungai Bali Penida | BWS Bali Penida Kepala BWS Bali Penida
38 | Balai Wilayah Sungai Nusa BWS NTI Kepala BWS NT |
Tenggara 1 Mataram
39 | Balai Wilayah Sungai Nusa | BWS NTII Kepala BWS NT 1
Tenggara Il Kupang
40 | Balai Wilayah Sungai Maluku BWS Malut Kepala BWS Malut
Utara
41 | Balai Wilayah Sungai Maluku BWS Maluku Kepala BWS Maluku
42 | Balai Wilayah Sungai Papua BWS Papua Kepala BWS Papua
43 | Balai Wilayah Sungai Papua BWS Papua Barat Kepala BWS Papua
Barat Barat
44 | Balai Wilayah Sungai Papua BWS Papua Marauke Kepala BWS Marauke
Marauke
Direktorat Jenderal Bina Marga
1 | Sekretariat Direktorat Jenderal Set.Ditjen BM Ses.Ditjen BM
2 | Direktorat Pengembangan Dit.Pengembangan Dir.Pengembangan
Jaringan Jalan Jaringan Jalan Jaringan Jalan
3 | Direktorat Pembangunan Jalan Dit.Pembangunan Dir.Pembangunan Jalan
Jalan
4 | Direktorat Preservasi Jalan Dit.Preservasi Jalan Dir.Preservasi Jalan
5 | Direktorat Jembatan Dit.Jembatan Dir.Jembatan
6 | Direktorat Jalan Bebas Dit.Jalan Bebas Dir.Jalan Bebas
Hambatan, dan Perkotaan Hambatan, dan Hambatan dan
Perkotaan Perkotaan
7 | Balai Jembatan Khusus dan | BJKT Kepala BJKT
Terowongan
8 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional | BPJN I Kepala BPJN 1
I Banda Aceh
9 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan BBPJN I Kepala BBPJN 11
Nasional II Medan
10 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional | BRJN III Kepala BPJN 111
[II Padang
11 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional | BPJN IV Kepala BPJN IV
IV Jambi
12 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan BBPJN V Kepala BEPJN V
Nasional V Palembang
13 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan | BBPJN VI Kepala BBPJN VI
Nasional VI Jakarta
14 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan | BBPJN VII Kepala BBPJN VII
Nasional VlISemarang
15 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan | BBPJN VIII Kepala BBPJN VIII
Nasional VIIISurabaya
16 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional | BRJN [X Kepala BPJN IX
IX Mataram
17 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional | BRIN X Kepala BPJN X
X Kupang
18 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan | BBPJN XI Kepala BBPJN XI

Nasional XIBanjarmasin
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19 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional | BPJN XII Kepala BPJN XII
XII Balikpapan

20 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan | BBRPJN XIII Kepala BBPJN XIII
Nasional XIII Makassar

21 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional | BPJN XIV Kepala BPJN XIV
XIV Palu

22 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional | BPJN XV Kepala BPJN XV
XV Manado

23 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional | BPJN XVI Kepala BPJN XVI
XVIAmbon

24 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional | BRJN XVII Kepala BPJN XVII
XVIIManokwari

25 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan | BBPJN XVIII Kepala BBPJN XVIII
Nasional XVIII Jayapura

26 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional | BPJN XIX Kepala BPJN XIX
XIX Bandar Lampung

27 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional | BPJN XX Kepala BPJN XX
XX Pontianak

28 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional | BRJN XXI Kepala BPJN XXI
XXI Kendari

29 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasicnal | BPJN XXII Kepala BPJN XXII

Direktorat Jenderal Cipta Karya

1

Sekretariat Direktorat Jenderal

Set.Ditjen CK

Ses. Ditjen CK

Direktorat Keterpaduan Dit. KIP Dir. KIP
Infrastruktur Permukiman
3 | Direktorat Pengembangan Dit. PKP Dir.PKP
Kawasan Permukiman
4 | Direktorat Bina Penataan Dit. BPB Dir. BPB
Bangunan
5 | Direktorat Pengembangan Sistem | Dit. Pengembangan Dir. Pengembangan
Penyediaan Air Minum SPAM SPAM
6 | Direktorat Pengembangan Dit.Pengembangan Dir.Pengembangan PLP
Penyehatan Lingkungan PLP
Permukiman
7 | Pusat Pengembangan Sarana dan | Pusbang Sarpras Kapusbang Sarpras
Prasarana Pendidikan, Olah Raga | Pendidikan, Olah Pendidikan, Olah Raga,
dan Pasar Raga, dan Pasar dan Pasar
8 . .
Belai Prasarana Permukiman |y ey Kopala BPPW Aceh
9 | Balai Prasarana Permukiman Kepala BPPW Sumatera
Wilayah Sumatera Utara BPPW Sumatera Utara Utara
10 Beltlai Prasarana Permukiman BPPW Sumatera Barat Kepala BPPW Sumatera
Wilayah Sumatera Barat Barat
11 Beltlau Prasgrana Permukiman BPPW Riau Kepala BPPW Riau
Wilayah Riau
12 Ba}lai Prasarana Perrnlukiman BPPW Kepulauan Riau K(.epala BPPW Kepulauan
Wilayah Kepulauan Riau Riau
13 | Balai Prasarana Permukiman . .
. . BPPW Jambi Kepala BPPW Jambi
Wilayah Jambi
4 %?%Z;:}ia];:;agiiliermuklman BPFPW Bengkulu Kepala BPPW Bengkulu
15 | Balai Prasarana Permukiman BPPW Sumatera Kepala BPPW Sumatera
Wilayah Sumatera Selatan Selatan Selatan
16 Ba}lal Prasarana Permukiman BPPW Kepulauan Kepala BPPW Kepulauan
Wilayah Kepulauan Bangka . .
. Bangka Belitung Bangka Belitung
Belitung
17 %?}:;;ﬁaf:rfgjnzermumman BPPW Lampung Kepala BPPW Lampung
18 | Balai Prasarana Permukiman BPPW Banten Kepala BPPW Banten
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Wilayah Banten
19 | Balai Prasarana Permukiman Kepala BPPW Jawa
Wilayah Jawa Barat BPPW Jawa Barat Barat
20 | Balai Prasarana Permukiman BPPW Jakarta Kepala BPPW Jakarta
Wilayah Jakarta Metropolitan Metropolitan Metropolitan
21 | Balai Prasarana Permukiman Kepala BPPW Jawa
Wilayah Jawa Tengah BPPW Jawa Tengah Tengah
22 | Balai Prasarana Permukiman Kepala BPPW DI
Wilayah DI Jogyakarta BPPW DI Jogyakarta Jogyakarta
23 BE.llal Prasarana. Permukiman BPPW Jawa Timur Klepala BPPW Jawa
Wilayah Jawa Timur Timur
24 Beltlau Prasar.ana Permukiman BPPW Bali Kepala BPPW Bali
Wilayah Bali
25 | Balai Prasarana Permukiman
Wilayah Nusa Tenggara Barat BPPW NTB Kepala BPPW NTB
26 | Balai Prasarana Permukiman
Wilayah Nusa Tenggara Timur BPPW NTT Kepala BFPW NTT
27 | Balai Prasarana Permukiman BPPW Kalimantan Kepala BPPW
Wilayah Kalimantan Utara Utara Kalimantan Utara
28 Balai Prasarana Permukiman BPPW Kalimantan Ezlﬁiir?tziméarat
Wilayah Kalimantan Barat Barat
29 | Balai Prasarana Permukiman BPPW Kalimantan Kepala BPPW
Wilayah Kalimantan Tengah Tengah Kalimantan Tengah
30 | Balai Prasarana Permukiman BPPW Kalimantan Kepala BPPW
Wilayah Kalimantan Selatan Selatan Kalimantan Selatan
31 | Balai Prasarana Permukiman BPPW Kalimantan Kepala BPPW
Wilayah Kalimantan Timur Timur Kalimantan Timur
92 Ba}lal Prasarana Permukiman BPPW Gorontalo Kepala BPPW Gorontalo
Wilayah Gorontalo
33 | Balai Prasarana Permukiman . Kepala BPPW Sulawesi
Wilayah Sulawesi Utara BPPW Sulawesi Utara Utara
34 Beltlau Prasarana Permulﬂman BPPW Sulawesi Barat Kepala BPPW Sulawesi
Wilayah Sulawesi Barat Barat
35 | Balai Prasarana Permukiman BPPW Sulawesi Kepala BPPW Sulawesi
Wilayah Sulawesi Tengah Tengah Tengah
56 Balai Prasarana Permukiman ]g;i\th;r?ulawem Kepala BPPW Sulawesi
Wilayah Sulawesi Selatan Selatan
37 | Balai Prasarana Permukiman BPPW Sulawesi Kepala BPPW Sulawesi
Wilayah Sulawesi Tenggara Tenggara Tenggara
38 BE.llal Prasarana Permukiman BPPW Maluku utara Kepala BPPW Maluku
Wilayah Maluku utara utara
39 | Balai Prasarana Permukiman
Wilayah Maluku BPPW Maluku Kepala BPPW Maluku
40 | Balai Prasarana Permukiman Kepala BPPW Papua
Wilayah Papua Barat BPPW Papua Barat Barat
41 | Balai Prasarana Permukiman
Wilayah Papua BPFPW Papua Kepala BPPW Papua
Direktorat Jenderal Penyediaan
Perumahan
1. | Sekretariat Direktorat Jenderal Set.Ditjen Penyediaan | Ses.Ditjen Penyediaan
Penyediaan Perumahan Perumahan Perumahan
2. . Dit. Perencanaan Dir. Perencanaan
Direktorat Perencanaan . .
. Penyediaan Penyediaan Perumahan
Penyediaan Perumahan
Perumahan
3. | Direktorat Rumah Susun Dit. Rumah Susun Dir. Rumah Susun Daya
Air
4. | Direktorat Rumah Khusus Dit. Rumah Khusus Dir. Rumah Khusus
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Direktorat Rumah Swadaya Dit. Rumah Swadaya Dir. Rumah Swadaya
6. | Direktorat Rumah Umum dan Dit. Rumah Umum Dir. Rumah Umum dan
Komersial dan Komersial Komersial
Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi
1 Sekretariat Direktorat Jenderal Set.Ditjen Bina Ses.Ditjen Bina
Konstruksi Konstruksi
2 Direktorat Pengadaan Jasa | Dit. Pengadaan Jasa Dir. Pengadaan Jasa
Konstruksi Konstruksi Konstruksi
3 Direktorat Bina Penyelenggaraan | Dit.Bina Dir.Bina
Jasa Konstruksi Penyelenggaraan Jasa | Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi Konstruksi
4 Direktorat Bina Kelembagaan dan | Dit.Bina Kelembagaan | Dir.Bina Kelembagaan
Sumber Daya Jasa Konstruksi dan Sumber Daya dan Sumber Daya Jasa
Jasa Konstruksi Konstruksi
S | Direktorat Bina Kompetensi dan | Dit.Bina Kompetensi Dir.Bina Kompetensi
Produktivitas Konstruksi dan Produktivitas dan Produktivitas
Konstruksi Konstruksi
6 Direktorat Kerjasama dan Dit.Kerjasama dan Dir.Kerjasama dan
Pemberdayaan Pemberdayaan Pemberdayaan
7 | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa . Kepala BP2JK Wilayah
Konstruksi Wilayah Aceh BP2JK Wilayah Aceh Aceh
8 | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa | ppo 11 yyjjayan Kepala BP2JK Wilayah
Konstruksi Wilayah Sumatera
Sumatera Utara Sumatera Utara
Utara
© | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa | ppo jie yijayan Kepala BP2JK Wilayah
Konstruksi Wilayah Sumatera
Barat Sumatera Barat Sumatera Barat
10 | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa . . Kepala BP2JK Wilayah
Konstruksi Wilayah Riau BP2JK Wilayah Riau Riau
11| Balai Pelaksana Pemilihan Jasa | gps e gijavan Kepala BP2JK Wilayah
Konstruksi Wilayah Kepulauan . .
Riau Kepulauan Riau Kepulauan Riau
12 | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa . .| Kepala BP2JK Wilayah
Konstruksi Wilayah Jambi BP2JK Wilayah Jambi Jambi
13 | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa BP2JK Wilayah Kepala BP2JK Wilayah
Konstruksi Wilayah Bengkulu Bengkulu Bengkulu
14| Balai Pelaksana Pemilihan Jasa | ppo jie yijayan Kepala BP2JK Wilayah
Konstruksi Wilayah Sumatera
Sumatera Selatan Sumatera Selatan
Selatan
15 | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa BP2JK Wilayah Kepala BP2JK Wilayah
Konstruksi Wilayah Kepulauan Kepulauan Bangka Kepulauan Bangka
Bangka Belitung Belitung Belitung
16 | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa BP2JK Wilayah Kepala BP2JK Wilayah
Konstruksi Wilayah Lampung Lampung Lampung
17 | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa BP2JK Wilayah Kepala BP2JK Wilayah
Konstruksi Wilayah Banten Banten Banten
18 | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa BP2JK Wilayah Jawa Kepala BP2JK Wilayah
Konstruksi Wilayah Jawa Barat Barat Jawa Barat
19 | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa BP2JK Wilayah DKI Kepala BP2JK Wilayah
Konstruksi Wilayah DKI Jakarta Jakarta DKI Jakarta
20 | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa BP2JK Wilayah Jawa Kepala BP2JK Wilayah
Konstruksi Wilayah Jawa Tengah | Tengah Jawa Tengah
21 | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa BP2JK Wilayah DI Kepala BP2JK Wilayah
Konstruksi Wilayah DI Jogyvakarta | Jogyakarta DI Jogyakarta
22 | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa BP2JK Wilayah Jawa Kepala BP2JK Wilayah
Konstruksi Wilayah Jawa Timur Timur Jawa Timur
23 | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa . . Kepala BP2JK Wilayah
Konstruksi Wilayah Bali BP2JK Wilayah Bali Bali
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24 | Balai PelallisaI.la Pemilihan .Jasa BPPJK Wilayah Nusa Kepala BP2JK Wilayah
Konstruksi Wilayah Nusa
T Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat
enggara Barat
25 | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa | ppo 1y wijayah Nusa | Kepala BP2UK Wilayah
Konstruksi Wilayah Nusa . .
. Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur
Tenggara Timur
26 | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa | ppo jie yijayan Kepala BP2JK Wilayah
Konstruksi Wilayah Kalimantan . .
Utara Kalimantan Utara Kalimantan Utara
27 | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa | ppo i wrijavan Kepala BP2JK Wilayah
Konstruksi Wilayah Kalimantan . .
Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat
Balai Pelallisarlla Pemlllhan Jasa BPQJK Wilayah Kepala BP2JK Wilayah
28 | Konstruksi Wilayah Kalimantan Kalimantan Tengah .
Kalimantan Tengah
Tengh
29 | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa | ppo i wrijavan Kepala BP2JK Wilayah
Konstruksi Wilayah Kalimantan ; .
Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan
Selatan
80 | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa | ppo 1o )00 Kepala BP2JK Wilayah
Konstruksi Wilayah Kalimantan . : . .
Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur
31 | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa BP2JK Wilayah Kepala BP2JK Wilayah
Konstruksi Wilayah Gorontalo Gorontalo Gorontalo
92 | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa | ppo e 1030 Kepala BP2JK Wilayah
Konstruksi Wilayah Sulawesi ) .
Sulawesi Utara Sulawesi Utara
Utara
93 | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa | ppo jy¢ wijayan Kepala BP2JK Wilayah
Konstruksi Wilayah Sulawesi . :
Barat Sulawesi Barat Sulawesi Barat
34 | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa BP2JK Wilayah Kepala BP2JK Wilayah
Konstruksi Wilayah Tengah Tengah Tengah
39 | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa | ppo 1yt wijayanh Kepala BP2JK Wilayah
Konstruksi Wilayah Sulawesi . .
Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan
Selatan
36 | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa | ppo i wijayvan Kepala BP2JK Wilayah
Konstruksi Wilayah Sulawesi . .
T Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara
enggara
37 | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa BP2JK Wilayah Kepala BP2JK Wilayah
Konstruksi Wilayah Maluku Utara | Maluku Utara Maluku Utara
38 | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa BP2JK Wilayah Kepala BP2JK Wilayah
Konstruksi Wilayah Maluku Maluku Maluku
39 | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa BP2JK Wilayah Papua | Kepala BP2JK Wilayah
Konstruksi Wilayah Papua Barat Barat Papua Barat
40 | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa . Kepala BP2JK Wilayah
Konstruksi Wilayah Papua BP2JK Wilayah Papua Papua
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN
1 Sekretariat Direktorat Jenderal Set.Ditjen PI Ses.Ditjen PI
Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan
2 | Direktorat Perumusan Kebijakan | Dit.PKE Dir.PKE
dan Evaluasi
3 Direktorat Pelaksanaan Dit. PPISDA Dir. PPISDA
Pembiayaan Infrastruktur
Sumber Daya Air
4 Direktorat Pelaksanaan Dit.PPIJJ Dir.PPIJJ

Pembiayaan Infrastruktur Jalan
dan Jembatan
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5] Direktorat Pelaksanaan Dit.PPP Dir.PPP
Pembiayaan Perumahan
6 | Direktorat Pelaksanaan Dit.PPIP Dir. PPIP
Pembiayaan Infrastruktur
Permukiman
7 Lembaga Pengelolaan Dana PPDPP Dirut. PPDPP
Pembiayaan Perumahan
Inspektorat Jenderal
1 Sekretariat Inspektorat Jenderal Set.Itjen Ses.Itjen
2 Inspektorat [ Inspektorat [ Inspektur [
3 Inspektorat 11 Inspektorat 11 Inspektur 11
4 | Inspektorat III Inspektorat 111 Inspektur 11
S5 | Inspektorat IV Inspektorat [V Inspektur IV
6 | Inspektorat V Inspektorat V Inspektur V
Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah
1 Sekretariat Badan Set. BPIW Ses. BPIW
2 Pusat Perencanaan Infrastruktur | Pusat Perencanaan Ka.Pus Perencanaan
Pekerjaan Umum dan Perumahan | Infrastruktur PUPR Infrastruktur PUPR
Rakyat
3 Pusat Pemrogaman dan Evaluasi Pusat PE Keterpaduan | Ka.Pus PE Keterpaduan
Keterpaduan Infrasruktur Infrasruktur PUPR Infrasruktur PUPR
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat
4 | Pusat Pengembangan Kawasan | Pusbang Kawasan Ka.Pusbang Kawasan
Strategis Strategis Strategis
S | Pusat Pengembangan Kawasan | Pusbang Kawasan Ka.Pusbang Kawasan
Perkotaan Perkotaan Perkotaan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
1 Sekretariat Badan Set.Balitbang Ses.Balitbang
2 Pusat Penelitian dan Puslitbang SDA Ka.Puslitbang SDA
Pengembangan Sumber Daya Air
3 | Pusat Penclitian dan Puslitbang Jalan dan Ka.Puslithang Jalan dan
Pengembangan Jalan dan Jembatan Jembatan
Jembatan
4 Pusat Penelitian dan Puslitbang Perumahan | Ka.Puslithang
Pengembangan Perumahan dan | dan Permukiman Perumahan dan
Permukinan Permukiman
5 Pusat Penelitian dan Puslitbang PKPT Ka.Puslitbang PKPT
Pengembangan Kebijakan dan
Penerapan Teknologi
6. | Balai Penelitian Dan Balai Lithang Ka. Balai Litbang
Pengembangan Lingkungan Keairan
Keairan
7. | Balai Penelitian Dan Balai Litbang Ka. Balai Litbang
Pengembangan Hidrologi Dan
Tata Air
8. | Balai Penelitian Dan Balai Lithang Ka. Balai Litbang
Pengembangan Bangunan
Hidraulik Dan Geoteknik Keairan
9. | Balai Penelitian Dan Balai Litbang Ka. Balai Litbang
Pengembangan Pantai
10. | Balai Penelitian Dan Balai Lithang Ka. Balai Litbang
Pengembangan Sungai
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11. | Balai Penelitian Dan Balai Litbang Rawa Ka. Balai Litbang Rawa
Pengembangan Rawa
12. | Balai Penelitian Dan Balai Litbang Irigasi Ka. Balai Litbang Irigasi
Pengembangan Irigasi
13. | Balai Penelitian Dan Balai Lithang Sabo Ka. Balai Litbang Sabo
Pengembangan Sabo
14. | Balai Penelitian Dan Balai Litbang Sistem Ka. Balai Litbang Sistem
Pengembangan Sistem Dan Dan Teknik Lalu Dan Teknik Lalu Lintas
Teknik Lalu Lintas Lintas
15. | Balai Penelitian Dan Balai Lithang Struktur | Ka. Balai Lithang
Pengembangan Struktur Jembatan Struktur Jembatan
Jembatan
16. | Balai Penelitian Dan Balai Litbang Ka. Balai Lithang
Pengembangan Geoteknik Jalan Geoteknik Jalan Geoteknik Jalan
17. | Balai Penelitian Dan Balai Lithang Ka. Balai Litbang
Pengembangan Perkerasan Jalan | Perkerasan Jalan Perkerasan Jalan
18. | Balai Penelitian Dan Balai Litbang Tata Ka. Balai Litbang Tata
Pengembangan Tata Bangunan Bangunan Dan Bangunan Dan
Dan Lingkungan Lingkungan Lingkungan
19. | Balai Penelitian Dan Balai Litbang Bahan Ka. Balai Litbang Bahan
Pengembangan Bahan Dan Dan Struktur Dan Struktur Bangunan
Struktur Bangunan Bangunan
20. | Balai Penelitian Dan Balai Litbang AM dan Ka. Balai Litbang AM
Pengembangan Air Minum Dan PLP dan PLP
Penyehatan Lingkungan
Permukiman
21. | Loka Penelitian dan Loka Litbang Absuton | Ka. Loka Litbang
Pengembangan Asbuton Absuton
22. | Balai Penelitian Dan Balai Litbang Sains Ka. Balai Litbang Sains
Pengembangan Sains Bangunan Bangunan Bangunan
23. | Balai Penelitian Dan Balai Lithang Ka. Balai Litbang
Pengembangan Penerapan Penerapan Teknologi Penerapan Teknologi
Teknologi Sumber Daya Air SDA SDA
24. | Balai Penelitian Dan Balai Litbang Ka. Balai Litbang
Pengembangan Penerapan Penerapan Teknologi Penerapan Teknologi
Teknologi Permukiman Permukiman Permukiman
25. | Balai Penelitian Dan Balai Litbang Ka. Balai Litbang
Pengembangan Penerapan
Teknologi Jalan Dan Jembatan
26. | Balai Penelitian dan Balai Litbang Ka. Balai Litbang
Pengembangan Perumahan Perumahan Wilayah I Perumahan Wilayah I
Wilayah I Medan Medan Medan
27. | Balai Penelitian dan Balai Litbang Ka. Balai Lithang
Pengembangan Perumahan Perumahan Wilayah 1T | Perumahan Wilayah II
Wilayah Il Denpasar Denpasar Denpasar
28. | Balai Penelitian dan Balai Litbang Ka. Balai Litbang
Pengembangan Perumahan Perumahan Wilayah III | Perumahan Wilayah III
Wilayah Il Makassar Makassar Makassar
Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
1 | Sekretariat Badan Set. BPSDM Ses. BPSDM
2 [ Pusat Penilaian Kompetensi dan | Pusat Penilaian Ka.Pusat Penilaian
Pemantauan Kinerja Kompetensi dan Kompetensi dan
Pemantauan Kinerja Pemantauan Kinerja
3 | Pusat Pendidikan dan Pelatihan | Pusdiklat SDA dan | Ka.Pusdiklat SDA dan
Sumber Daya Air dan Konstruksi | Konstruksi Konstruksi
4 | Pusat Pendidikan dan Pelatihan | Pusdiklat Jalan, Ka.Pusdiklat Jalan,
Jalan, Perumahan, Permukiman, | Perumahan, Perumahan,
dan Pengembangan Infrastruktur | Permukiman, dan Permukiman, dan
Wilayah Pengembangan Pengembangan

Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur Wilayah

www.peraturan.go.id




2019, No.1312

-90-

SINGKATAN / AKRONIM SEHARI-HARI
NO UNIT ORGANISASI / UNIT NAMA UNIT PIMPINAN INSTANSI
KERJA ORGANISASI/UNIT
KERJA
5 | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pudiklat Manajemen Ka.Pusdiklat
Manajemen dan Pengembangan dan Pengembangan Manajemen dan
Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Pengembangan Jabatan
Fungsional
6. | Balai Uji Coba Sistem Pendidikan | Balai uji coba Sistem | Ka. Balai uji coba Sistem
Dan Pelatihan Sumber Daya Air Diklat SDA dan | Diklat SDA dan
Dan Konstruksi Konstruksi Konstruksi
7. | Balai Uji Coba Sistem Pendidikan | Balai uji coba Sistem | Ka. Balai uji coba Sistem
Dan Pelatihan Jalan Dan Diklat Jalan dan PIW Diklat Jalan dan PIW
Pengembangan Infrastruktur
Wilayah
8. . o . Balai Penilaian Ka. Balai Penilaian
Balai Penilaian Kompetensi . )
Kompetensi Kompetensi
9. | Balai Pendidikan dan Pelatihan Balai Diklat PUPR 1| Ka. Balai Diklat PUPR
Pekerjaan Umum dan Perumahan | Wilayah I Medan Wilayah I Medan
Rakyat Wilayah I Medan
10. | Balai Pendidikan dan Pelatihan Balai Diklat PUPR [ Ka. Balai Diklat PUPR
Pekerjaan Umum dan Perumahan | Wilayah Il Palembang Wilayah Il Palembang
Rakyat Wilayah Il Palembang
11. | Balai Pendidikan dan Pelatihan Balai Diklat PUPR | Ka. Balai Diklat PUPR
Pekerjaan Umum dan Perumahan | Wilayah III Jakarta Wilayah Il Jakarta
Rakyat Wilayah 11l Jakarta
12. | Balai Pendidikan dan Pelatihan Balai Diklat PUPR | Ka. Balai Diklat PUPR
Pekerjaan Umum dan Perumahan | Wilayah IV Bandung Wilayah IV Bandung
Rakyat Wilayah IV Bandung
13. | Balai Pendidikan dan Pelatihan Balai Diklat PUPR [ Ka. Balai Diklat PUPR
Pekerjaan Umum dan Perumahan | Wilayah V Yogyakarta | Wilayah V Yogyakarta
Rakyat Wilayah V Yogyakarta
14. | Balai Pendidikan dan Pelatihan Balai  Diklat PUPR | Ka. Balai Diklat PUPR
Pekerjaan Umum dan Perumahan | Wilayah VI Surabaya Wilayah VI Surabaya
Rakyat Wilayah VI Surabaya
15. | Balai Pendidikan dan Pelatihan Balai Diklat PUPR | Ka. Balai Diklat PUPR
Pekerjaan Umum dan Perumahan | Wilayah VII | Wilayah VII Banjarmasin
Rakyat Wilayah VII Banjarmasin Banjarmasin
16. | Balai Pendidikan dan Pelatihan Balai Diklat PUPR [ Ka. Balai Diklat PUPR
Pekerjaan Umum dan Perumahan | Wilayah VIII Makassar | Wilayah VIII Makassar
Rakyat Wilayah VIII Makassar
17. | Balai Pendidikan dan Pelatihan Balai  Diklat PUPR | Ka. Balai Diklat PUPR
Pekerjaan Umum dan Perumahan | Wilayah [X Jayapura Wilayah IX Jayapura
Rakyat Wilayah IX Jayapura
18. | Politeknik Pekerjaan Umum Dit. Politeknik PU Dir. Politeknik PU

C. Ruang Tanda Tangan Naskah Dinas

Penggunaan ruang tanda tangan naskah dinas merupakan bagian kaki

naskah dinas serta sebagai tanda pengesahan atau bukti keaslian suatu

naskah dinas. Adapun tata cara pengaturan ruang tanda tangan naskah

dinas sebagai berikut:

1. Ruang tanda tangan naskah dinas yvang ditandatangani oleh Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditulis dengan huruf kapital.

www.peraturan.go.id




91 2019, No.1312

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

(tanda tangan)

M. BASUKI HADIMULJONO

Ruang tanda tangan pada naskah dinas korespondensi dan naskah
dinas khusus yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
an. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Jenderal,

(tanda tangan)

Nama Lengkap

Ruang tanda tangan pada naskah dinas korespondensi dan naskah
dinas khusus yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madyva.
Sekretaris Jenderal,

(tanda tangan)

Nama lLengkap

Ruang tanda tangan pada naskah dinas korespondensi dan naskah
dinas khusus yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama a.n.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

a.n. SEKRETARIS JENDERAL

Kepala Biro Keuangan,

(tanda tangan)

Nama Lengkap

www.peraturan.go.id



2019, No.1312 _9o-

5. Ruang tanda tangan pada naskah dinas korespondensi dan naskah
dinas khusus yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama.

Kepala Biro Perencanaan Anggaran

dan Kerjasama Luar Negeri,

(tanda tangan)

Nama lLengkap

6. Ruang tanda tangan pada naskah dinas korespondensi dan naskah
dinas khusus yang ditandatangani untuk beliau (u.b.).
a.n. SEKRETARIS JENDERAL
Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
u.b.
Kepala Bagian Mutasi

(tanda tangan)

Nama Lengkap

7. Ruang tanda tangan pada naskah dinas korespondensi dan naskah
dinas khusus yang ditandatangani pelaksana tugas (PIt.).

PIt. Kepala Biro Umum,

(tanda tangan)

Nama Lengkap

8. Ruang tanda tangan pada naskah dinas korespondensi dan naskah
dinas khusus yang ditandatangani pelaksana harian (Plh.).

Plh. Kepala Biro Umum,

(tanda tangan)

Nama Lengkap
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9. Ruang pengaturan paraf naskah dinas

a) Naskah dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
konsepnyva harus diparaf terlebih dahulu minimal oleh dua pejabat
pada dua jenjang jabatan struktural dibawahnya.

b) Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan
menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf.

¢) Naskah dinas yvang konsepnya terdiri dari beberapa lembar, harus
diparaf terlebih dahulu pada setiap lembar naskah dinas oleh
pejabat yang menandatangani dan pejabat pada dua jenjang jabatan
struktural dibawahnya.

d) Pengaturan paraf naskah dinas dimaksudkan untuk menjamin
bukti naskah dinas vang autentik dan terpercaya. Naskah dinas
vang akan ditandatangi disiapkan + 2 (dua) lembar. Naskah dinas
vang berparaf disimpan oleh wunit pengolah dan tidak untuk
didistribusikan.

Kepala Birc Umum,
Tanda Tangan

s Nama Lengkap, ™
(N 233

/“‘NIP ...................... ~ \

Pejabat Pengawas

Pejabat Administrator

10. Dalam pemberian tandatangan dan paraf naskah dinas dilakukan

dengan menggunakan pulpen/pena berwarna hitam atau biru.

D. Kata Penyambung

Kata penvambung adalah kata yang digunakan sebagai tanda bahwa
teksmasih berlanjut pada halaman berikutnya (jika naskah lebih dari
satuhalaman). Kata penyambung ditulis pada akhir setiap halaman pada
baristerakhir teks di sudut kanan bawah halaman dengan urutan
katapenvambungdan tiga buah titik. Kata penyambung itu diambil persis
samadari katapertama halaman berikutnya. Jika kata pertama dari

halaman berikutnya itumenunjuk pasal atau diberi garis bawah atau
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dicetak miring, kata penyambungjuga harus dituliskan sama. Kata

penyambung tidak digunakan untukpergantian bagian.

Contoh: Penulisan kata penvambung pada halaman 1 baris paling bawah

adalah menyebutkan....

Melalui ...

«+— Kata Penyambung

Kata pertama pada halaman berikutnya baris paling atas kiri adalah

Melaluiproses...dan seterusnya

Melalui proses...
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BAB IV
PENYUSUNAN NASKAH DINAS

Prinsip Naskah Dinas

Naskah Dinas disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1 ketelitian bahwa naskah dinas harus mencerminkan ketelitian dan
kecermatan, dilihat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur,
kaidah bahasa, dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan;

2 kejelasan bahwa naskah dinas harus memperlihatkan kejelasan,
aspek fisik dan materi,

3 singkat dan padat bahwa naskah dinas harus menggunakan bahasa
Indonesia yang formal, logis secara efektif, singkat, padat, dan
lengkap sehingga mudah dipahami bagi pihak yang menerima naskah
dinas;

4  logis dan meyakinkan bahwa naskah dinas harus runtut dan logis
yvang berarti bahwa penuangan gagasan ke dalam naskah dinas
dilakukan menurut urutan yang logis dan meyvakinkan; dan

] pembakuan bahwa naskah dinas harus taat mengikuti aturan vang
baku dan berlaku sesuai dengan tujuan pembuatan, baik dilihat dari
sudut format maupun dari penggunaan bahasanya agar

memudahkan dan memperlancar pemahaman isi naskah dinas.

Penyusunan Naskah Dinas
Penyusunan Naskah dinas dilakukan dengan memperhatikan:

1 Penyusunan konsep

a) Penyusunan konsep naskah dinas yang materinva menyangkut
lintas satuan organisasi, konsepnyva dibuat menggunakan
formulir konsepyang terlebih dahulu harus disampaikan kepada
para pejabat terkait untuk mendapatkan persetujuan atas

substansi yang tercantum dalam konsep naskah dinas tersebut..

b) Formulir konsep naskah digunakan untuk konsep, naskah dinas

Korespondensi dan naskah dinas Khusus.
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2  Penamaan Instansi (Nomenklatur) dan Penyebutan Jabatan
(Titelatur) digunakan sebagai singkatan nama instansi dan jabatan

dalam penyebutan di dalam surat menyurat naskah dinas.

3 Ketentuan Surat Dinas;

a) Ketentuan Surat Dinasdilakukan dengan koordinasi antar
pejabat terkait hendaknyva dilakukan dengan menggunakan
metode yang paling cepat dan tepat.

b) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan
scjak tahap penyusunan konsep awal, schingga perbaikan pada
konsep final dapat dihindari.

c) Urusan kedinasan yvang dilakukan dengan menggunakan
prosedur surat menyurat sebagai sarana komunikasi resmi.

d) Jawaban terhadap surat masuk wajib diberikan dengan
ketentuan sebagai berikut:

1) instansi pengirim harus segera mengkonfirmasikan kepada
penerima surat atas keterlambatan jawaban dalam suatu
proses komunikasi tanpa keterangan yang jelas; dan

2) instansi penerima harus segera memberikan jawaban
terhadap konfirmasi yang dilakukan oleh instansi
pengirim.

e) Salinan surat hanya diberikan kepada yang berhak dan
memerlukan, vang dinyatakan dengan memberikan alamat yang
dimaksud dalam tembusan yang dibuat terbatas hanva untuk
kebutuhan sebagai berikut:

1) salinan tembusan, vaitu salinan surat yang disampaikan
kepada pejabat yang secara fungsional terkait;

2) salinan laporan, vaitu salinan surat yang disampaikan
kepada pejabat yang berwenang; dan

3) salinan untuk arsip, yaitu salinan surat vang disimpan

untuk kepentingan pemberkasan arsip.

4  Tanda Tangan Naskah Dinas;
a) merupakan bagian kaki naskah dinas yang memuat nama
jabatan vyang dirangkaikan dengan nama instansi/unit

organisasi yang dipimpin dan nama, NIP, dan gelar pejabatnya.
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b) Khusus naskah dinas yang ditandatangani Menteri tidak
menggunakan NIP dan gelar.

c) Ruang tanda tangan ditempatkan di sebelah kanan bawah
setelah baris kalimat terakhir.

d) Nama jabatan yang diletakkan pada baris pertama tidak boleh
disingkat, kecuali formulir ukuran kecil, misalnya kartu dan
identitas instansi.

€) Nama jabatan yang diletakkan pada baris kedua dan ketiga
setelah a.n. dan u.b. boleh disingkat.

0 Nama jabatan dan nama pejabat pada naskah dinas yang
bersifat mengatur ditulis dengan huruf kapital dan nama
jabatan dan nama pejabat pada naskah dinas vang tidak bersifat
mengatur ditulis dengan huruf awal kapital.

g) Ruang tanda tangan sekurang-kurangnya empat spasi.

h) Jarak ruang antara tanda tangan dan tepi kanan kertas adalah
+ 2 cm, sedangkan untuk tepi kiri disesuaikan dengan baris

terpanjang.

Batas Tepi Naskah Dinas;

a) apabila menggunakan kop naskah dinas, 2 spasi di bawah kop,
dan apabila tanpa kop naskah dinas sekurang-kurangnya 2 cm
dari tepi atas kertas.

b) Batas pengetikan tepi bawah dari tepi bawah kertas sekurang-
kurangnya 2 cm.

c) Batas pengetikan tepi kiri dari tepi kiri kertas vaitu 2,5cm.

d) Batas pengetikan tepi kanan dari tepi kanan kertas yaitu 2 cm

Penggunaan Huruf dan kata penyambung Naskah Dinas;

a) Penggunaan Huruf Naskah dan Kata Penyambung pada Naskah
Dinasdilakukan guna penyeragaman Naskah Dinas. Huruf
Naskah Dinas disusun menggunakan huruf jenis Arial ukuran
12 (duabelas) atau 11 (sebelas) sesuai kebutuhan

b) Kata penyambung di tulis pada akhir setiap halaman pada baris
terakhir teks di surat kanan bawah halaman dengan urutan
kata penyambung dan tiga buah titik.

c) Kata penyambung itu diambil persis sama dari kata pertama

halaman berikutnya. Jika kata pertama dari halaman berikutnya
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menunjuk Pasal atau diberi garis bawah atau di cetak miring,

kata penyambung juga harus dituliskan sama.

7 Penggunaan Kertas Naskah Dinas;

a) Penggunaan Kertas Naskah Dinas digunakan dengan kertas HVS
maksimal 80 gram ukuran A4.

b) Dalam hal terdapat kepentingan tertentu, pembuatan naskah
dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan
kertas dengan ukuran A3 {297 x 420 mm), AS (210 x 330 mm),
Folio (210 x 330 mm), dan Folio ganda (420 x 330 mm).

c) Kop naskah lambang negara garuda dan atau logo instansi
dicetak diatas kertas HVS 80 gram ukuran A4.

d) Ukuran huruf pada Kop Naskah Dinas diketik dengan huruf
Arial dengan ukuran menyesuaikan.

e) Untuk naskah yang memiliki nilai guna jangka panjang dapat
mempergunakan kertas HVS 80 atau jenis lain (konqueror) yang

mempunyai nilai kesamaan tertentu (PH) 7.

8 Penggunaan Bahasa Naskah Dinas;

a) Penggunaan Bahasadalam naskah dinas harus jelas, tepat, dan
menguraikan maksud, tujuan, dan isi naskah.

b) Pemakaian kata dan kalimat yang digunakan di dalam naskah
dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
susunan yang baku, baik dan benar, sesuai dengan kaidah
bahasa Indonesia resmi;

c) Ejaan yang digunakan di dalam naskah menggunakan Ejaan

Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD).

9 Penomoran Naskah Dinas; dan
a) Penomoran Naskah dilakukan untuk naskahdinas arahan,
memo dinas, nota dinas dan naskah dinas khusus,susunannya
merupakan nomor urut dalam satu takwin, jenis naskah dinas,
kode identifikasi otoritas pejabat penandatangan, dan tahun
terbit.
b) Susunan nomor naskah dinas korespondensi ekstern (surat

dinas keluar) dan surat undangan menggunakan kode klasifikasi
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arsip, kode identifikasi otoritas pejabat penandatangan, dan

nomor urut naskah dinas.

10 Kode Identifikasi Otoritas Naskah Dinas merupakan kode otoritas

pejabat penandatangan naskah dinas.

Kriteria sifat naskah dinas

1

Kriteria sifat naskah dinas terdiri atas:

a) Tingkat keamanan; dan

b) Tingkat kecepatan penyampaian surat.

Tingkat keamanan surat sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) huruf

a terdiri atas:

a) Sangat Rahasia diberikan tcrhadap naskah dinas yang isinya
memuat informasi dan erat hubungannya dengan keamanan
dan kesalamatan Negara, hanya boleh diketahui oleh pejabat
vang bcrhak menerima, apabila informasinya diketahui oleh
pihak yvang tidak berhak dan/atau disiartkan secara tidak sah,
maka dapat membahayakan dan/atau mengganggu kestabilan
pemerintahan Negara di bidang keamanan;

b) Rahasia diberikan tcrhadap surat dinas yang isinya memuat
informasi, yang bilamana disiarkan secara tidak sah dapat
mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara
dan/atau secara langsung atau tidak langsung menimbulkan
keuntungan bagi golongan vang menerima informasi rahasia
tersebut atau dapat menimbulkan keresahan/kegoncangan
dalam masyarakat dan/atau kedinasan;

c) Terbatas/Konfidensial diberikan terhadap naskah dinas yang
isinya memuat informasi yang bersifat rahasia tetapi
permasalahannya harus diproses/ diketahui oleh beberapa
pejabat tertentu secara terbatas dalam kedinasan;

d) Biasa diberikan terhadap naskah dinas yang isinya tidak
memuat keterangan vang bersifat rahasia dan digunakan untuk

kepentingan kedinasan.

Tingkat kecepatan penyvampaian surat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b terdiri dari :
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a) amat segera/kilat, merupakan surat dinas yang harus
diselesaikan/dikirim /disampaikan pada hari yang sama dengan
batas waktu 24 {duapuluh empat) jam;

b) segera, merupakan surat dinas yang harus diselesaikan/
dikirim /disampaikan dalam waktu 2 x 24 jam menurut urutan
vang diterima oleh bagian pengiriman, sesuai dengan jadwal
perjalanan caraka/kurir;

c) bilasa, merupakan surat dinas yang harus diselesaikan/
dikirim /disampaikan menurut urutan yvang diterima oleh bagian
pengiriman, sesuai dengan jadwal perjalanan caraka/kurir.

4  Tingkat keamanan dan tingkat kecepatan surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditulis dengan tanda cap
berwarna merah di atas kop/kepala naskah dan dilakukan oleh
pejabat/petugas khusus yang ditunjuk, untuk dapat menjaga

kerahasiaan serta penyimpanannya dilakukan secara khusus pula.

D. Atas Nama (a.n.)
Atas mnama yang disingkat (an.) digunakan jika pejabat yang
menandatangani surat dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang
bertanggung jawab, berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab
pejabat yvang bersangkutan. Tangung jawab tetap berada pada pejabat
vang melimpahkan wewenang dan pejabat yvang menerima pelimpahan
wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang
melimpahkan wewenang serta dicantumkan dalam tembusan.
Susunan penandatangan atas nama (a.n.) pejabat lain yaitu nama jabatan
pejabat vang berwenang ditulis lengkap dengan huruf kapital pada setiap
awal kata, didahului dengan singkatan a.n.

E. Penggunaan untuk perhatian (u.p)
Penggunaan untuk perhatian (u.p) dipergunakan untuk:
1 mempermudah penyampaian surat kepada pejabat yvang dituju; dan
2 mempercepat penyelesaian surat yang diperkirakan cukup dilakukan

oleh pejabat tertentu.
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BABV
KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS

Penandatangan Naskah Dinas

1 Kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani surat dinas
antar atau keluar yang bersifat kebijakan/arahan/keputusan berada

pada Menteri.

2 Kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani surat yang
tidak bersifat kebijakan/arahan/keputusan dapat diserahkan/
dilimpahkan kepada pimpinan satuan organisasi atau pejabat lain

yang diberi kewenangan untuk menandatanganinya.

3 Kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani naskah dinas
yvang tidak bersifat pengaturan dapat didelegasikan/dilimpahkan
kepada pejabat paling banyak dua rentang di bawahnya.

4  Pimpinan Tinggi Madyva dapat memperoleh pelimpahan kewenangan
dan penandatanganan surat dinas tentang supervisi, arahan
mengenai rencana strategis dan operasional, termasuk pelaksanaan

tugas dan fungsi sesuai bidang masing-masing.

) Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan organisasi lini dan/atau
pimpinan unit kerja pada masing-masing unit kerja dapat
memperoleh penyerahan/pelimpahan wewenang dan
penandatanganan surat dinas vang berkaitan dengan pelaksanaan

tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing.

6 Pejabat Administrator berwenang menandatangani naskah dinas
korespondensi intern, naskah dinas khusus, laporan, telaahan staf
dan naskah dinas lainnya yang materinya bersifat meneruskan
informasi sesuai tugas dan tanggung jawab yang melekat pada
masing-masing jabatannya yang ditujukan para pejabat lingkup

satuan organisasi.

7 Kepala Balai yvang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur Jenderal/Kepala Badan dapat memperoleh penyverahan/

pelimpahan wewenang dan penandatanganan surat dinas yang
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berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan

bidang masing-masing.

8 Kepala Satuan Kerja berwenang menandatangani naskah dinas
penetapan (keputusan), naskah dinas korespondensi, naskah dinas
khusus, telaahan staf dan laporan yang ditujukan kepada para
pejabat di dalam dan atau ke luar, serta pihak lainnya yang dianggap

perlu.

B. Batasan Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Korespondensi
1 Surat keluar hanya diperbolehkan untuk ditandatangani oleh
Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat
yang diberi wewenang tertentu.
2 Pejabat Administrator selain Kepala Balai hanya diperbolehkan
menandatangani surat dinas pada lingkup unit kerja eselon 1.
3 Pejabat Pengawas hanya diperbolehkan menandatangani surat dinas

lingkup unit kerja eselon I1.

C. Garis Kewenangan Penandatangan Naskah Dinas

1 Atas mnama disingkat a.n. digunakan jika yang berwenang
menandatangani naskah dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yvang
bertanggung jawab berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab
pejabat vang bersangkutan. Pejabat penandatangan naskah dinas
bertanggung jawab atas isi naskah dinas kepada pejabat yang
memberikan kuasa, tanggung jawab akhir berada pada pejabat
pemberi kuasa.

2 Untuk beliau disingkat u.b. digunakan jika pejabat yvang diberi kuasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberi mandat kepada
bawahannya, schingga penggunaan u.b. digunakan setelah a.n.

3 Pelaksana harian disingkat Plh. digunakan apabila pejabat yang
berwenang menandatangani naskah dinas tersebut tidak berada di
tempat, sehingga untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-
hari perlu ada pejabat sementara yvang menggantikannya sampai
dengan pejabat yang definitif kembali di tempat.

4 Pelaksana tugas disingkat Plt. digunakan apabila pejabat yang
berwenang menandatangani naskah dinas tersebut belum ditetapkan

karena menunggu ketentuan bidang kepegawaian lebih lanjut.
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Pelimpahan wewenang kepada Pelaksana tugas bersifat sementara

sampai dengan pejabat yang definitif ditetapkan.

Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas tercantum dalam matriks di

bawah ini.
No Jenis Naskah Dinas Menteri PT::;?“ Staf P::;‘;:" AT:;:::- Pejabat Fungsional
Madya ARl Pratama trator Pengawas

1 Peraturan N

2 Keputusan N N N

3 Pedoman N

4 Petunjuk J

Pelaksanaan

5 | Instruksi v N v

6 Prosedur Tetap N

7 Surat Edaran N N v

8 Surat Perintah N N v

9 Surat Dinas N N v N

10 | Memo Dinas N N N N N N

11 Nota Dinas N v v v v v

12 | Surat Undangan N y v v

13 | Surat Perjanjian N N v

14 | Surat Kuasa N N v

15 | Berita Acara N N v V

16 | Surat Keterangan N N v N N

17 | Surat Pengantar N N N N N

18 | Pengumuman N N N v

19 | Lapeoran N N v Y N V V
20 | Telaahan Staf v N v \{ v v v
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BAB VI
PENOMORAN NASKAH DINAS DAN KODE IDENTIFIKASI OTORITAS PEJABAT
PENANDATANGAN NASKAH DINAS

A. Penomoran Naskah Dinas
Penomoran mnaskah dinas merupakan bagian penting dalam proses
penciptaan arsip. Oleh karena itu, susunannya harus dapat memberikan
kemudahan penyimpanan, pengamanan, temu balik, dan penilaian arsip.
Penggunaan kode naskah dinas digunakan sebagai sarana untuk
mengidentifikasikan naskah dinas guna memberikan kemudahan bagi unit

organisasi dalam pengelolaan naskah dinas.

1. Penomoran Naskah Dinas Korespondensi
Nota Dinas dan Memo Dinasmerupakan naskah dinas yang bersifat
internal, maka susunan penomorannya terdiri dari Nomor Urut, Jenis
Naskah Dinas, Kode Identifikasi, dan Tahun Terbit. Sedangkan,
penomoran Surat Dinas dan Surat Undangan menggunakan Klasifikasi
Arsip.

a. Nota Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Madyva.

Contoh:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jacarta Selatan 12110, Telepon (021) 7247584, F aksimili (021) 7260856
NOTA DINAS
NOMOR: 16/ND/Si/2019

== Tahua Terbit
== Kode Identifilasi

Jenis Naskah
kl :
P| dinas

| Nomor urnt Nota
Dinas dalam satu
takwin/ kalender

b. Memo Dinas yang ditandatangani Menteri.
Contoh:

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MEMO DINAS
NOMOR: 17/ MD/M/2019
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‘ | == Tahun Terbit |
:I Hode Iden tifikasi |

| Jenis Naskah
| dinas

Nomor urut M adya‘
Memorandum
dalam satu

Contoh: takwin/ kalender

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

JalanPatimuraMomor20, Kebayoran Bam, Ja arta Selatan 12110, Telepan (021) 7247564, F & simili (021) 7260956

MEMO DINAS
NOMOR: 18/ MD/ $j/2019

¢. Memo Dinas yvang d

:: Tahun Terbit |
»
ri Hode Identifikasi |

o | Jenis Nasiah
¥ dinas

Nomor urut
Memorandum
dalam satu
takwinf kalender

>

d. Surat Dinas dan Surat Undangan

Susunan penomoran Surat Dinas dan Surat Undangan adalah
menggunakan Klasifikasi Arsipyang terdiri dari:

(1) Klasifikasi Arsip;

(2) Kode Identifikasi;

(3) Nomor Urut Naskah Dinas.

Contoh:
Surat Dinas/Surat Undangan (Naskah Dinas korespondensi) yang
ditandatangani Menteri menggunakan kode identifikasi (Mn).

UM 0102-Mn/201
I

Kode Klasifikasi Arsip
(sesuai

A J

A J

| Kode Identifikasi |

A 4

| Nomor Urut Naskah |

Surat Dinas/Surat Undangan vang ditandatangani Sekretaris
Jenderal.

UM 0102-8{/150
I

Kode Klasifikasi Arsip
(sesuai pedoman)

A J

—> | Kode Identifikasi |

:l Nomor Urut Naskah |

3. Penomoran Naskah Dinas Khusus
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Susunan penomoran pada naskah dinas khusus adalah terdiri dari
Nomor Urut, Jenis Naskah Dinas, Kode Identifikasi, dan Tahun Terbit.

Contoh Penomoran Surat Kuasa:

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon ([021) 7247584, Faksimili (021) 7250856

SURAT KUASA
NOMOR: .../ SKS/ $j/2019

# | Tabun Terbit

. - .
» HKode Identifikasi
» > .

L Jenis Naskah dinas
. Noaor urut Surat
Ll

Kuasa dalam satu
talowin f kalender

Contoh Penomoran Berita Acara:

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
l SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattirura Moror 20, Kebayaran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7247564, Faksimili (021) 7260856

BERITA ACARA
NOMOR: ... /BA/Si/2019

v

Tahun Terbit
» Kode Identifikasi
Jenis Naskah dinas

Nomor urut Berita
Acara dalam satu
takwin/ kalender

A 4

v

Contoh Penomoran Surat Keterangan:

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021} 7247564, Faksimili (021) 7250856

SURAT KETERANGAN
NOMOR: ... /[KET/Sj/2019

P | Tabun Tesbit

» I Hode Identifilkasi I
» Jenis Naskah dinas

Nomor urut Surat
Keterangan dalam
satu takwin/
kalender

v

Contoh Penomoran Surat Pengantar:

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon 1021) 7247664, Faksimili (021) 7260856

SURAT PENGANTAR
NOMOR: ... /SP/8{/2019
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[
>

v

A 4

v

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura homor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon [121) 7247584, Faksimili (121) 7250855

PENGUMUMAN
NOMOR: ... /PENG/Sj/2019

2019, No.1312

Tahun Terbit
HKode Identifikasi

Jenis Naskah
dinas

Nomor urut Surat
Peagantar dalam
satu talowin/
kalender

4. Pengkodean Naskah Dinas

:: Tabhun Terbit |
»| KHode Identifikasgi
rI |

o | Jenis Naskah

»
L

Nomor urut
Pengumumman
dalaun satu
takwin/ kalender

Kode Naskah Dinas merupakan bagian dari penomocran. Penggunaan

kode

naskah

dinas

digunakan

sararia

untuk

mengidentifikasikan naskah dinas guna memberikan kemudahan bagi
unit organisasi dalam pengelolaan naskah dinas. Adapun jenis-jenis

pengkodean naskah dinas terdiri dari:

a. Pengkodean Naskah Dinas Korespondensi

No | Jenis Naskah |Kode Keterangan
1 | Nota Dinas ND
2 | Memo Dinas MD
3 | Surat Dinas Menggunakan Klasifikasi Arsip
4 | Surat Undangan Menggunakan Klasifikasi Arsip
O | Surat Tugas SPT

b. Pengkodean Naskah Dinas Khusus

No | Jenis Naskah | Kode Keterangan
1 | Surat Kuasa SKS
2 | Berita Acara BA
3 | Surat Keterangan | KET
4 | Surat Pernyataan SY
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S | Surat Pengantar SP

6 | Pengumuman PENG

B. Kode Identifikasi Otoritas Pejabat Penandatangan Naskah Dinas

Penggunaan kode identifikasi otoritas pejabat penandatangan naskah dinas
merupakan identifikasi penomoran surat keluar dari masing-masing unit
organisasi/unit kerja yang dapat memberikan temu balik arsip. Adapun
penggunaan kode identifikasi otoritas pejabat penandatangan naskah dinas

sebagai berikut:
KODE
UNIT KERJA IDENTIFIKA
No
SI
OTORITAS
I PIMPINAN KEMENTERIAN
L. | Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Mn
Rakyat
2. | Sekretariat Jenderal Sj
3. | Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Da
4. | Direktorat Jenderal Bina Marga Db
5. | Direktorat Jenderal Cipta Karya Dc
6. | Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Dr
7. | Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Dk
Direktorat Jenderal Pembiavaan
8. | Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Dp
Perumahan
9. | Inspektorat Jenderal Ij
10. | Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kw
11. | Badan Penelitian dan Pengembangan Kl
12. | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Km
II STAF AHLI MENTERI PUPR
1. Ek
Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan
2. | Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi Ee
3. | Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran
Es
Masyarakat
4. | Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Eh
Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan
. Ep
Lingkungan
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III SEKRETARIAT JENDERAL / PUSAT-PUSAT

1. Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Sr
Luar Negeri

2. Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Sp
Laksana

3. Biro Keuangan Sk

4. Biro Umum Su

5. Biro Hukum Sh

6. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan ah
Layanan Pengadaan

7. Biro Komunikasi Publik So

8. | Pusat Data dan Teknoelogi Informasi Sd

9, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Sf

10. | Balai Pemetaan Dan Informasi Infrastruktur Si

11. | Balai Produksi Dan Informasi Audio Visual Sa

IV DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya As
Air

2. Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Ab
Air

3. Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Ai
Daya Air J

4. Direktorat Sungai dan Pantai Ad

5. Direktorat Irigasi dan Rawa Ai

6. | Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Ar

7. | Pusat Bendungan Ag

8. Pusat Air Tanah dan Air Baku Ak

9 Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo Al

10. Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Ah

1. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Av

12. | Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk - At
Cisanggarung

13. | Balai Besar Wilayah Sungai Pemali - Juana Ao

14. | Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo An

15. | Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Am

16. | Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan — Au
Jeneberang

17. | Balai Besar Wilayah Sungai Serayu - Opak Aq

18. | Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji —

Aw

Sekampung

19. | Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung — Ay
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Cisadane
20. | Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy Ax
21. | Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau- Az
Ciujung - Cidurian
22. | Balai Bendungan Bd
23- | palai Wilayah Sungai Sumatera I Banda Aceh Bws1
24. | Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan Bws?2
25. | Balai Wilayah Sungai Sumatera III
Bws3
Pekanbaru
26. | Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam Bws4
27. | Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang Bwsd
28. | Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi Bwsb
29. | Balai Wilayah Sungai Sumatera V1l Bengkulu Bws7
30. | Balai Wilayah Sungai Kalimantan [ Pontianak Bws8
31. | Balai Wilayah Sungai Kalimantan Il Kuala
Bws9
Kapua
32. | Balai Wllayah Sungai Kalimantan III Bws 10
Samarinda
33. | Balai Wilayah Sungai Sulawesi | Manado Bws11
34. | Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo Bws12
35. | Balai Wilayah Sungai Sulawesi Il Palu Bws13
36. | Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari Bws14
37. | Balai Wilayah Sungai Bali Penida Bws15
38. | Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara | Bws 16
Mataram
39. | Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara Il Bws 17
Kupang
40. | Balai Wilayah Sungai Maluku Utara Bws18
41. | Balai Wilayah Sungai Maluku Bws19
42. | Balai Wilayah Sungai Papua Bws20
43. | Balai Wilayah Sungai Papua Barat Bws21
44. | Balai Wilayah Sungai Papua Marauke Bws22
V DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
1. | Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga Bs
2. | Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan Bp
3. | Direktorat Pembangunan Jalan Bg
4. | Direktorat Preservasi Jalan Bn
5. | Direktorat Jembatan Bt
6. | Direktorat Jalan Bebas Hambatan, dan
Perkotaan Bk
7. | Balai Jembatan Khusus dan Terowongan Bj
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional | Banda Bb1

www.peraturan.go.id



-111-

2019, No.1312

Aceh
9. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II
Bb2
Medan
10. [ Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Il Padang Bb3
11. | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV Jambi Bb4
12. | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V
Bbs
Palembang
13. | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI
Bb6
Jakarta
14. | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII BbL7
Semarang
15. | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII
BbS8
Surabaya
16. | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX
BbO
Mataram
17. | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X Kupang Bbl0O
18. | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI Bbl1l
Banjarmasin
19. | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII
. Bbl2
Balikpapan
20. | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII
Bbl3
Makassar
21. | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Bb14
22. | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV
Bbl5
Manado
23. | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI
Bbl6
Ambon
24. | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII
. Bbl7
Manokwari
25. | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
Bbl8
XVII Jayapura
26. | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bb19
XIX Bandar Lampung
27. | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
XX Pontianak Bb20
28. | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bb21
XXI Kendari
29. | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bb22
XXII Merauke
VI | DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya Cs
2. | Direktorat Keterpaduan Infrastruktur c
Pemukiman p
3. | Direktorat Pengembangan Kawasan
. Ck
Permukiman
4. | Direktorat Bina Penataan Bangunan Cb
Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan
. , Ca
Air Minum
6. | Direktorat Pengembangan Penyehatan Cl
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Lingkungan Permukiman
7. | Pusat Pengembangan Sarana dan Prasarana or
Pendidikan, Olahraga dan Pasar
8. Balai Teknik Air Minum Cm
9. Balai Teknik Penyehatan Lingkungan Ch
Permukiman
10. [ Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh Cb1l
11 | Balai Prasarana Permukiman Wilayah
Cb2
Sumatera Utara
12. | Balai Prasarana Permukiman Wilayah
Cb3
Sumatera Barat
13. | Balai Prasarana Permukiman Wilayvah Riau Cb4
14. | Balai Prasarana Permukiman Wilayah
. Cb5
Kepulauan Riau
15. [ Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi Cbb
16. | Balai Prasarana Permukiman Wilayah
Cb7
Bengkulu
17. | Balai Prasarana Permukiman Wilayah
Cb8
Sumatera Selatan
18. | Balai Prasarana Permukiman Wilayah Cbo
Kepulauan Bangka Belitung
19. | Balai Prasarana Permukiman Wilayah
Cb10
Lampung
20. | Balai Prasarana Permukiman Wilayah
Cbl1l
Banten
21. | Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa
Cbl2
Barat
22. | Balai Prasarana Permukiman Wilayah Cbh13
Jakarta Metropolitan
23. | Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa
Cbl4
Tengah
24. | Balai Prasarana Permukiman Wilayah DI
Cblb
Jogvakarta
25. | Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa
. Cbl6e
Timur
26. | Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali Cbl7
27. | Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa
Cbl8
Tenggara Barat
28. | Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa
. Cb19
Tenggara Timur
29. | Balai Prasarana Permukiman Wilayah
. Cb20
Kalimantan Utara
30. | Balai Prasarana Permukiman Wilayah
. Cb21
Kalimantan Barat
31. | Balai Prasarana Permukiman Wilayah Cbh22
Kalimantan Tengah
32. | Balai Prasarana Permukiman Wilayah
. Cb23
Kalimantan Selatan
33. | Balai Prasarana Permukiman Wilayah
. . Cb24
Kalimantan Timur
34. | Balai Prasarana Permukiman Wilayah
Cb25
Gorontalo
35. | Balai Prasarana Permukiman Wilayah
. Cb26
Sulawesi Utara
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36.

Balai Prasarana Permukiman Wilayah

Sulawesi Barat Cb27
37. | Balai Prasarana Permukiman Wilayah
. Cb28
Sulawesi Tengah
38. | Balai Prasarana Permukiman Wilayah
. Cb29
Sulawesi Selatan
39 | Balai Prasarana Permukiman Wilayah
. Cb30
Sulawesi Tenggara
40. | Balai Prasarana Permukiman Wilayah
Cb31
Maluku utara
41. | Balai Prasarana Permukiman Wilayah
Cb32
Maluku
42. | Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua
Cb33
Barat
Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Cb34

VII DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Rs
2. | Direktorat Perencanaan Penyediaan

Rp

Perumahan

3. Direktorat Rumah Susun Rr
4. Direktorat Rumah Khusus Rk
9. | Direktorat Rumah Swadaya Rw
6. Direktorat Rumah Umum dan Komersial Ru

VIII DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Ps
Perumahan
2. | Direktorat Perumusan Kebijakan dan
. Pk
Evaluasi
3. | Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Pa
Infrastruktur Sumber Daya Air
4. | Direktorat Pelaksanaan Pembiavaan i
Infrastruktur Jalan dan Jembatan J
9. | Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan
Pp
Perumahan
6. | Direktorat Pelaksanaan Pembiavaan Pm
Infrastruktur Permukiman
7. | Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan
Perumahan Pg
IX DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
1. | Sekretariat Direktorat Jenderal Bina
. Ks
Konstruksi
2. | Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi Kj
3. | Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Kp

Konstruksi
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4. | Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber
. Kd
Daya Jasa Konstruksi
D. Direktorat Bina Kompetensi dan Kt
Produktivitas Konstruksi
o. Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan Kh
7. | Balai Penerapan Teknologi Konstruksi Kb1
8. Balai Material Dan Peralatan Konstruksi Kb2
9. | Balai Jasa Konstruksi Wilayah [ Banda Aceh Kb3
10. [ Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1l Palembang Kb4
11. [ Balai Jasa Konstruksi Wilayah Il Jakarta Kb3
12. | Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya Kbb6
13. | Balai Jasa Konstruksi Wilayah V
. . Kb7
Banjarmasin
14. Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar Kb3
15. | Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura Kb9
16. | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi
Wilayah Aceh Kbl0
17. | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kbll
Wilayah Sumatera Utara
18. | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kb12
Wilavah Sumatera Barat
19 | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kb13
Wilayah Riau
20. | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kb14
Wilayah Kepulauan Riau
21. | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kb15
Wilavah Jambi
22. | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi
Wilayah Bengkulu Kbl6
23. | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kb17
Wilayah Sumatera Selatan
24. | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kb18
Wilayah Kepulauan Bangka Belitung
25. | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi
. Kbl9
Wilayah Lampung
26. | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kb20
Wilayah Banten
27. | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kb21
Wilayah Jawa Barat
28. | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kb22
Wilayvah DKI Jakarta
29. | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kb2a
Wilayah Jawa Tengah
30. | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kb24
Wilayah DI Jogyvakarta
31. | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kb25
Wilayah Jawa Timur
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32. | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kb26
Wilayah Bali
33. | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kb27
Wilayah Nusa Tenggara Barat
34. | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kb28
Wilayah Nusa Tenggara Timur
35. | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kb29
Wilayah Kalimantan Utara
36. | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kb30
Wilayah Kalimantan Barat
37. | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kb31
Wilayah Kalimantan Tengah
38. | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kb32
Wilayah Kalimantan Selatan
39. | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kb33
Wilayah Kalimantan Timur
40. | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kb34
Wilayvah Gorontalo
41. | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kb35
Wilayah Sulawesi Utara
472. | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kb36
Wilayah Sulawesi Barat
43. | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kb37
Wilayah Sulawesi Tengah
44. | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kb3s
Wilayah Sulawesi Selatan
45. | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kb39
Wilayah Sulawesi Tenggara
46. | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kb40
Wilayah Maluku Utara
47. | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kba 1
Wilayvah Maluku
48. | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kb42
Wilayah Papua Barat
49. | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi
. Kb43
Wilayah Papua
X INSPEKTORAT JENDERAL
1. | Sekretariat Inspektorat Jenderal Is
2 Inspektorat [ Ia
3 Inspektorat II Ib
4. | Inspektorat I11 Ic
) Inspektorat IV Id
6 Inspektorat V Ie
XI BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
1. | Sekretariat Badan Pengembangan Ws
Infrastruktur Wilayah
2. | Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Wi
Umum dan Perumahan Rakyat
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3. | Pusat Pemograman dan Evaluasi
Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wp
dan Perumahan Rakyat
4. | Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Wt
Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan Wk
XII BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1. | Sekretariat Badan Penelitian dan Ls
Pengembangan
2. | Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber La
Daya Air
3. | Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan Li
dan Jembatan J
4. | Pusat Penelitian dan Pengembangan L
Perumahan dan Pemukiman P
9. | Pusat Penelitian dan Pengembangan Le
Kebijakan dan Penerapan Teknologi
6. | Balai Penelitian Dan Pengembangan
. . Lb1
Lingkungan Keairan
7. | Balai Penelitian Dan Pengembangan Lb2
Hidrologi Dan Tata Air
8. | Balai Penelitian Dan Pengembangan Lb3
Bangunan Hidraulik Dan Geoteknik Keairan
9. | Balai Penelitian Dan Pengembangan Pantai Lb4
10. | Balai Penelitian Dan Pengembangan Sungai Lbd
11. | Balai Penelitian Dan Pengembangan Rawa Lb6
12. [ Balai Penelitian Dan Pengembangan Irigasi Lb7
13. [ Balai Penelitian Dan Pengembangan Sabo Lb8
14. | Balai Penelitian Dan Pengembangan Sistem
Dan Teknik Lalu Lintas Lb9
15. | Balai Penelitian Dan Pengembangan Struktur
Lb10
Jembatan
16. | Balai Penelitian Dan Pengembangan Lbl1l
Geoteknik Jalan
17. | Balai Penelitian Dan Pengembangan
Lb12
Perkerasan Jalan
18. | Balai Penelitian Dan Pengembangan Tata
. Lb13
Bangunan Dan Lingkungan
19. [ Balai Penelitian Dan Pengembangan Bahan Lbl4
Dan Struktur Bangunan
20. | Balai Penelitian Dan Pengembangan Air
Minum Dan Penyehatan Lingkungan Lb15
Permukiman
21. | Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton Lbl6
22. | Balai Penelitian Dan Pengembangan Sains
Bangunan Lb17
23. | Balai Penelitian Dan Pengembangan Lb18
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Penerapan Teknologi Sumber Daya Air

24. | Balai Penelitian Dan Pengembangan
Penerapan Teknologi Permukiman

Lb19

25. | Balai Penelitian Dan Pengembangan
Penerapan Teknologi Jalan Dan Jembatan

Lb20

26. | Balai Penelitian dan Pengembangan
Perumahan Wilayah I Medan

Lb21

27. | Balai Penelitian dan Pengembangan
Perumahan Wilayah Il Denpasar

Lb22

28. | Balai Penelitian dan Pengembangan
Perumahan Wilayah Il Makassar

Lb23

XIII BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sekretariat Badan Pengembangan SDM

Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan
Kinerja

3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber
Daya Air dan Konstruksi

4. | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan,
Perumahan Permukiman, dan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Mj

9. | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen
dan Pengembangan Jabatan Fungsional

Mf

6. | Balai Uji Coba Sistem Pendidikan Dan
Pelatihan Sumber Daya Air Dan Konstruksi

Mb

7. | Balai Uji Coba Sistem Pendidikan Dan
Pelatihan Jalan Dan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah

8. | Balai Penilaian Kompetensi

9. | Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I
Medan

Mg

10. [ Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah 11
Palembang

Mh

11. [ Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III
Jakarta

12. | Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyvat Wilayah IV
Bandung

13. | Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Wilayvah V
Yogyakarta

14. | Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VI
Surabaya

15. | Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyvat Wilayah VII
Banjarmasin
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16. [ Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VIII Mt
Makassar

17. | Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IX Mw
Jayapura

18. | Politeknik Pekerjaan Umum Mp

XIV BADAN PENGATUR JALAN TOL

—

Kepala Badan Pengatur Jalan Tl
2. | Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Ts

XV BADAN PENDUKUNG PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM

1. | Kepala Badan Pendukung Pengembangan Ga
Sistem Penyediaan Air Minum

2. | Sekretariat Badan Pendukung Gs
Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum

XVI SEKRETARIAT DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL

1. | Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Aa

XVII SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

1. | Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Sw
Republik Indonesia

C. Kode Identifikasi Otoritas Pejabat Penandatangan Naskah Dinas pada
Unit Kerja

Penggunaan kode identifikasi otoritas pejabat penandatangan naskah dinas
pada unit kerja merupakan identifikasi penomoran surat keluar dari
masing-masing unit kerja yang dapat memberikan temu balik arsip.
Adapun penggunaan kode identifikasi otoritas pejabat penandatangan
naskah dinas pada unit kerja sampai ke unit bawahnya sesuai hirarkhi
sebagai berikut:

Contoh :
KODE
NO UNIT KERJA IDENTIFIKASI
OTORITAS
Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Sp
1. Bagian Informasi Kepegawaian dan Umum Sp1l
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2. Bagian Pembinaan Pegawai Sp2
Bagian Mutasi Sp3
4, Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sp4
KODE
NO UNIT KERJA IDENTIFIKASI
OTORITAS
Bagian Informasi Kepegawaian dan Umum Spl
1. Subagian Data dan Informasi Spl.1
2. Subbagian Peraturan Kepegawaian Spl.2
3. Subbagian Tata Usaha Biro Spl.3
Bagian Pembinaan Pegawai Sp2
1. Subagian Pembinaan Karir Sp2.1
Subbagian Evaluasi Kinerja Sp2.2
3. Subbagian Seleksi dan Administrasi Jabatan Sp2.3
dst...
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BAB VII
PENGGUNAAAN LAMBANG NEGARA,
LOGO, KOP, CAP, MAP, SAMPUL SURAT, DAN PAPAN NAMA INSTANSI

Dalam memberikan identifikasi pada naskah dinas, pada halaman pertama
naskah dinas dicantumkan kepala naskah dinas, yvaitu nama jabatan atau

nama instansi.

Kepala nama jabatan digunakan untuk mengidentifikasikan bahwa naskah
dinas ditetapkan oleh pejabat negara vaitu Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, sedangkan kepala nama instansi digunakan untuk
mengidentifikasikan bahwa naskah dinas ditetapkan oleh pejabat yang bukan
pejabat negara yaitu pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, dan

pejabat administrator.

Pengaturan lambang negara, logo, kop, cap, map, dan sampul naskah dinas
bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi

penggunaan.

A. Lambang Negara
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
menyebutkan bahwa Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia vang
selanjutnyva disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan

Semboyan Bhinneka Tunggal lka.

Lambang Negara digunakan sebagai tanda pengenal atau identifikasi yvang
bersifat tetap atau resmi. Pejabat yang berwenang menggunakan kop
naskah dinas jabatan dan cap jabatan dengan lambang negara adalah

pejabat negara yaitu Menteri.

Penggunaan lambang negara hanya digunakan oleh Menteri dicetak dengan
warna kuning emas diletakkan di margin tengah atas kepala surat dengan
menggunakan jenis kertas conqueror vang lebih tahan lama serta memiliki

nilai jangka panjang.
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Contoh:

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Logo
1. Logo Kementerian
Ketentuan penggunaan logo mengatur Logo, Ukuran, Warna, Arti

Simbolis secara umum khusus.

Penetapan Logo bertujuan untuk membina jiwa dan semangat Korps
vang melukiskan persatuan dan kesatuan serta menumbuh-
kembangkan semangat pengabdian, berkreatifitas atas pelaksanaan
tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat.

Penggunaan logo digunakan oleh unit organisasi/unit kerja/satuan
kerja dalam melaksanakan surat menyurat dan seluruh kegiatan
ketatalaksanaan administratif Kementerian dalam mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian serta digunakan untuk Kop

Surat, Kop Naskah Dinas, Stemple/Cap, Atribut, Sogan.

Logo Kementerian ini diletakkan di margin kiri atas kepala surat dan

sampul naskah dinas.

Contoh:
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2. Makna Logo
Logo secara keseluruhan menggambarkan peran untuk mewujudkan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yang Handal
Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royvong.

3. Warna
1. Warna Dasar Lambang adalah Kuning (Kuning Kunyit) dengan kode
rgb (253,184,19) vang memiliki makna lambang keagungan,
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemakmuran, menggambarkan bahwa
dalam mengemban fungsi dan peranan pembangunan di bidang
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diabadikan dalam rasa

puji syukur terhadap Keagungan Tuhan Yang Maha Esa.

2. Warna Biru kehitam-hitaman degan kode rgb (31, 51, 104) yang
mengandung arti Keadilan Sosial, Keteguhan hati, Kesetiaan pada

tugas dan Ketegasan bertindak.

4. Arti Simbolis
1. Baling-Baling
» Menggambarkan “DINAMIKA”.
= Berdaun 3 vyang merupakan segitiga berdiri tegak lurus
menggambarkan “STABILITAS”.
= Secara keseluruhan menggambarkan “DINAMIKA YANG STABIL”
dan “STABILITAS YANG DINAMIS”.

2. Bagian Daun Baling-Baling Yang Mengarah Keatas
» Melambangkan “PENCIPTAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN?”.

3. Bagian Lengkungnya Dari Daun Baling-Baling
= Memberikan perlindungan untuk ruang kerja dan tempat tinggal

bagi manusia.

4. Bagian Daun Balin-Baling Yang Mengarah Ke Kiri Dengan Bagian
Lengkungnya Yang Telungkup
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» Menggambarkan penguasaan bumi dan alam dan pengusahaan
untuk sebesar-besarnyva kemakmuran rakyat.
= Garis Horizontal: bentang jalan/jembatan diatas sungai sebagai

usaha untuk pembukaan dan pembinaan daerah.

O. Bagian Daun Baling-Baling Yang Mengarah Ke Kanan Dengan
Bagian Lengkungnya Yang Terlentang
» Menggambarkan usaha pengendalian dan penyaluran untuk
dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

= QGaris Horizontal: Menggambarkan penampang dari saluran air.

6. Baling-Baling Dengan 3 Daun Ini Menggambarkan
* Tiga unsur kekarvaan Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat. Tirta, Wisma (Cipta), dan Marga.
* Trilogi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

adalah Bekerja Keras, Bergerak Cepat, dan Bertindak Tepat.

7. Lambang PUPR
» Menggambarkan fungsi dan peranan Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat dalam Pembangunan dan
Pembinaan prasarana guna memanfaatkan bumi dan air serta
kekayaan alam bagi kemakmuran rakvat, berlandaskan

Pancasila.

Motto dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

adalah “Bekerja Keras, Bergerak Cepat, Bertindak Tepat”.

Logo Sertifikasi

Pencantuman logo International Organization for Standarization
(ISO)pada Format naskah dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat bagi unit organisasi vang mendapatkan 1SO adalah

dibagian bawah format naskah dinas secara simetris.
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Contoh pencantuman Logo Sertifikasi ISO:

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Eop surat dinas
erupa logo, nama
SEKRETARIAT JENDERAL instansi, dan
Jalan Pattirnura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021} 7247564, Faksimili (021) 7260856 iﬁiﬁmgkap

Tempat dan tanggal
pembuatan surat
serta penomorarn
surat dinas
menggunakan Pola
Klasifikasi Arsip
(PEA)

... (Tempat)..., (Tgl.,.Bln.,Thn.)

Alamat tujuan yang
ditulis di bagian
kiri

.......................................................... (Alinea Pembuka)... ... cooeee i

Isi surat: pembuka,
isi, dan penutup

Nama jabatan,
Sekretaris Jenderal, nama lengkap
ditulis dengan
huruf awal kapital,
NIP, dan dibubuhi

Nama Lengkap cap instansi

(Tanda Tangan dan Cap Instansi)

Tembusan Yth.:

1SQ....... Bagian untuk
pencantuman sertifika

C. Kop Surat
Kepala surat atau yang biasa disebut dengan kop surat merupakan bagian
teratas dalam sebuah naskah dinas. Fungsi penyertaan kop surat tersebut
dimaksudkan dalam memberikan informasi yvang terdiri dari lambang
negara atau logo instansi, nama instansi, nama unit organisasi/unit kerja,

alamat, dan nomor telepon.
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Kop naskah dinas dengan menggunakan nama jabatan digunakan oleh
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyvat (pejabat Negara),
sedangkan kop naskah dinas dengan menggunakan nama instansi
digunakan untuk mengidentifikasikan bahwa surat dinas ditetapkan oleh
pejabat vang bukan negara.
Adapun ketentuan dalam pembuatan kop surat sebagai berikut:
1. Kertas yang digunakan untuk:
a. Kop surat untuk surat biasa:
= ukuran A4 (21 x 29,7 cm)
= Dberat 70 gram / 80 gram
= jenis kertas HVS
b. Kop surat untuk surat penting (berjangka simpan permanen,
mempunyai nilai guna sekunder dan/atau nilai guna
pertanggungjawaban nasional):
* ukuran A4 (21 x 29.7 cm)
= berat 80 gram
= jenis kertas diupayakan kertas yang bebas asam dan bebas

lignin.

2. Logo dan tulisan pada kop surat adalah

a. Jarak dari tepi atas = 1,0 cm
b. Jarak dari tepi kiri = 2,5 cm
c. Jarak dari tepi kanan = 2,0 cm

3. Ukuran logo dan kop surat disesuaikan dengan lebar/besaran baris

tulisan

4. Nomor Halaman
Nomor Halaman naskah dinas ditulis dengan menggunakan nomor urut
angka Arab dan dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan
membubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan setelah nomor, kecuali
halaman pertama naskah dinas yang menggunakan kop surat dinas

tidak perlu mencantumkan nomor halaman.

5. Lampiran
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Jika naskah memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus diberi
nomor urut dengan angka Arab. Nomor halaman lampiran merupakan

nomor lanjutan dari halaman sebelumnya.

Ketentuan Penggunaan kop surat sebagai berikut:

1.

Penggunaan kop surat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat hanya dapat digunakan untuk naskah dinas yang
ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Contoh:

REPUBLIK INDONESIA
l KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon ............ Faksimili ...............

Penggunaan kop surat Sekretariat Jenderal hanya dapat digunakan
untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, Staf
Ahli Menteri, Kepala Biro, dan Pejabat Struktural di lingkungan

Sekretariat Jenderal.

Contoh:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon ............ Faksimili ...............

Penggunaan kop surat Pusat di Sekretariat Jenderal hanya dapat
digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala Pusat
dan Pejabat Struktural di Pusat pada Sekretariat Jenderal.

Contoh:

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomaor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon ............ Faksimili ...............

Penggunaan kop surat Balai dibawah Sekretariat Jenderal hanya dapat
digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala Balai
dan Pejabat Struktural di Balai pada Sekretariat Jenderal.

Contoh:

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
| PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL
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Pengounaan kop surat Satuan Kerja di lingltungan Sekretariat Jenderal
hanya dapat dipunalkan untuls naslkah dinas vang ditandatangani oleh

Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Satuan Kerja di Selcretariat Jend eral,

Contoh:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SATUAN KERLLA ..........ccce e cemermesmesmnnmn o T :EHBEHAL ..... -
Julun Pattimura Nomor 20, Kebayoran Bary, Jalcrts 12410, Telepon ........... Fubdrll .o o..........

Pengrunaan kop surat Inspeltorat Jenderal hanva dapat digunalcan
untulk naskah dinaz vang ditandatangani olsh Inspektur Jenderal,
selcretariz Inep elctorat Jenderal, Inspelkctur dan Pejabat Strulctural di
Inzpektorat Jenderal
Contoh:

KEMEMTERIAN FEKERJAAN LMLUM DAN PERLIMAHAN RAKYAT
— INSPEKTORAT JEHDEHAL

™ 7 kg mill

Pengpunaan kop surat Satuan Kerja di lingkungan Insp elktorat Jenderal
hanva dapat digunaltan untuk naskah dinas vang ditandatangani oleh

Kepala Satuan Kera, dan Pejabat Satuan Kerja pada Inspelctorat

Jenderal,
Contoh:
KEMENTERIAN FEKERJAAN UMUM DAN PFERUMAHAN RAMKYAT
l INSPEKTORAT JEMDERAL
BT LIS PR, o s c e s e e s e s s o 8 o 8 R R R R AR AW AmEE
Julan Jubvnrin Tlpor! (T T —

Pengpunaan lkop surat Dirdctorat Jenderal hanva dapat digunalcan
untul nasgleah dinas yang ditandatangani oleh Direlctur Jenderal,
melcretariz Direlttorat Jenderal, dan Pejabat Strulctural di Seloretariat
Direlctorat Jenderal

Contoh:
KEMEMTERIAN PFEKERJAAN UMLUM DAN PERUMAHAN RAMKYAT
DIREKTORAT JENDERAL..........ccccoueeeee
Jalan It THOPON ... T (T

Pengpunaan lop surat Direktorat hanva dapat digunalkan untulc
naskah dinas yang ditandatangani oleh Direlctur,dan Pejabat Struktural
di Direlctorat pada Direlctorat Jenderal

Contoh:

KEMENTERIAN FEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAMN RAKYAT
| DIREKTORAT JENDERAL.........ccccvnveeeuns

DIREKTORMNT. ... i R A s M ST e R
B 1 - O R SRS ITolopon o FabsimIl
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10.

11.

12.

13.

14.

Penggunaan kop surat Pusat di Direktorat Jenderal hanya dapat
digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani cleh Kepala Pusat,
dan Pejabat Struktural di Pusat pada Direktorat Jenderal.

Contoh:

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
l DIREKTORAT JENDERAL
PUSAT c.vetsemsemscseesstssesssesetmsesss st ssss et saress st senstsemmemss asessees seasemsssssassssassases semsenas enssns
Jalan lakarta Telepon aksimili

Penggunaan kop surat Balai di Direktorat Jenderal hanya dapat

digunakan untuk naskah dinas vang ditandatangani oleh Kepala Balai,
Pejabat Struktural di Balai pada Direktorat Jenderal.
Contoh:

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL ........cccciiieenmiiman e snnnnsnn snen

Penggunaan kop surat Satuan Kerja setingkat Eselon-II di Direktorat
Jenderal hanya dapat digunakan untuk naskah dinas vang
ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Satuan Kerja
pada Direktorat Jenderal.

Contoh:
RJ KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL........ccccceimmennes

SATUAN KERJA ..o ieiiiii e iiicmmssmsm s smsssissssssmsasassismssssnsnssnssnmassmasssnn
Jalan ta lepon akslmlill......ccceeeeie

Penggunaan kop surat Satuan Kerja di bawah koordinasi Balaipada
Direktorat Jenderal hanya dapat digunakan untuk naskah dinas vang
ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Satuan Kerja
pada Balai.

Contoh:

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL.......ccooriiieneie.

Penggunaan kop surat Badan hanya dapat digunakan untuk naskah
dinas vang ditandatangani oleh Kepala Badan, Sekretaris Badan, dan
Pejabat Struktural di Sekretariat Badan.

Contoh:

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN......... e
Jalan Telepon . Faksimili .
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15. Penggunaan kop surat Pusat di Badan hanya dapat digunakan untuk
naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala Pusat, dan Pejabat
Struktural di Pusat pada Badan.

Contoh:

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN....... e

L 0 R

dalan ... ~Jakarta Telepon Faksimill................

16. Penggunaan kop surat Balai di Badan hanya dapat digunakan untuk

naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala Balai, danPejabat
Struktural di Balai pada Badan.
Contoh:

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN....... e -

=

Jalan Telepon aksimili

17. Penggunaan kop surat Satuan Kerja di Badan hanya dapat digunakan

untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja, dan
Pejabat Satuan Kerja pada Badan.
Contoh:

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
] BADAN.cer e e

SATIUAN KERJA ...t e e eaam e eean

Jalan ta Telepon AREIMI e

D. Cap Dinas

Cap dinas merupakan tanda pengenal yvang sah dan sebagai identitas dari
instansi. Cap dinas berisikan tulisan dan/atau lambang tingkat jabatan.
Adapun jenis cap dinas terdiri dari cap jabatan dan cap instansi. Cap
jabatan hanya digunakan dan ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat sedangkan cap instansi dapat digunakan
pejabat bukan negara. Cap dinas diletakkan sebelah kiri ruang tanda

tangan naskah dinas dan mengenai ujung sebelah kiri tanda tangan
1. Cap Jabatan

Cap jabatan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hanya

digunakan untuk naskah yang ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan
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Umum dan Perumahan Rakyat. Ketentuan cap jabatan Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri dari lambang negara

garuda pancasila dan nama jabatan “Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat serta Republik Indonesia”.

Contoh:

Cap Jabatan
Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat

2. Cap Instansi

a.

Cap Instansi

Cap Instansi, digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani

oleh Pimpinan Tinggi

Madya atas nama Menteri, Sekretaris

Jenderal, Staf Ahli, Kepala Biro dan Pejabat Struktural di

Sekretariat Jenderal.
Contoh:

3. StafAnll

Cep Invtane| Kementeran Pekarizan Umum dan Perumahan Rakyat
1. Pejabat Pimpinan Tinggl Madya ates nama Menterl PUPR
2 Belratark Jendaral

4, Kepala Biro pada Seknatariat Jendaral
5. Pojabat Strukdural o Biro pada Sekreiariat Jondaral

Cap Instansi Pusat di Sekretariat Jenderal
Cap Instansi Pusat di Sekretariat Jenderal digunakan untuk surat-

surat yang ditandatangani oleh Kepala Pusat dan Pejabat Struktural

di Pusat pada Sekretariat Jenderal.

Contoh:
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Cap Instansi Pusat pada
Sekretariat Jenderal

Cap Satuan Kerja di Sekretariat Jenderal

Cap Satuan Kerja di Sekretariat Jenderal digunnakan untuk naskah
dinas yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja dan Pejabat
Satuan Kerja di Sekretariat Jenderal.

Contoh:

Cap Satuan Ketja
pada Sekretariat Jenderal

Cap Instansi Inspektorat Jenderal

Cap Instansi Inspektorat Jenderal digunakan untuk naskah dinas
vang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal, Sekretaris Inspektorat
Jenderal, Inspektur dan Pejabat Struktural di Inspektorat Jenderal.
Contoh:

Cap Instansi Inspektorat
Jenderal
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e. Cap Satuan Kerja Inspektorat Jenderal
Cap Satuan Kerja Inspektorat Jenderal digunakan untuk naskah
dinas yvang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja dan Pejabat
Satuan Kerja di Inspektorat Jenderal.

Contoh:

f. Cap Instansi Direkiorat Jenl

Cap Instansi Dir¢ktoratCagSadanmigdrialicungkan untuk naskah dinas
. . pada Inspektorat Jenderal . .
vang ditandatangpni oleh Direktur Jenderal, Sekretaris Direktorat

Jenderal dan Pejabat Struktural di Sekretariat Direktorat Jenderal.

Contoh:

Cap Instansi Direktorat
Jenderal

g. Cap Instansi Direktorat pada Direktorat Jenderal
Cap Instansi Direktorat pada Direktorat Jenderal digunakan untuk
naskah dinas yang ditandatangani oleh Direktur dan Pejabat
Struktural di Direktorat pada Direktorat Jenderal.
Contoh:

Cap Instansi Direktorat pada
Direktorat Jenderal
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h. Cap Instansi Pusat di Direktorat Jenderal
Cap Instansi Pusat di Direktorat Jenderal digunakan untuk surat-
surat vang ditandatangani oleh Kepala Pusat dan Pejabat Struktural
di Pusat pada Direktorat Jenderal.
Contoh:

Cap Instansi Pusat pada
Direktorat Jenderal

i. Cap Instansi Balai di Direktorat Jenderal
Cap Instansi Balai di Direktorat Jenderal digunakan untuk surat-
surat yvang ditandatangani oleh Kepala Balai dan Pejabat Struktural
di Balai pada Direktorat Jenderal.
Contoh:

Cap Instansi Balai pada
Direktorat Jenderal

j.  Cap Satuan Kerja di Direktorat Jenderal
Cap Satuan Kerja di Direktorat Jenderal digunakan untuk naskah
dinas yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja dan Pejabat di
Satuan Kerja pada Direktorat Jenderal.
Contoh:

Cap Satuan Kerja
pada Direktorat Jenderal
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k. Cap Dinas Instansi Badan, digunakan untuk naskah dinas yang
ditandatangani oleh Kepala Badan, Sckretaris Badan dan Pejabat
Struktural di Sekretariat Badan.

Contoh:

Cap Instansi Badan

.  Cap Instansi Pusat di Badan
Cap Instansi Pusat di Badan digunakan untuk surat-surat yang
ditandatangani oleh Kepala Pusat dan Pejabat Struktural di Pusat
pada Badan.

Contoh:

Cap Instansi Pusat
pada Badan

m. Cap Instansi Balai di Badan
Cap Instansi Balai di Badan digunakan untuk naskah dinas yvang
ditandatangani oleh Kepala Balai dan Pejabat Struktural di Balai
pada Badan.
Contoh:

Cap Instansi Balai
pada Badan
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n. Cap Satuan Kerja di Badan
Cap Satuan Kerja di Badan digunakan untuk naskah dinas vang
ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja dan Pejabat di Satuan

Kerja pada Badan.

Contoh:

Cap Satuan Kerja
pada Badan

Ukuran dan Warna Cap Dinas

Adapun ketentuan ukuran dan warna untuk penggunaaan dalam cap
dinas adalah sebagai berikut:

a. Ukuran cap dinas berbentuk bulat simetris dengan diameter sebagai

berikut:

- diameter lingkaran pertama = 40 mm
- diameter lingkaran kedua = 39 mm
- diameter lingkaran ketiga = 30mm

b. Warna tinta yvang digunakan dalam cap dinas yaitu tinta vang

berwarna ungu.

E. Map Dinas

1.

Contoh Map Dinas Menteri

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
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1. Contoh Map Dinas Kementerian

A

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Contoh Map Dinas Sekretariat Jenderal

A A

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT i vnsniainannne

www.peraturan.go.id



137 2019, No.1312

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
SATUAN KERJA ... PUSAT ...

BALAI

3. Contoh Map Dinas Inspektorat Jenderal

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL
SATUAN KERJA ......

www.peraturan.go.id



2019, No.1312

-138-

4. Contoh Map Dinas Direktorat Jenderal

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL
DIREKTORAT

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL
BALAI

HKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL
SATUAN KERJA
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KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL ..
SATUAN KERJA .....

3. Contoh Map Dinas Badan

2019, No.1312

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN =

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
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KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN ........ BADAN ......c.ccea.t Seesecsomoma

BALAI .. SATUAN KERJA

F. Sampul Naskah Dinas
Sampul dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
menggunakan standar sesuai Keputusan Dirjen Postel Nomor
43 /Dirjen/ 1987 tentang Penetapan Standar Kertas Sampul Surat, Ukuran
Sampul Surat, dan Bentuk Sampul Surat. Adapun ketentuan ukuran

sampul dinas sebagai berikut:

No Ukuran
1 9,0cm x 15,0 cm
2 10,0 cm x 16,0 cm
3 11,0 cm x 22,0 cm
4 11,4 cm x 16,2 cm
) 11,0 em x 23,0 cmn
6 11,5 cm x 24,5 cm
7 12,0 cm x 27,0 cm
8 12,5 cm x 17,6 cm
9 17,6 cm x 25,0 cm
10 22,9 cm x 32,4 cm
11 25,0 cm x 35,3 cm
12 27,0 cm x 40,00 cm
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Sampul Naskah Dinas. Adapun penggunaan warna pada sampul

naskah dinas pada Menteri menggunakan warna putih.

Contoh:

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Ukuran: 11,5 cm x 24,5 cm

naskah dinas pada Menteri menggunakan warna cokelat.

Contoh:

Adapun penggunaan warna pada sampul

DINAS

No. Surat
Tanggal

Ukuran: 11,5 cm x 24,5 cm

pada sampul naskah dinas menggunakan warna cokelat.

Contoh:

3. Sampul Naskah Dinas Sekretariat Jenderal. Adapun penggunaan warna

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
] SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon ...... Faksimili .............

DINAS

No. Surat
Tanggal

Ukuran: 11,5 cm x 24,5 cm
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4. Sampul Naskah Dinas Pusat di Sekretariat Jenderal. Adapun

penggunaan warna pada sampul naskah dinas menggunakan warna

cokelat.
Contoh:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT \‘-,‘
SEKRETARIAT JENDERAL !
PUSAT. i
Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon ............Faksimili ............... :
)
DINAS !
[No. Surat | | h
[Tanggal | | E
i
Kepada E
i
i
Ukuran: 11,5 cm x 24,5 cm _,"'I

3. Sampul Naskah Dinas Balai di Sekretariat Jenderal. Adapun
penggunaan warna pada sampul naskah dinas menggunakan warna
cokelat.

Contoh:

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | -
| SEKRETARIAT JENDERAL S~

Jalan Talepon Faksimill

DINAS

No. Surat
[Tanggal

Ukuran: 11,5 em x 24,5 cm -

6. Sampul Naskah Dinas Satuan Kerja di Sekretariat Jenderal. Adapun
penggunaan warna pada sampul naskah dinas menggunakan warna

cokelat.
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Contoh:

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT "\\
SEKRETARIAT JENDERAL !
SATUAN KERJA 1
Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepen aksimili :
l
DINAS E
[No. Surat | | H
[fanggal | | E
i
i
|
E

Ukuran: 11,5 em x 24,5 cm /-"

7. Sampul Naskah Dinas Inspektorat Jenderal. Adapun penggunaan

warna pada sampul naskah dinas menggunakan warna cokelat.

Contoh:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT “\‘
INSPEKTORAT JENDERAL o
SJalan ta aksirr :
L]
L]
DINAS :
L]
[No. Surat | | !
Eanggal |
i
]
1
]
]
]
]
1
]
1
S, !
Ukuran: 11,5 em x 24,5 cm ‘."

8. Sampul Naskah Dinas Satuan Kerja di Inspektorat Jenderal. Adapun

penggunaan warna pada sampul naskah dinas menggunakan warna

cokelat.
Contoh:
KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT “.‘_
INSPEKTORAT JENDERAL *
SATUAN FKERUJA .eenieeeeieieesiemsmtmtmnmssssnsssssesssesasessasmtnsanssmsmenssssssmn s sinssees :
Jalan Jakaria 1 imili 1
]
]
DINAS i
]
No. Surat :
[Tanggal !
‘
]
]
]
]
]
]
1
]
)
|
Ukuran: 11,5 cm x 24,5 cm ’_"
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9. Sampul Naskah Dinas Direktorat Jenderal. Adapun penggunaan warna

pada sampul naskah dinas menggunakan warna cokelat.

Contoh:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAIKYAT “\‘
DIREKTORAT JENDERAL..........ooemcummnmen H
Jalan ta pon aksimili H
]
1
DINAS :
]
No. Surat !
[Tanggal ‘
‘
]
1
]
Kepada !
Yth. .. !
:
Ukuran: 11,5 em x 24,5 cm ‘l"

10. Sampul Naskah Dinas Direktorat di Direktorat Jenderal. Adapun
penggunaan warna pada sampul naskah dinas menggunakan warna
cokelat.

Contoh :

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ~a
DIREKTORAT JENDERAL s
Jalan Telepon

DINAS

No. Surat
[Tanggal

Ukuran: 11,5 em x 24.5 cm -

11. Sampul Naskah Dinas Pusat di Direktorat Jenderal. Adapun

penggunaan warna pada sampul naskah dinas menggunakan warna

cokelat.
Contoh:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT "'\‘_
1
PUSAT DIREKTORAT JENDERAL :
Jalan Jakarta Telapon F: '
]
1
DINAS :
]
No. Surat ,
Tanggal !
]
i
)
]
]
]
]
)
]
!
Ukuran: 11,5 em x 24.5 cm _."
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12. Sampul Naskah Dinas Balai di Direktorat Jenderal. Adapun

penggunaan warna pada sampul naskah dinas menggunakan warna

cokelat.
Contoh:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAIKYAT ‘“~‘
DIREKTORAT JENDERAL. ... ... ... "
L= 3 N Y :
Jalan ] H
]
1
DINAS !
[No.surat ] | ‘
[Tanggal | | i
‘
H
]
Kepada H
Y. :
i
]
1
ettt e iieieeeiiaieiieias 1
Ukuran: 11,5 cm x 24,5 cm _."

13. Sampul Naskah Dinas Satuan Kerja di Direktorat Jenderal. Adapun

penggunaan warna pada sampul naskah dinas menggunakan warna

cokelat.
Contoh:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | ~._
DIREKTORAT JENDERAL ™y
SATUAN KEERJA .. .iaaeaaiaaeteeamtmte s mtmtmm e smmss s aas s seeseeeememtmnsaememn s smns seen ,
Jalan Jakarta ili 1
1
]
DINAS i
1
[No. Surat ] ] !
[fanggal | | '
i
1
]
]
Kepada ,
Yth, o, H
]
L]
'
Ukuran: 11,5 cm x 24,5 cm '—"

14. Sampul Naskah Dinas Satuan Kerja di Direktorat Jenderal. Adapun

penggunaan warna pada sampul naskah dinas menggunakan warna

cokelat.
Contoh:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT “-.‘
DIREKTORAT JENDERAL...........ccc......... ]
Loy T N = ,
Jalan ta 1 imili ]
1
1
DINAS i
]
[No. Surat | | !
Tanggal | | '
i
]
1
:
]
]
]
]
)
)
:
Ukuran: 11,5 em x 24,5 cm ’,"
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15. Sampul Naskah Dinas Badan. Adapun penggunaan warna pada sampul

naskah dinas menggunakan warna cokelat.

Contoh:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT \“.
1 BADAN. ... emenee M
Jalan ta pon akaimili :
1
DINAS E
No. Surat i
[Tanggal i
:
1
]
Kepada :
Yth. o '
i
'
S S 1
Ukuran: 11,5 cm x 24,5 cm ‘,"

16. Sampul Naskah Dinas Pusat di Badan. Adapun penggunaan warna

pada sampul naskah dinas menggunakan warna cokelat.

Contoh:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT .“.‘
l BADAN........co e "1
L 00 Ny '
Jalan Iakarts Talepon Falaimili :
]
DINAS E
[No. Surat | | E
[Tanggal | | H
]
'
1
]
i
]
'
L]
L]
[ ]
eiiiicaiiioiicoiiiiiis L]
Ukuran: 11,5 em x 24.5 cm ""

17. Sampul Naskah Dinas Balai di Badan. Adapun penggunaan warna pada

sampul naskah dinas menggunakan warna cokelat.

Contoh:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ~‘~~
14 ‘
Jalan akalmill ,
)
DINAS E
No. Surat :
[Tanggal H
'
'
)
'
]
]
1
L]
'
L]
L]
ereiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiio ]
Ukuran: 11,5 em x 24,5 cm _—"
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18. Sampul Naskah Dinas Satuan Kerja di Badan. Adapun penggunaan

warna pada sampul naskah dinas menggunakan warna cokelat.

Contoh:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |~ _
BADAN.......c.commemmnsarannna e nnnannas i
SATUAN KERJA. ... iieocietiiecetesanmteneetamaaneesansmesemseemasesennnns !
Jalan ta 1 akasimili, :
1
DINAS )
1
No. Surat ,
[Tanggal '
i
1
)
]
Kepada ,
Yth. o H
................................................ 1
]
........................................................................... E
Ukuran: 11,5 em x 24.5 cm ’-”

g. Papan Nama Instansi
1. BENTUK.
Papan Nama Instansi berbentuk empat persegi panjang dengan tiang

sesuai dengan kebutuhan.

2. BAHAN.
Bahan Papan Nama Instansi disesuaikan dengan kebutuhan daerah,

misalnya dari bahan kayu, beton dan lain sebagainya.

5 i

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL ....coceiiii i e e
Jalan.. ... JakartaL cJTelepon L Faksimili
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BAB VIII
PENGENDALIAN NASKAH DINAS

A. Naskah Dinas Masuk

1 Pengendalian mnaskah dinas masuk dilakukan dengan cara
mengendalikan pendistribusian naskah dinas masuk.

2 Naskahdinasmasuk yang dikirim oleh perusahaan jasa pengiriman ke
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diterima
Biro Umum harus diambil oleh unit kerja masing-masing.
Pendistribusian naskah dinas dikoordinasikan oleh Biro Umum.

4 Naskah dinas masuk dicatat dalam sarana kendali naskah dinas.
Naskahdinasyang dikirim oleh utusan resmi instansi ke Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diterima oleh wunit
organisasi/satuan kerja di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal,
Direktorat Jenderal dan Badan melalui Bagian Umum/Tata
Usaha/Sekretariat/Sekretaris /Petugas yang ditunjuk sesuai bidang

tugasnya.

B. Naskah Dinas Keluar

1 Pengendalian naskah dinas keluar dilakukan dengan cara melakukan
pencatatan dalam sarana kendali naskah dinas.

2 Pengendalian naskah dinas keluar Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat dilakukan melalui unit organisasi/unit kerja
sesual bidang tugas masing-masing melalui Bagian Umum/Tata
usaha masing-masing.

3 Naskah dinas keluar dicatat dalam sarana kendali naskah dinas.

C. Sarana Pengendalian Naskah Dinas meliputi:
1 buku agenda, email, faksimili;
2 lembar pengantar/buku ekspedisi; dan

3  sistem Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE).

D. Arsip Naskah Dinas
1 Kegiatan pengelolaan naskah dinas keluar harus didokumentasikan
oleh unit pengelah dan unit kearsipan yang berupa sarana

pengendalian naskah dinas dan pertinggal naskah dinas keluar.
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2 Pertinggal naskah dinas keluar yang disimpan merupakan naskah
dinas asli yang di paraf oleh pejabat sesuai dengan jenjang
kewenangannya.

3 Penyimpanan pertinggal naskah dinas keluar diberkaskan menjadi
satu kesatuan degan naskah dinas masuk yang memiliki informasi
atau subyek yang sama.

4  Tanggung jawab penyvimpanan arsip naskah dinas dilakukan oleh
sekretariat unit organisasi dan/atau unit Tata Usaha yang ditunjuk
sesuai bidang tugasnva mengikuti peraturan perundang-undangan

bidang kearsipan.

E. Pengamanan, Klasifikasi Keamanan, Hak Akses dan Kode Naskah Dinas
1 Ketentuan mengenai pengamanan naskah dinas, terdiri atas:

a. Sangat Rahasia diberikan tcrhadap naskah dinas vang isinva
memuat informasi dan erat hubungannya dengan keamanan
dan kesalamatan Negara, hanya boleh diketahui oleh pejabat
vang bcrhak menerima, apabila informasinyva diketahui oleh
pihak yvang tidak berhak dan/atau disiatkan secara tidak sah,
maka dapat membahayakan dan/atau mengganggu kestabilan
pemerintahan Negara di bidang keamanan;

b. Rahasia diberikan tcrhadap surat dinas yang isinya memuat
informasi, yang bilamana disiarkan secara tidak sah dapat
mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara
dan/atau secara langsung atau tidak langsung menimbulkan
keuntungan bagi golongan yang menerima informasi rahasia
tersebut atau dapat menimbulkan keresahan/kegoncangan
dalam masyarakat dan/atau kedinasan;

c. Terbatas/Konfidensial diberikan terhadap naskah dinas vang
isinya memuat informasi yang bersifat rahasia tetapi
permasalahannya harus diproses/ diketahui oleh beberapa
pejabat tertentu secara terbatas dalam kedinasan;

d. Biasa diberikan terhadap naskah dinas yang isinya tidak
memuat keterangan yvang bersifat rahasia dan digunakan untuk

kepentingan kedinasan.

2 Penentuan tingkat klasifikasi Pengamanan tersebut disesuaikan

dengan kepentingan dan substansi naskah dinas.
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3 Hak akses naskah dinas :

a) Naskah dinas berklasifikasi sangat rahasi, rahasia dan terbatas
hak akses diberikan kepada pimpinan tertinggi lembaga dan
vang setingkat dibawahnya apabila sudah diberikan izin,
pengawas internal/ eksternal dan penegak hukum; dan

b) Naskah dinas berklasifikasi biasa/terbuka, hak akses diberikan
kepada semua tingkat pejabat dan staf yang berkepentingan.

4 Perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan Klasifikasi
Keamanan, diberikan kode pengamanan di amplop dan di sebelah kiri
atas naskah dinas serta penggunaan amplop rangkap dua untuk
naskah dinas yang sangat rahasia dan rahasia. Untuk kode
klasifikasi kerahasiaan Naskah Dinas meliputi :

a) Naskah dinas berklasifikasi sangat rahasia (SR), rahasia (R) dan
terbatas (1), hak akses diberikan kepada pejabat/ petugas yang
ditunjuk khusus untuk dapat menjaga kerahasiaan;

b) Untuk tingkat keamanan naskah dinas “sangat rahasia dan
rahasia” ditulis dengan tinta berwarna merah;

c) Naskah dinas sangat rahasia/rahasia/terbatas yang diketik
melalui komputer, setelah proses pembuatan naskah selesai, file
vang berisi naskah tersebut disimpan menggunakan
flashdisk/cd khusus;

d) Untuk naskah-naskah yang bersifat sangat
rahasia/rahasia/terbatas,penyimpanannva dilakukan secara
khusus pula;

e) Naskah dinas berklasifikasi terbuka/biasa (B), hak akses
diberikan kepada semua tingkat pejabat dan staf yang
berkepentingan;

f)  Untuk tingkat keamanan naskah dinas“Terbatas dan Biasa”
ditulis dengan tinta berwarna hitam.

] Penanganan naskah dinas dengan tingkat keamanan tertentu dapat
diberikan security printing vang jenisnya mengikuti perkembangan
teknologi informasi untuk mencegah pemalsuan dan perusakan serta

jaminan terhadap keautentikan dan keaslian naskah dinas.
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BAB IX

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK

A. Pendahuluan

1. Dalam rangka mendukung penvelenggaraan pemerintahan elektronik
(e-Government) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat perlu suatu upaya diantaranya dengan menerapkan
sistem yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi komputer
vang telah terhubung pada setiap unit organisasi/unit kerja untuk
mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan guna
mempercepat dan mempermudah arus informasi tata naskah dinas.

2. Dengan semakin meningkatnya volume naskah dinas dari hasil
kegiatan vang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, maka penanganannya perlu didukung dengan
sistem administrasi yang memadai, yaitu dengan mengubah sistem
manual ke sistem komputerisasi sehingga pengelolaan naskah dinas
dapat dilakukan dengan cepat. Salah satu diantaranya adalah dengan
menerapkan Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di
lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3. Sistem TNDE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
merupakan sistem yang dikembangkan dengan memanfaatkan
teknologi berbasisinternet dan aplikasi web based vyang dapat
memproses data naskah dinas dalam program manajemen basis data.

4. Pemilihan teknologi ini mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Cepat dalam pengembangan aplikasi;

b. Dapat diakses kapanpun dan dimanapun berada;

c. Data surat akan tersimpan dalam sebuah sistem manajemen basis
data vang terpusat, sehingga mudah dalam pemeliharaan data;

d. Mudah dalam perawatan dan pengembangan aplikasi, perubahan
kode program hanya di web server dan database server.

e. Untuk mengakses software aplikasi cukup mudah, langkah-
langkahnya  cenderung sederhana  karena  aplikasi vang
dikembangkan didasarkan pada alur kerja penanganan surat
sehari-hari.

B. Sasaran
Sasaran petunjuk pelaksanaan TNDE adalah:

a. Tercapainya kesamaan  pengertian dan pemahaman tentang
penyelenggaraan TNDE di lingkungan unit organisasi/unit kerja;
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b. Terwujudnya keterpaduan pelaksanaan TNDE di unit organisasi/unit
kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat;

c. Lancarnva komunikasi dan kemudahan pengelclaan dan pengolahan
naskah dinas;

d. Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dalam tata naskah
dinas.

C. Manfaat

Manfaat TNDE sebagai berikut:

1. Terwujudnya percepatan pemerintahan elektronik (e-Government)
Pemanfaatan TNDE akan mendukung terwujudnya tata kelola
kepemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi.

2. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan
Penggunaan TNDE akan memberikan manfaat berupa penghematan
sumber dava seperti tenaga, kertas, waktu, dan biaya karena
mengurangi jumlah naskah dinas yvang harus dicetak. Efektivitas dan
efisiensi pekerjaan dapat dicapai dengan tersampaikannya informasi
secara langsung naskah dinas atau informasi lainnya vang
memanfaatkan teknologi informasi tanpa bergantung pada keberadaan
kurir.

3. Terwujudnya dukungan reformasi birokrasi
Pemanfaatan TNDE akan mendukung terwujudnya reformasi birckrasi
aparatur negara.

4. Terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi
antar unit organisasi/unit kerja
Pemanfaatan teknoclogi informasi akan mempermudah komunikasi
antar unit organisasi/unit kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat.

5. Kemudahan pengelolaan naskah dinas dan penggunannya
Penggunaan TNDE akan memberikan keamanan dalam penyimpanan
naskah dinas, kemudahan dalam menangani naskah dinas, dan
keakuratan dalam pencarian naskah dinas.

6. Tidak ada resiko kehilangan naskah dinas
Semua informasi naskah dinas terekam dan tersimpan dalam server
TNDE vyang di backup secara berkala, maka resiko kehilangan,
kerusakan, dan salah simpan atau alasan lain dapat dikurangi.
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7. Kemudahan pengendalian naskah dinas dan penggunaannya
Pengguna TNDE dapat mengendalikan naskah dinas dan penggunannya
melalui aplikasi TNDE yang terhubung melalui jaringan komputer.

8. Kemudahan pelacakan keberadaan dan status naskah dinas
Dengan menggunakan TNDE pengguna dapat secara langsung
memonitor naskah dinas, alur naskah dinas, dan mengetahui
status/tindak lanjut naskah dinas.

P. Pengertian Umum

Pengertian Umum dalam petunjuk pelaksanaan ini meliputi:

1. Aplikasi TNDE adalah suatu sistem pengelolaan naskah dinas, vang
dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
yvang bersifat legal;

2. Teknologi Informasiadalah segala bentuk teknologi yang diterapkan
untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk
elektronis, mikrokomputer, komputer mainframe, pembaca barcode,
perangkat lunak, pemroses transaksi, perangkat lunak lembar kerja
(worksheet) serta peralatan komunikasi dan jaringan.

3. Infrastruktur TNDE adalah kelengkapan sistem TNDE berupa
perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware), antara
lain komputer induk (server), jaringan lokal (local area network),
komputer personal (personal computer), pemindai (scanner), dan
piranti elektronik lainnya;

4. Internet adalah suatu jaringan yang mampu menjangkau
penggunanya di mana saja, kapan saja dan bagi siapa saja. Internet
memungkinkan penggunanya berkomunikasi secara global.

5. Perangkat penyimpanan data (disk storage) adalah perangkat keras
vang digunakan sebagai sarana menyimpan data dalam bentuk
elektronik;

6. Penelusuran surat (mail tracking) adalah sistem yang menelusuri
dan memantau seluruh aliran korespondensi secara elektronik untuk
memastikan korespondensi diproses dengan benar dan transparan;

7. Penelusuran disposisi (disposition tracking) adalah sistem yang
menelusuri dan memantau aliran disposisi korespondensi secara
elektronik untuk memastikan disposisi korespondensi diproses dengan
benar;

8. Agenda harian elektronik (electronic diary, e-calendar) adalah
pencatatan lengkap jadwal kegiatan harian secara elektronik;
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9. Sistem basis data (database system) adalah sistem yang memuat
data vang terorganisasi dengan baik sehingga memudahkan
penyimpanan dan pengambilan kembali secara elektronik;

10. Kode akses (password) adalah kombinasi huruf, angka, dan karakter
khusus sebagai pengenal dan pengaman dalam mengakses sistem
komputer;

11.Identitas pengguna (username) adalah data pengguna vang perlu
dicatat untuk mendapatkan alokasi ruang dalam mengoperasikan
TNDE dengan memasukkan kode akses;

12. Sistem pengamanan (security system) adalah sistem yang dibangun
untuk mencegah pengaksesan secara tidak sah dan perusakan, serta
menjamin kerahasiaan data;

13. Penampil informasi/penjelajah (browser] adalah perangkat lunak
untuk menjelajah data dan informasi vang terdapat pada jaringan
komputer baik melalui intranet maupun internet;

14. Database adalah kumpulan semua data yang disimpan dalam suatu
file atau beberapa file;

15. Komputer induk adalah perangkat keras vang menjalankan aplikasi
jaringan komputer yang digunakan untuk melayani banyak pengguna
dalam satu jaringan;

16. Pemindai dokumen naskah dinas (scannery adalah perangkat keras
untuk melakukan pemindaian dokumen naskah pada komputer klien
yang dibutuhkan pada unit pengolah;

17. Sistem keamanan adalah sistem vang mecnjamin infrastruktur aman
dari kerusakan, serangan virus, penyalahgunaan sistem;

18. Surat adalah naskah yang berisi informasi yvang dikirim atau diterima
oleh unit organisasi/unit kerja atau perorangan;

19. Surat masuk adalah naskah vang berisi informasi yang diterima oleh
unit organisasi/unit kerja dalam rangka penyelenggaraan kedinasan;

20. Surat keluar adalah surat-surat vang dikeluarkan/dibuat suatu unit
organisasi pemerintah/swasta baik perseorangan maupun kelompok
untuk dikirimkan kepada pihak lain;

21. Disposisi adalah informasi atau perintah atasan terhadap bawahan
dalam menindaklanjuti surat masuk;

22. Lembar disposisi adalah formulir untuk menuliskan informasi atau

perintah bagi atasan vyang ditujukan kepada bawahan dalam
menindaklanjuti surat masuk;
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23. Jaringan Komputer merupakan suatu sistem jaringan berbasis Local
Area Network (LAN) atau jejaring nirkabel (Wireless Network) yang
terkoneksi dan dapat mengakses applikasi yang terdapat pada server;

24. Pengaman sistem jaringan komputer (firewall) adalah pcrangkat
lunak dan/atau perangkat keras untuk menjamin pengguna yang
memiliki otorisasi dalam mengakses jaringan,;

25. Data adalah fakta yang sudah ditulis dalam bentuk catatan atau
direkam ke dalam berbagai bentuk media;

26. Unggah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses
transfer berkas pemindahan data elektronik antara dua komputer
atau sistem serupa lainnya.

27. Unduhadalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses
transfer berkas pemindahan data elektronik antara dua komputer
atau sistem serupa lainnya.

28. Email merupakan nama lain dari Surat Elektronik atau Pos
Elektronik yvang digunakan sebagai sarana kirim mengirim surat
melalui jalur jaringan komputer.

E. Arsistektur Sistem TNDE

Arsitektur Sistem TNDE adalah desain sistem secara keseluruhan yang
menggambarkan proses dan hubungan antar entitas di dalam sistem
TNDE. Secara umum, arsitektur TNDE dapat digambarkan sebagai berikut:

2 S—
Menyediakan e B
o : L—— 4 o Q
- = i od |
Memindai Dokumen i
I == s H 4 T « g
X Y/‘i
1
Server dan 3
Pengguna
Database Aplikasi TNDE
5

Mengakses Aplikasi

Pengguna

Gambar 1 : Arsitektur Tata Naskah Dinas Elektronik
Penjelasan gambar arsitektur Sistem TNDE adalah sebagai berikut:
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1. Komputer induk (servery dan basis data (database) merupakan
infrastruktur untuk menginstal dan menyimpan data aplikasi TNDE.

2. Aplikasi TNDE adalah perangkat lunak beserta databasenya yang
digunakan untuk pengelolaan naskah secara elektronik.

3. Pengguna dapat melakukan pemindaian (scanning) dokumen untuk
melakukan penyimpanan dokumen secara elektronik.

4. Setiap Pengguna TNDE dapat mengakses aplikasi melalui komputer.

F. Spesifikasi Sistem TNDE

Sistem TNDE secara umum memiliki spesifikasi dasar sebagai berikut:

1. Manajemen Pengguna TNDE
Identitas pengguna TNDE (usernamedanpassword) terckam dalam
aplikasi TNDE. Untuk penambahan pengguna atau penonaktifan
pengguna hanya dapat dilakukan oleh administrator.

2. Agenda Surat Masuk

Penanganan surat masuk pada TNDE sebagai berikut:

a. Masukan (Input) Agenda
Aplikasi TNDE menyediakan fasilitas input data agenda surat
masuk, mencetak lembar disposisi, dan mencetak rekapitulasi surat
masuk. Data vang dapat diinput ke dalam aplikasi TNDE adalah:
1) Nomor agenda;
2) Tanggal penerimaan surat;
3) Tanggal entri data;
4) Nomor, tanggal, dan hal surat;
0) Tujuan surat;
6) Pengirim surat;
7) Sifat Surat: Biasa, Rahasia dan Sangat Rahasia
8) Pokok masalah surat

b. Penyimpanan Dokumen Surat Masuk

Surat yang diinput ke dalam aplikasi TNDE akan tersimpan dalam

database dengan 2 (dua) cara:

1) Pemindaian (scanning) dapat dilakukan oleh pengguna dan/atau
operator TNDE apabila dekumen surat masuk vang diterima
dalam bentuk hardcopy; dan

2) File upload dapat dilakukan apabila surat telah diterima dalam
bentuk salinan naskah elektronik (softcopy).

c. Melihat Detail Agenda Surat Masuk

Aplikasi TNDE dilengkapi dengan fasilitas untuk dapat melihat
detail dan lengkap tentang agenda surat masuk dengan mudah.
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3. Disposisi

a. Aplikasi TNDE menyediakan fasilitas tentang mekanisme disposisi

mulai dari membuat disposisi atas surat masuk sampai dengan
tindak lanjut atas disposisi tersebut secara berjenjang.

Lajur Disposisi yvang tersedia pada sistem TNDE antara lain sebagai

berikut:

1) Memberikan dan menyampaikan saran

2) Diproses sesuai prosedur

3) Membicarakan dengan saya

4) Diketahui/sebagai informasi.

9) Mohon hadir mewakili saya

6) lkut hadir/menugaskan staf

7) Melaksanakan sesuai dengan pembicaraan.

8) Menyiapkan jawaban / bahan.

9) Melaksanakan/menindaklanjuti

10) Jadwalkan/atur rapat/pertemuan

11) Menyelesaikan sebelum tanggal ..............

12) Dicopy untuk semua Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
(Eselon Ij

13) Meyimpan dalam file

4. Agenda Surat Keluar

a. Surat keluar dapat dilakukan berdasarkan tindak lanjut disposisi

b.

atau konsep surat atas inisiatif unit organisasi/unit kerja vang
bersangkutan.

Aplikasi TNDE dapat mengirim surat keluar kepada seluruh unit
organisasi/unit kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.Surat keluar vang telah ditandatangani, diberi
nomor, dibubuhi dengan cap jabatan/cap dinas, kemudian dipindai
(scanning), kemudian dilampirkan dalam pengiriman surat keluar.

5. Manajemen Template/Borang Acu

a.

b.

Aplikasi TNDE menyediakan templat/borang acu yang mengacu
pada Pedoman Tata Naskah Dinas vang berlaku untuk semua unit
organisasi/unit kerja.

Jenis dan format templat naskah dinas yang tersedia sebagai
berikut:
1) Format Naskah Dinas Arahan, diantaranya berisi:

a) Format Peraturan;

b) Format Instruksi;

c) Format Surat Edaran;
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d) Format Keputusan; dan
e) Format Surat Perintah.

2) Format Naskah Dinas Korespondensi, meliputi:

a) Format Nota Dinas;

b) Format Memo Dinas;

c) Format Surat Dinas; dan
d) Format Surat Undangan.

3) Format Naskah Dinas Khusus, meliputi:

a) Format Surat perjanjian;
b) Format Surat kuasa,;
c¢) Format Berita Acara;

?

d) Format Surat Keterangan,;

e) Format Surat Pengantar; dan

f) Format Pengumuman.

4) Format Laporan
9) Format Telaahan Staf
6) Format Formulir

7) Format Lembar Konsepnaskah dinas

Unsur Pendukung TNDE

1. Jaringan Internet

Untuk menerapkan sistem TNDE, masing-masing unit organisasi/unit
kerja wajib menyediakan perangkat keras dan perangat lunak, serta

tersedianya jaringan internet.

2. Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras terdiri darikomputer pengguna (workstation), peripheral

(printer, plotter, scanner dan lain sebagainya) serta perangkat keras

pendukung seperti Uninterruptible power supply (UPS).

3. Perangkat Lunak (Software)

a) Sistem operasi berbasis windows dan vang lainnyva yang tersedia

aplikasi penjelajah (browser).

b) Sistem Pengamanan, misalnya antivirus, firewall dan lain-lain.

Petunjuk Pengoperasian TNDE

a. Menjalankan Aplikasi

a. Sebelum menjalankan Aplikasi TNDE, pastikan komputer vang akan

digunakan tersedia penjelajah
dengan jaringan Internet.

(browser] dan dapat terhubung
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b. Langkah selanjutnya adalah ketik https://eoffice.pu.go.id pada
penjelajah (browser), maka akan muncul tampilan sebagai berikut:

W Aplikssi TNDE | Login x

e OF

o @ n o

b. Login Sistem

a. Login untuk pejabat struktural menggunakan kode akses

tersendiri dan untuk pegawai menggunakan Nomor Induk Pegawai
(NIP), seperti ditunjukan pada gambar berikut:
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Apabila terjadi kesalahan dalam pengisian login, maka sistem akan

memberikan pesan sebagai berikut:

Pesan apabila terjadi
kesalahan dalam
pengisian username
dan password

Username atau Password tidak valid

Jika Login berhasil maka akan muncul tampilan Dashboard
pengguna TNDE yang antara lain memuat beberapa informasi yang
terdiri dari: Fitur-Fitur TNDE, Agenda Pimpinan, dan Identitas
Penggunaseperti ditunjukan pada gambar sebagai berikut:

® Dashboord - Apikasi TNDE X (=] O
&« > C @ @ eofficepugoid sE e w na =

© KEPALAEIRO UMUM

Identitas
Pengguna
TNDE

Dashboard

Kamis, 4 April 2019 | 4:19:18 PM
sm | v 0[]t

R T n

1 No data availablein tzble

Showing 0 t000f0 entries Previous  Next

Agenda

KEMENTH

c. Username dan Password TNDE

Username dan Password TNDE terdiri dari 2 jenis, yaitu User
untuk pengguna biasa dan Sekretaris. User Sekretaris hanya
tersedia bagi pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama dan
Administrator. Sedangkan untuk pejabat pengawas tidak tersedia
sekretaris. Pejabat pengawas harus menggunakan TNDE secara

mandiri.
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b. Login pimpinan hanya berfungsi untuk membaca surat dan
disposisi. Sedangkan untuk melakukan input data dan
melampirkan file surat ke dalam aplikasi TNDE dilakukan oleh
Sekretaris.

d. Pengaturan

Sebelum menggunakan TNDE, para pengguna diharuskan untuk
melakukan setting pengaturan pada aplikasi TNDE. Hal ini wajib
dilakukan agar penggunaan TNDE dapat berfungsi dengan optimal.
Tahapan-tahapan dalam melakukan settingpengaturan sebagai berikut:

a. Profil
1) Pertama-tama kita panggil aplikasi TNDE, kemudian klik
pengaturan, lalu pilih profil, maka akan muncul tampilan sebagai
berikut:

Profil

Profil
pengguna
TNDE

uuuuuuuuuuuuu

S |

2) Pada profil ini kita harus mengisi beberapa informasi pengguna,
antara lain: e-mail, Hanphone dan Alias dengan penjelasan
sebagai berikut:
= Akun email yang dapat diisi pada profil merupakan email
pribadi pengguna TNDE.

= Nomor HP yang dicantumkan merupakan nomor pribadi
pengguna TNDE.

= Alias dapat difungsikan sebagai pengganti username pengguna
TNDE.
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b. Pengaturan (Setting)

1) Pertama-tama kita klik pengaturan, kemudian pilih profil, lalu
klik setting, maka akan muncul tampilan sebagai berikut:

< C @ D - pu.go.ic) profiHtat [~ + @ =

Profil User Setting Wotifikasi e-
mail

Setting Disposisi K

e [ : Seting Lam Depoten
- .
Untuk mengatur urutan Z -

peneriman diposisi

Setting Lajur
Disposisi

2) Pada setting kita dapat mengatur setting disposisi, setting
notifimasi email, dan setting lajur disposisi dengan penjelasan
sebagai berikut:
= Setting disposisi dapat berfungsi mengatur susunan pejabat
yvang akan menerima disposisi pimpinan.

= Setting notifikasi email difungsikan sebagai pemberi notifikasi
bagi pengguna TNDE apabila menerima surat masuk dan
disposisi.

= Setting lajur disposisi difungsikan untuk mengatur lajur
disposisi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.

c. Ubah Password

Untuk keamanan dalam penggunaan akun TNDE disediakan fasilitas
ubah password agar keamanan dan kenyamanan pengguna TNDE
dapat berjalan dengan baik. Ubah password ditunjukan pada gambar
berikut:

@ Tampilkan Password “

www.peraturan.go.id



163, 2019, No.1312

e. Fitur TNDE

Fitur-fitur yang disediakan dalam aplikasi TNDE sebagai berikut:

NO FITUR-FITURTNDE STATUS
1 Surat Masuk Aktif
2 Surat Keluar Aktif
2} Penelusuran Surat Aktif
4 Penelusuran Disposisi Aktif
5 Agenda Harian Pimpinan Aktif
6 Sistem Basis Data Aktif
7 Sistem Pengamanan Aktif
8 Templat/Borang Acu Aktif
9 Scanning Dokumen (Pemindaian) Aktif
10 Warning Sistem Tindaklanjut Disposisi Aktif

f. Surat Masuk

a. Input Surat Masuk
1) Fitur pertama yang tersedia dalam Aplikasi TNDE adalah Surat

Masuk. Pada Fitur ini kita dapat menginput surat masuk kedalam
aplikasi TNDE dan diproses secara elektronik tanpa menggunakan
kertas.Untukdapat melakukan input data padapada aplikasi TNDE
harus Login menggunakan user Sekretaris, karena proses input
data hanya dapat dilakukan melalui Login Sekretaris bukan
pejabat.

2) Setelah melakukan Login sebagai Sekretaris arahkan kursor pada
Surat Masuk, kemudian klik “Input Surat Masuk®” Untuk
melakukan input surat masuk silahkan klik Input Surat Masuk,
seperti ditunjukan pada tampilan sebagai berikut:

~ [

pril 2019 > Kamis, 4 April 2019 | 6:22:50 PM

Mon fue Wed Thu Fri Sat Sun Show 10 je""“s

1 20 5 s 7 No |F Agenda Hari Tanggal Jam Perihal | Acara

9 10 11 12 14 Nodata available in table

© Untuk melakukan — pooroenses Pravious  Next
input data,
silahkan klik
e Input Surat
Masuk

APLIKAS] TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK versi 1.0 KEMENTERIAN PEKERIAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
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3) Setelah kita klik Input Surat Masuk, maka akan muncul tampilan
sebagai berikut:

<« [C D eoffice pugoid/sura it _surat_ma - L InED =

@ KEPALA BIRQ UMUM

Input Surat Masuk

—— ol [emoe :
[ o7 |

Mo rE
Agenda T Tujuan asal
No Agenda Lokal Unit Pengirim Mo Surat Surat Perihal Surat Surat
4131.20190401.0007 | 556/5U Kepala Balai Wilayah UM0204- 29April | Parmohonan Narasumber Tata Naskah | Kepala Biro ntem
Sungal Kalimantan I Buws10/61.4 2019 Dinas Elektronik [TNDE) Umum
4131.20190404.0003 | 572/5U Direktur Bina Kelembagaan | UM0102.Kdi64 | 04 Aprl | Undangan Kepala Biro intern
dan Sumber Daya Jasa w18 Umum
Konstrulksi

4131.20180404.000

15/MD/Su2/2019 | 04Aprl | Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan | Bapak Kepala | Intem
2019 Barang Minilik Negara (RKBMN TA. Bito Umum
2020 pada Satuan Kerja Biro Umum
Sekretariat Jenderal Kementerian

PUPR
4131.20190404 UMO102E¢/06 | 02ApAl | Persiapan Pem Kepala Biro Interny
dan Investasi 2019 Kementerian juaraan umum
Bulutangkas dalam rangks Hardiknas
Tahun 2019

5 | 4131.20190404.0005 g g pril Hasil Pemeriksaan Pada Lantai 5

Sekretaris

4) Untuk memulai proses Input Surat Masuk, klik Tambah Input
Surat Masuk, kemudian muncul formulir pengisian surat masuk

seperti ditunjukan pada gambar sebagai berikut:

W Tambah Input Surst Masuk - - X

< D eofice pugoid/surat_mas srat_ masuk/adc R Lo

© KEPALA BIRD UMUM

Input Surat Masuk @ tHome - Input Surat Masuk - Tambah input Surat bas

Tambah Input Surat Masuk

NoAgenda | 413120120404.000¢

Wo Agenda Lokal

Tanggal Penerimaan =

Asal surat nternal @ Eksternal

Unit Pengirim Surat

Tujuan Surat

Tembusan Surat

Kolom Yang harus diisi sebagai berikut:

No Agenda Lokal | Diisi dengan jumlah urutan surat yang
masuk

Tanggal Diisi dengan tanggal penerimaan
Penerimaan

Asal Surat Diisi dengan pilihan internal atau eksternal

Unit Pengirim Diisi dengan unit kerja pengirim surat
Tujuan Surat Diisi dengan tujuan surat, apabila tujuan

surat jumlahnya banyak, dapat diisi
dengan daftar terlampir
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Tembusgan Surat Diigl dengan tujuan tembusgan surat

MNomor Surat Diizi dengan Nomor Surat masuk

Tanggal Surat Diigi dengan tanggal surat

Lampiran Diizi dengan informasi lampiran gurat

Jenig Surat Diigi dengan Jeniz Surat

Jeniz Penerima Diizi dengan Penerima, Tembuszan, dan
Digposgis

Hal Diizi dengan hal surat

Upload File Diizi dengan Lampiran Surat berformat Pdf.

5] Betelah formulir pengisian surat masul telah diizi gecara lenglap,
malka tahapan zelanjutnya kita melampirkan surat yang telah
dipindai {zcan] yvang berformat pdf sebagaimana ditunjulkan pada
gambar berilout;

lenle St Fiill cen 2 Sl

Tujunn Il eit Karjn SEETAYAT JENCERAL

Jabotansatt  HFFSLA RIS IMUKSETFHEERELFRLAY FUFT < e am i o5 SRTERTTLIEHT. -
o= K71 & IV LHIE
beric Prowrims 17 Fenerivi (3 Tehieae (3 Rirnoris
Hal
o R T
UplzadHiz Urwezal| Sd L cxlzzhe:

L Mazukkan dalamagondz

6] Apabilajeniz surat masule tersebutmerupaltan surat undangan,
maka Sizgtem THNDE zecara otomatiz akan memberilkan notifleasi,
para pengouna THNDE harus memasulkan jugs zebagai agendsa,
geperti ditunjulcan pada gambar berilout:

eoffice.pu.goid menyatakan:

Pastikan agenda terisi
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7) Setelah input formulir agenda selesai, kemudian klik simpan
seperti ditunjukan gambar berikut:

# Masukkan dalam agenda

Detil Agenda *
Tanggal Mulai ]
Tanggal Selesai B

Lokasi Kegiatan

Penyelenggar

Keterangan

8) Setelah semua informasi agenda sudah diinput kedalam formulir,
maka ketika kita klik tombol simpan, input surat masuk dan
agenda akan tersimpan ke dalam aplikasi TNDE.

9) Apabila terjadi kesalahan dalam pengetikan dan melampirkan
surat (attachment] dapat dilakukan pengeditan sebagaimana
ditunjukan pada gambar berikut:

# Input Surst Masul - Apikasi 11 3

« ¢ @ D eoffice.pu.goid/surat masukfinput_surat masu @0 + M@ =

Input Surat Masuk @ Home - Input Surst Masuk

Nomor Agenda a
(o [ s [ ore L or]
o E
Agenda T8 Tujuan nsal
No  NoAgenda Lokal Unit Pengirim No surat surat  Perihal Surat surat  Pilihan
1 4131.20190401.0007 | 556/SU Kenala Balai Wilayah UM 0204- 29April | Permohonan Narasumber Tata Naskah | Kepala Biro Internal Pl
Sungal Kalimantan Il Bws10/61.4 2019 Dinas Elektronik (TNDE) Umum
2| 413120190404.0003 | 572/5U Direktur Bina Kelembagaan | UMO102.Kd/64 | O4April | Undangan Kepala Biro Internal @

dan Sumber Daya Jasa 2019 Umum
Konstruksi

3 4131.20190404.0006 | 575/SU Kepala Bagian Administrasi | 15/ND/Su2/2019 | 04 April Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan | Bapak Kepal: i ,2
Pekantoran 2018 Barang Minilik Negaca (RKBMN) T Bifo U
2020 pada Satuan Kerja Biro Umum
Sekretariat Jeadeial Kementerian
N Internal ’nz

4 4131.20190404.0004 | 573/SU :::‘I‘l\;sﬁ::ngEmnam\ UM 0102-Ee/X Untuk edit
surat masuk

5| 413120190404.0085 | 574/5u

RO © Il

b. Surat Masuk (Inbox)

Surat masuk yang telah diinput dan disposisi dari atasan yang lebih
tinggi secara otomatis akan masuk ke Surat Masuk (Inbox) pengguna
TNDE. Tampilan Surat Masuk (Inbox) sebagaimana ditunjukan pada
gambar berikut:

www.peraturan.go.id
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® Surst Masuk (nbox) - Aplikasi X

« ("] @ @ hitps/jeoffice pu.go.id/surat_masuk 0% v o Mm@ =

Surat Masuk (Inbox)

Filter +

Homor Agend Lakal [z B .

Show  1qfly| = entries

Y W
Mo Agenda r:-t Unit Pengirim Mo. Surat ;:'- Hal Status.

04 April 2019
ste/su Kelompok surat |l  Kelompok surat +
Belum Diproses Belum Diproses
STS/5U (Merah) C[‘Iljau) ‘ '
3 0d April 2019 | SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN UM7.02- 0d April ' 8

INFRASTRUKTUR WILAYAN Wezass e

4 | stsu 04 April 2019 | Kepala Bagian Keuangan dan Umum, | 122/ND- 02 April Hasil Pemeriksaan Pada La g Ditjen Cipta Karys. +:
K Cs2/2019 19

re

s | stysy 04April 2019 | Staf Ahli Bideng Ekonomi dan Investasi | UM0102-Eej08 | 02 April

Fungsi-fungsi yang dapat dilakukan di surat Masuk (Inbox), antara
lain sebagai berikut:

=  Melihat surat masuk

= Edit agenda lokal

= Mencetak lembar disposisi

= Input Disposisi

=  Melihat Isi Disposisi

= Input progress disposisi

=  Melihat detil surat

1) Lihat Surat

Untuk melihat surat masuk pada aplikasi TNDE, caranya kita klik
“Hal” seperti ditunjukan pada gambar berikut:

¥ Surat Masuk (nbas) - Aplikes X .

<« ¢ @ @ @ https:/feotice pu.gaid/surat_masisk/inbos wn e © B L In@D =

& KEPALA BIRO UMUM

Surat Masuk (Inbox)

Filter +

Homar Agendi Lokal B [a ]
Betom Diproses @) Sudoh Diproses (D)

P -

an Pelsksanasn Pengadosn Barong/Jasa TA.2015 oleh o

PTPEI

o4 April
2018

uMare- 04 Agril
Wis/2018 2019

e 02 April
€s2/2019 2019

UMOL02 B8 | 02 April
2015
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Setelah kita klik Hal, maka akan muncul tampilan surat masuk
secara otomatis sebagai berikut:

¥ ledfocNaw rim A0 X

00 © B ipacrvas s grucaandtn ol srawin 32w vARISTLETRI AL xw - B im@ =
e e s e )
e KL R L on Azgoa b e L AT
)

KEMOMTZA AR Fr<rRIAAN UNUR DAN PCRUNANAT MAKYAT
DIREXTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKS!
4 Rt M0, b S ke W Sk T V0T 0 L

7O of - Ox figy TNy Ap £ 205

Forgmann Pobbsormes Neagadewn Daesiime TAIIY cuy
ey usTRR)

Parn Pujabat Pirgiam Togy! Medys
M‘le'mﬂ
Yo Repun

Parn Sapaa

o s,
O Kamerteran Pobarfan Lrman di) Nevwvaben Rabyst

Sentarcar dean Rewpdesn Sy v PRI TIMY @ formitetn M
ST 1) PR Nk, CeOw Sl o Sweshin oo ceskenen
0 b

Pt ki s Foagvace Rawaplass vibed Bumsecs e s

o Fowiewe Pogodas Sewg e
M pedue Cone b Pefte Parbed Gomteen [P 30
Swuchue sek Pergpaa Mggnn FA\Nam Peggss M@ 00X) yeg
TEONT e ey luatar, pEEEID AL, O, s drs wgoa

2] Cetak Lembar Dizposisi

Pada aplikasi TNDE tersedia fasilitas Untuk mencetak lembar
disposisi, caranya klik “Hal”, kemudian klik Tombol Cetak Lembar
Disposisi, maka akan muncul tampilan sebagai berikut:

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL
I Pattiomuns No. 20 Kebayoran Bara Jakarta Sclatan 12110, Teaa. 7247564, Fax. 7260855

LEMBAR DISPOSISI

Uit Purgirins (Ekstarnal | : Dirchtorat Senderal Kerjasama Mubtiateral, K emnetenan Lusr Negen
N Surat 1 OO48, 1Y) B/ 46707 Tl Surat o 31 M 2018
puribal : Bvinliasi K einggotius Tndones e Pace Organisasi Intornisionnl Tahun
2018 (Bvalsasi Tabup 11)
M2 Agurca 1440518 Yol Pursrirmann ;23 Juni 2038

Kepada Yth:

PIL INSPEXTUR JENOERAL

OIREKTLI JENDERAL SMEER OAYA ALK
PIL DISEXTUR JEMSERAL SINA MARGA
OIFERTUR JENUERAL CLPTA KAKYA
DIRIEN PENTED LARN PESLIMAH AN

O IREXTUR JENDERAL SINA KONS!

DIRIEN PEVMEIAYAMN PERLIMAM AN
BASAM PEMELLT LAN D AN PENGENEANG AN

KASAN PENGENE. INFIASTRIICTLIL WILAYAM

KEPALA B
KEPALA 5911

B]s]n[s]als]s]s]s]a]s]s]

BETUA EPPSras

00000

O weracssine rasn

MIBIRKAS] PRI

KEPALA PUSAT DATA DAM T1

|4

at + (&)

Biasa () Mendenak () Pertu Perhation Khusas

) Perhatican Satas Waktu

Malabksarakan) e ndaklan

Oiketahui /sabagai irfermas

Maregala Mri Gan (rurnberi saran

Mobce badir rmuwakill Kur PO wya

Lot adir rmurugaskar saf
Siapkan Keowss Swabar

Tacwalkan/

o

Oifilu/diglic

Publikaska;

o adi ke

Prof. DI ANITA FINMANTL

LangGapar

SERNETARIS JENDERAL

0oL
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3) Untuk mencetak lembar disposisi, silahkan klik tombol
“print”seperti ditunjukan pada gambar berikut:

Surat Masuk (Inbox)

¢Kembali | EPrized

g. Disposisi

Pada aplikasi TNDE menyediakan fasilitas Disposisi atas surat masuk
yang sifatnya berjenjang sesuai dengan struktur hirarki organisasi
para pengguna yang dapat dilakukan secara online kapanpun dan
dimanapun berada. Disposisi tersebut terbagi menjadi 2 {dua) jenis,
yaitu disposisi masuk dan disposisi keluar.

a. Disposisi Masuk

1) Pada aplikasi TNDE tersedia disposisi masuk. Disposisi masuk
adalah disposisi yang diterima oleh para pengguna TNDE vang
berasal dari pimpinan/atasan yang bersangkutan. Disposisi
masuk secara otomatis akan masuk pada Surat Masuk (Inbox)
para pengguna TNDE vang mendapat disposisi.

2) Para pengguna TNDE apabila menerima disposisi masuk,
tidak perlu untuk meng-Input sebagai surat masuk, tinggal
dilihat dan diproses melalui Surat Masuk (Inboxj.

3) Disposisi masuk yang ada pada TNDE digambarkan sebagai

i =
Surat Masuk (Inbox) - apli= % & % SPAR=N
C' 8 htips://ecffice.pu.go.id/surat_masuk /inbox S
Show 1 v entries
W No
No Agenda s Unit Pengirim No. Surat el Hal Status
Terima Surat
Lokal
22 Mei 2018
22 Mei 2018 SEKRETARIS DIREKTORAT UM.02.01-Cs/87T 22 Mei Ralat Fenggunaan Ruang Rapat Sapta Taruna dan Pendopo '
JENDERAL CIPTA KARYA 2018 Kementerian PUPR
11 Mei 2018
11 Mei 2018 SEKRETARIS DIREKTORAT UM_02.01-Cs/805 11 Mei ljin Feminjaman Ruang Pendopo, Ruang Sapta Taruna dan Penyiapan ‘
JENDERAL CIPTA KARYA 2018 Fasilitas Parkir Hari Jumat Tgl 25 Mei 2018 Pulu| 11.00

19 Maret 2018

13 Maret 2018

n

07 Maret 2018
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b. Disposisi Keluar

1)

Pada aplikasi TNDE tersedia disposisi keluar. Disposisi leeluar

adalah fasilitas yang diberikan kepada pengguna TNDE untulk
melakukan disposisi atau pelimpahan kepada pengguna TNDE
lainnya wvang berada dibawahnya sesua denganjenjang

struktur hirarki organisasi.
dan dimanapun herada.
c. Input Disposisi

a)

Disposisi keluar dapat dilakukan secara otomatis kapanpun

Untuk menginput disposisi pada aplikasi TNDE, caranya klik

“Hal”, kemudian pilih tombol Input Disposisi, maka akan

muncul tampilan sebagai berikut:

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL
JL Pattimasra Mo. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. 7247564, Fax. 7260856

A

Uit Penairim {Exstennal

LEMEAR DISPOSIST

- Ddrektorat Jenderal Keriasama Mulitilateral. Kemnetenian Luar Neaen
RL

No Suran + 0085/ TI/OS/2018/26/07 Mg Furan 31 Me 2018
Sor ha . Evaluasi Keanggotaan Indonesia Pada Ovganisasi Internasional

Tahun 2018 {Evaluasi Tahap II)
“a fuigenda L BAEEL18 (Mgl Fenerimasn : 21 umi 2018

Kepada Yth:

SAM HE
2 A AT ZaM HE
b, HARGA, HE
Th KA HE
KE
KE
KE
KAZAN P KEAA DATA DANTI
KAZAN A KaRAAT
KEAA 2
O Basa () Mendesak () Perlu Perhatian Khusus () Perhabtikan Batas Waktu I

higal irfon

Hempeiajart dan member! saran

Dibiicaraian dengan saya

- —
S NS M e

—
Ko PUPR sy

o o

Tidak ada file yana dipilih

Submit Disposisi
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b) Langkah selanjutnya adalah memberikan tanda (V) pada

tujuan disposisi, sifat disposisi, dan lajur disposisi,
kemudian klik Submit.

d. View Disposisi

Fasilitas ini dapat digunakan untuk melihat status disposisi pada
aplikasi TNDE, seperti ditunjukan pada gambar berikut:

[Ty e D Viposisicad |1 Didsposisianbepada N

KEPALA BAGIAN RUNAH TANGEA

h. Tindaklanjut (Progress Disposisi)

Input Progress pada aplikasi TNDE digunakan untuk menjawab
tindaklanjut disposisi atasan/pimpinan. Langkah-langkah untuk
menjawab disposisi pimpinan/atasan adalah sebagai berikut:

a. Kita panggil aplikasi TNDE, kemudian klik hal, kemudian klik

tombol Input Progress Disposisi, seperti ditunjukan pada gambar
berikut:

Sost  ViewDstsDisposisi  View Progress Disposisi

LI TenggalMassk | TelDispasisi Disposisi dari It

1| sesnizone 02Juni 2038 KEPALABIRO UMUM (=

Klik Input l
Progress

Nisnosisi

b. Setelah klik Input Progress Disposisi, maka akan muncul
tampilan sebagai berikut:

‘Showing 1 ta Lof L entries

Tanggal Disposisi

02 Juni 2018

Status Disposisi * - Pilih Status Disposisig

Ditujukan Kepada - Pilih Tujua \
Status

Keterangan [ Catatan

Disposisi

Disposisi

Upload File

www.peraturan.go.id
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Langkah-langkah input progress disposisi

1) Status Disposisi dapat diisi dengan status antara lain:

" dibuka,
*  dibaca,
*  dikerjakan,

* dalam proses pengerjaan,
»  ditolak{ pekerjaan diulang,

"  proses negosiasi dan ditutup/closed.

2) Twuan disposisi dapat ditujukan kepada pejabat/pegawai

pada 1 (satu) jenjang diatas dan 1 (satu) jenjang dibawah.

3) Catatan dapat diisi sesuai kebutuhan.

4) Isi tindaklanjut disposisi dapat mengunggah (upioad) softcopy

file aslinya.

View Progress Disposisi

View Progress Disposisi berfungsi untuk dapat melihat status

progress disposisi yang sedang berjalan, seperti ditunjukan pada

gambar berikut:

Tonggas IR MIF %ama Proscs TR

2IE0CICEACIEIIO0L - BIDI HERNAVILH, £ Mt kit Sy iy Lo e

Fllcuzioad

| k

Edit Agenda Lokal

Fasilitas Edit Agenda Lokal dapat digunakan apabila mendapat

disposisi dari pimpinanfatasan, nomor agenda surat masuk

tersebut dapat kita ubah menjadi nomor agenda lokal penerima

disposisi, seperti digambarkan pada gambar berikut:

Surat Masuk (Inbox)

Edit Mo Agenda Lokal

Nomor Agenda 4131.20120808.0008

Nemor Agenda Lokal 1134¥Su

www.peraturan.go.id
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Pencarian Surat

Fasilitas lainnva yang tersedia dalam aplikasi TNDE adalah
pencarian surat. Pencarian surat pada umumnya sering
digunakan pada fitur surat masuk. Kata kunci yang dapat
digunakan dalam pencarian surat antara lain sebagai berikut:

* Nomor Agenda Lokal

» Unit Pengirim Surat

= Nomor Surat

» Tanggal Surat

= Hal

Cara menggunakan pencarian surat, seperti ditunjukan pada

gambar berikut:

Surat Keluar

Fitur lainnya yang tersedia dalam aplikasi TNDE adalah Surat Keluar.
Fitur ini berfungsi untuk mengirim surat keluar antar pengguna TNDE

di lingkungan Unit Organisasi/Unit Kerja sesuai dengan kewenangan
masing-masing. Langkah-langkah penggunaan fitur surat keluar
sebagai berikut:

a. Input Surat Keluar

1)

2)

3)

Untuk menggunakan surat keluar perlu memahami struktur
organisasi yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat agar pengiriman surat tidak salah dalam
pengiriman.

Pastikan surat vang akan dikirim telah ditandatangani, diberi
nomor, tanggal dan cap dinas.

Untuk melakukan pengisian surat keluar, pertama-tama Kkita
panggil aplikasi TNDE kemudian pilih Fitur Surat Keluar,
kemudian klik input surat keluar, maka akan muncul tampilan
sebagai berikut:

www.peraturan.go.id
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# Input Surst Keluae - Aglikasi

-174-

« ¢ o @ eoffice pugoid/surat_ke

Nomar Agenda

Showing 010 0.0/ 0 entries

4) Setelah kita adalah klik Tombol tambah input surat keluar,
maka akan muncul tampilan sebagai berikut:

+ Tambah Input Surst Keluar -

5 X @ G pugoid

Input Surat Keluar

Input Surat Keluar

APLIKASI TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK vers: 1.0

Nodats svadable n table

Kolom Yang harus diisi sebagai berikut:

No Agenda Lokal

Diisi dengan jumlah urutan surat keluar

Tanggal

Diisi dengan tanggal penerimaan

Pengiriman
Unit Pengirim | Diisi dengan unit kerja pengirim surat
Surat

Nomor Surat

Diisi dengan Nomor Surat Keluar

Tanggal Surat

Diisi dengan tanggal surat keluar

Lampiran

Diisi dengan informasi lampiran surat

Jenis Surat

Diisi dengan Jenis Surat

Jenis Penerima

Diisi dengan Penerima, Tembusan, dan
Disposisi

Hal

Diisi dengan hal surat

Tujuan surat

Diisi dengan pilihan unit kerja

Upload File

Diisi dengan Lampiran Surat berformat
Pdf.
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leeluar telah

lengkap, maka langhkah selanjutnya adalah menentukan tujuan

dan disposisi surat, dengan

Penerima/ Tembusan, e Ee el D i)

meng-ldilke  Tombeol Tambah

Uil Keerja | ewel 1

Unit kerja | eval 2

Unit kerja | ewel 3

Uil keergat L eeweel 4

Falvialamn § S0alT

CIRENTZRAT _EFZIERAL SLIMSER Dinc-a 8=

Rz AR D=l S0VEE- DAYTA AR

Pl =it Berja | ee=l 3

- Flin =it Ierja Lewzl 4 -

SERRETARIE O TJEN 5 WE=F Dava & F <EMZINTERIS F ...

P'-'llr-'firﬂﬂ m

B] Setelah pilihan unit kerja telah sesuai dengan tujuan surat,

mala langkah selanjutnya adalah menentukan sebagai penerima

atau sebagai tembusan, dengan men-lklik tombol yang berwarna

biru sebagai penerima dan warna merah sebagal tembusan,

sebagairmana dijelaskan pada gambat berilout:

Dituukan Kepada

Tamihah Penerlin | Taim hinsan PL Turkus e ru Tumbuan

Kemnentrrian P [ SFRRFTARISNITIFN SUKFFR TAYE 818 WFMFHTERIAN FUPR 2= 4 HAMKAT AR5AT, MF P ==

LAALEL L ERLIININ = 42 0% —= SLAKL LRI LUK SURLLE bais 81K

O DIRFETHR RING PRUATARLINGSH SLMEFR D0

FFRRATAE AN STd

&R, TITIFNAUMRRR Tuve s ALR KFMFNTFRIAH FUFR == IR
ACL S SUPRAPTE EUSY ULYOKG, Y CKC P KA —- YIF 1852021 71905011002 - 2570 - DIRCKT UG BIKA

Lpanida

Fitur TNDE wyang berilutnya adalah Agenda Kegiatan., Fitur ini dapat

ditnanfaatkan sebagai apenda kegiatan harian, mingguan dan bulanan

para pengguna THNDE yang dapat dilihat kapanpun dan dimanapun

berada. Apenda kegiatan secara otomatis akan muncul pada Dashboard

pengsuna TN DE sebagaimana ditunjukan pada gambar berikut:

show| 10 v entrigs

IF
Mo aganda

Riwiializax alen
Ferjazama Felslzanaan
luliah Eerja bya=
Tamatik In‘raztruktur

Showing Lte et Lontrics

Jummal, 22 Juni2012 | 3:.00:58 PM

Han I1znggal Jami

Karmix QF bl 7R 7 48

Pesrihual |
Acara

A i i el
farssEms
“elakaanaan
<uliah Kerja
Yyata Tamatik

nltaxirukin

lampat

Ruang
sarba suis
Lanta &
Gedurg

SDA
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1) Untuk proses input Agenda Kegiatan dapat dilakukan melalui 2
(dua) cara, yaitu melalui input surat masuk (seperti yang telah
dijelaskan pada proses input surat masuk) atau input langsung
ke fitur Agenda kegiatan sebagaimana ditjunjukan pada gambar
berikut:

2) Setelah Tambah Agenda Kegiatan di klik, maka ada beberapa
isian agenda Kkegiatan yang harus diisi pada formulir pengisian,
antara lain: Nama Agenda, Tanggal Mulai, Tanggal Selesai,
Lokasi, Penyelenggara dan Keterangan, seperti ditunjukan pada
gambar sebagai berikut:

Agenda Kegiatan @ Home - Agunda Kagistan - Tarbah Agunds Kegiata
Tambah Agenda Kegiatan
Nama Agenda
Tanggal Mulai 2013-06-22 03:32:58 [ |
Tanggal Selesai B
Lokasi
Penyelenggara
Keterangan
e
APLIKAS! TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK vers: 1.0 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

3) Setelah Isian agenda lengkap, klik Tombol Simpan.
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k. Templat/Borang Acu Naskah Dinas

Fasilitas lainnya yang terdapat pada TNDE adalah tersedianya
templat/borang Acu Naskah Dinas. Templat/Borang Acu adalah
templat naskah dinas yang telah disediakan pada TNDE untuk
membuat naskah dinas yang yang dapat langsung di unduh pada
aplikasi TNDE. Templat/Borang Acu yang disediakan pada aplikasi
TNDE sebagai berikut:
Format Peraturan;
Format Instruksi;
Format Surat Edaran;
Format Keputusan; dan
Format Surat Perintah.
Format Nota Dinas;
Format Memo Dinas;
Format Surat Dinas; dan
Format Surat Undangan.
Format Surat perjanjian;
Format Surat kuasa; ’
Format Berita Acara;

. Format Surat Keterangan;
Format Surat Pengantar; dan
Format Pengumuman.
Format Laporan
Format Telaahan Staf
Format Formulir

PraT OB T FTT IR AL T

Format Lembar Konsep naskah dinas

Untuk mengunduh templat/borang acu kita panggil aplikasi TNDE,
kemudian klik Naskah/Borang Acu seperti ditunjukan pada gambar
berikut:

o)

PR # Template Barang/ Acu - Apli X

AN R pu.god/pengaturantemplate x o o @y n =

© KEPALA BIRO UM UM

Template Borang/ Acu

@ Tamean Temptanssarang Acu

~~~~~~~~

Unduh
templat/borang
acu naskah
dinas
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Contoh Templat/Borang Acu Naksah Dinas Peraturan yang sudah

diunduh dari aplikasi TNDE dengan format Ms. Word vang langsung

dapat disunting/diedit seperti ditunjukan pada gambar berikut:

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

g

Seid”

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: .../PRT/M/201.....

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TENTANG
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.

Pasal 2
(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai.....
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan...
(3) Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

BAB I
(Judul Bab)
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1. Keluar Aplileasi
Untule keluar aplikagi THNDE kita klik tombol LOGOUT, zeperti
ditunjukan pada gambar berilout:

PROGRESS INBOX

SURAT KELUAR

AGENDA Untuk keluar aplikasi
silahkan ik LOGOUT

/ BORANG ACU

LAPORAN

& PENGATURAN

' USER MANUAL

LOGOUT

MENTEEI FEEERJAAAN UMUNM DAN
FERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. EBASUKI HADIMULJONO
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